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MOTTO:

“Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: “Ya Tuhanku
sesungguhnya anakku termasuk keluargakuo, dan sesungguhnya janji Engkau
itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adiluya
(Terjemahan Huud, 1995: 45)"

' Departemen Agama R1. 1995, A/ Qur ‘an dan Terjemahannya. Jakaria: Yayasan Penyelenggara
Pencrjemah Al Qur'an.
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RINGKASAN

Skripst ini membahas masalah tindak pidana yang membahayakan keamanan
umum bagi orang atau barang, adapun latar belakang Penulis mengangkat masalah im
adalah karena Penulis sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan vang ada dalam
kasus 1ni berdasarkan putusan dan Majelis Hakim baik Pengadilan Tinggi maupun
Pengadilan Negen, selain itu Penulis juga tertank dengan kasus ini sehab Penuhs
menganggap bahwa kasus ini sangat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini,
dimana kekerasan sudah merupakan hal vang biasa terjadi. Penulis juga ingin
menunjukkan bahwa tindak pidana semacam ini sangat berbahaya akibatnya sehingga
sudah sewajarnyalah apabila Aparat Penegak Hukum menindak tegas pelakunya guna
membenkan efek pada pelakunya serta bagi orang vang bermat melakukan hal serupa
agar segera mengurungkan niatnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi kali ini
ada dua, yakni: Apakah yang menjadi perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri dengan Hakim Penpadilan Tingg dalam menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa dan apakah pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menambah lamanya
pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah sesuai
dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia

Tujuan dan penulisan Skripsi 1m adalah untuk mengetahui  perbedaan
perimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan perimbangan Hakim Pengadilan Tingg
dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, serta untuk mengetahui pertimbangan
Hakim Pengadilan Tinggi dalam menambah lamanya pidana terkait dengan prinsip-
prinsip pemidanaan di Indonesia.

Metode penelitian yvang digunakan adalah vuridis normatif yang berart
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang,
literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, Pendekatan masalah vang digunakan
adalah Pendekatan vang digunakan dalam skripsi kali ini adalah pendekatan undang-
undang (statute approach), dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara
menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan fakta hukum yang sedang
ditangani, serta menggunakan pula pendekatan konseptual, vang berarti sebuah
pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dan aturan hukum yang-
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ada Dalam melakukan pendekatan im serta untuk membangun konsep, penelitt tidak
hanya melamun atau berkhayal, tetapt harus beranjak dan pandangan-pandangan dan
dokirin-doktrin vang berkembang di dalam ilmu hukum, Sumber bahan hukum vang
digunakan adalah sumber bahan hukum prnimer dan sekunder, sedangkan analisis
bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deduktif, vaitu dengan cara
pengembalian kesimpulan dari pembahasan vang bersifat umum menjadi kesimpulan
vang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapart dicapai tujuan vang diinginkan di
dalam penulisan yakni menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, schingga pada
aklhumva penulis dapat memberikan presknpsi mengenai apa vang scharusnya
dilakukan dan dapat diterapkan.

Kesimpulan dan skripsi kali im adalah sebagai benkut: perbedaan mendasar
antara putusan Pengadilan Negen dan Pengadilan Tinggi sebenarnya terletak pada
perumbangan aspek baik dan aspek buruk dan Terdakwa dimana Majelis Hakim
Pengadilan Negen mempertimbangkan hal-hal yang menngankan bagi din Terdakwa
vang terdini dan Terdakwa yang tidak pernah dihukum, serta para Terdakwa berlaku
sopan dalam persidangan, sedangkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana
yang dijatuhkan pada para Terdakwa kurang berat dengan adanva dasar perumbangan
bahwa para Terdakwa udak menyesal atas perbuatannya, serta perbuatan Terdakwa
vang ditujukan untuk menyerang kelompok lain, dan hal-hal ini belum masuk
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negen Sedangkan saran Penulis dalam
sknipst kali im pada intinva adalah bahwasanva standar pemidanaan agaknya menjadi
sesuatu yang sangal penting di kemudian han agar kelak para Hakim mempunyai
patokan yang jelas dalam manjatuhkan pidana bagi terdakwa, agar tidak seperti saat
ini, dimana penerapan pidana maksimal dan minimal tidak daatur tegas dalam undang-
undang,

x1
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ambon, adalah salah satu kota di Republik Indonesia yang selalu saja
diterpa konflik antaragama, hal ini terjadi paling gencar sekitar tahun 2001 sampai
dengan 2003, dimana pada saat itu komunitas muslim dan Kristen saling
menyerang scolah ingin saling menghancurkan satu sama lain, sungguh hal ini
adalah schuah fenomena yang menyedihkan, dimana bangsa Indonesia yang
katanya berbudi luhur, ramah-tamah, sopan santun, religius, tolong menolong, dan
gotong royong kini berubah menjadi bangsa atau masvarakat yang homo homini
lupus, anarkis, dan brutal. Sebuash kondisi yang mewakili deskripsi kehidupan
bangsa Indonesia yvang akhir-akhir ini memang terkesan gampang melakukan aksi
kekerasan alau meledakkan tindak anarkisme. Bangsa yang dahulu damai ini, kini
semakin akrab dengan berbagai bentuk perilaku neobarbarian, vakni sosok dan
komunitas vang berprofil dan bersatus masyarakat moderen, namun perilaku vang
ditunjukkan tergolong barbar, yakni membuka lebar-lebar kesempatan terjadinya
konflik dan kekerasan.

Salah satu fakta suatu tindakan anarkis yang mengerikan adalah upaya
perakitan dan peledakan bom yang terjadi di Ambon seperti vang akan dibahas
dalam skripsi kali ini, dimana akibat dari peledakan bom ini adalah adanya
kerugian harta benda dan korban nyawa. Adapun fakta-fakia peristiwa tersebut
terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tepatnya pada putusan
perkara pidana nomor:  151/PIY2003/PT.DKI, yang secara pgaris besar
kronologisnya diuraikan sebagai berikut: Upaya perakitan bahan peledak dalam
kasus kali ini dilakukan olch ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM
PELAUW alias HAMPI, scorang laki-laki berusia 33 tahun, yang bertempat
tinggal di Kelurahan mangga dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku,
bersama dengan ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, seorang laki-laki
berusia 19 tahun, yang bertempat tinggal di Kecamatan Saparua, Kabupaten
Maluku Tengah.
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Ketika melakukan aksinya ARAHAM TARIOLA alias ABRAHAM
PELAUW alias HAMPI dibantu oleh JUNUS TANNALEPY dan MARTHEN
WUSING  alias AMSTRONG (perkara keduanya disidangkan tersendini).
Perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan
lagi dengan pasti, yakni sekitar bulan Juli dan Agustus 2001 bertempai di rumah
ABNER LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY, tepatnya di jalan DR. Kayadoe
Lorong Coker RT 06/ 05, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon.

Adapun cara-cara para pelaku dalam melakukan upava perakitan bahan
peledak berupa bom bakar atau bom rakitan adalah sebagai berikut: ABRAHAM
TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI bersama dengan
ANDREAS POLHAUPESSY, beserta JUNUS TANNALEPY dan MARTHEN
WUSING mengumpulkan bahan-bahan dan peralatan untuk merakit bahan
peledak jenis bom bakar yang berupa 12 bal korek api, | karton obat nyamuk,
setengah kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi berdiameter 5 em dan 6 cm,
kawat bendrat. kawat las, gergaji. palu, mesin las listrik. Dari bahan-bahan
tersebut di atas ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias
HAMPI dan ANDREAS POLHAUPESSY berhasil membuat bom rakitan dan
bom bakar sejumlah 60 buah dan seluruhnya diserahkan kepada ABNER WEMY
LOUPATTY alias BERTY LOUPATY.

Bulan Agustus 2001 ABRAHAM TARIOLA dan ANDREAS
POLHAUPESSY, dengan dibantu JUNUS TANNALEPY dan MARTHEN
WUSING alias AMSTRONG membuat lagi bom rakitan atau bom bakar dengan
bahan dan peralatan sebagai berikut: 9 bal korek api, 1 karton obat nyamuk bakar,
setengah kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi berdiameter 5 cm dan 6 cm,
kawat bendrat kawat las. gergaji, palu. mesin las hstrik, dan dan bahan-bahan
terscbut ABRAHAM TARIOLA dan ANDREAS POLHAUPESSY berhasil
membuat/merakit sejumlah 40 buah bahan peledak jenis bom bakar dan-
seluruhnya telah diserahkan kepada ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY
LOUPATTY.
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Menurut keterangan saksi Marthen wusing, pada bulan Juli dan Agustus
2001 di rumah Berty Loupatty saat itu membuat 100 buah bom rakitan. 60
diantaranya dibual pada bulan Juli, dan 40 lainnya dibuat pada bulan Agustus,
sedangkan saksi Berty Loupatty menyatakan bahwa dirinyalah vang menyuruh
dan memfasilitasi pembuatan bom tersebut kepada ABRAHAM TARIOLA dan-
ANDREAS POLHAUPESSY.

Tugas ABRAHAM TARIOLA dalam upaya perakitan bahan peledak jenis
bom bakar ini adalah merakit bom, sedangkan ANDREAS POLHAUPESSY
bertugas membantu mempersiapkan material bom rakitan yakni dengan cara
mengikir belerang korek api kayu, menumbuk obat nyamuk bakar, serta
memotong paku 10cm menjadi 4 ecm. Pembuatan bahan peledak Jjenis bom bakar
oleh ABRAHAM TARIOLA dan ANDREAS POLHAUPESSY dilakukan tanpa
hak, scbab tidak memiliki izin dan pihak Kepolisian Republik Indonesia.
Sedangkan tujuan mereka berdua dalam membuat bahan peledak tersebut adalah
untuk menjaga Kampung Kudamati Kota Ambon dan serangan masyarakat
muslim.

Bulan April 2002 dan bulan Mei 2002 ABNER WEMY LOUPATTY
alias BERTY LOUPATTY membagikan bom rakitan/bom bakar tersebut di atas
kepada JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG
untuk melakukan peledakan di JL. Jan pays kota Ambon, penyerangan ke Desa
Porto, dan Desa Haria vang menimbulkan akibat 3 orang warga Desa Haria
meninggal  dunia  yaitu:  AGUSTINUS LATUPERISA., AGUSTINUS
SARIMOLE. dan PIETER MANUHUTU, dan scorang wargza Desa Haria Juka
berat yakni WELLEM MANUHUTU.

Penyerangan ke Desa Soya, Porto, dan Haria serta peledakan dan
penycrangan di kota Ambon seperti di jalan Pays memang benar-benar terjadi,
kendatipun demikian, sepanjang persidangan berdasarkan keterangan para saksi
dan para Terdakwa, tidak ada satupun yang dapat mengungkapkan keterlibatan
ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan
ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE dalam peristiwa terschbut. Bahkan
tidak ada satu alat bukti Mmaupun  petunjuk yang mengarah pada adanya
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keterlibatan keduanya dalam pembuatan peledakan, namun keterlibatan mereka
dalam membantu sebelum terjadinya peledakan dapat dibuktikan

Mengingat seriusnya akibat yang ditimbulkan dan tindak pidana ini, maka
hakim dalam menjatuhkan pidana harus juga mempertimbangkan adanya efck jera
pada para pelaku dengan tujuan agar para pelakunyva tidak bemnial untuk
mengulangi perbuatannya lagi, sekaligus memberikan efek bagi orang-orang yang
bernial untuk melakukan hal serupa agar segera mengurungkan niatnya,
Walaupun penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam
atau merupakan sarana penjeraan belaka, namun ada baiknya apabila para pelaku
tindak pidana yang tergolong sangat berbahaya bagi keamanan umum ini dipidana
dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tanpa mengabaikan adanya
pemberian bimbingan pada pelaku dan pengayoman pada masyarakal, serta
kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf, tidak mengulangi perbuatannya lagi,
dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Lamanya penjatuhan pidana tentu menjadi sangal penting, selain
mengingat dan menyadari akibat dan perbuatan pelaku seperti dalam kasus ini,
sekaligus juga sebagai bentuk sikap tegas dalam mengahadapi aneka perilaku
sekelompok masyarakat yang cenderung mengedepankan kekerasan akhir-akhir
mi. Apalagi mencermati adanya indikasi bahwa kejahatan dan kckerasan telah
diterima olch sebagian masyarakat kita sebagai suatu kebiasaan.

Bahayanya adalah adanya korelasi positif antara sensitivitas seseqrang atas
kekerasan dengan agresivitas seseorang; Kian berkurang sensitivitas seseorang
akan kekerasan, maka kian meningkat pula agresivitas seseorang. (Abdul Wahid,
2004: 57). Oleh karena itulah, apabila aparat penegak hukum kita kurang tegas
dalam menindak perbuatan-perbuatan semacam itu, atau menindak tetapi masih
juga ada rasa simpati berlebihan terhadap pelaku kejahatan tersebut, misal dengan
memberikan hukuman yang terlalu ringan dengan alasan bahwa pemidanaan
bukan hanya sckedar penjeraan belaka, maka pelaku kekerasan dan tindak pidana
yang tergolong berbahaya bagi keamanan umum ini akan selaly seperti anak

manja yang tidak pemnah diberi sanksi oleh orang tuanya. Anak manja ini lalu-
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besar kepala, tidak pernah takut melakukan perbuatan-perbuatan yang sama, dan-
akan selalu membawa kekerasan dalam perilakunya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi
DK Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, khususnya
dalam hal penjatuhan pidana bagi para Terdakwa, dimana ABRHAM TARIOLA
alias ABRAIAM PELAUW alias HAMPI selaku Terdakwa [ dijatuhi pidana 11
tahun penjara, sedangkan ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE selaku
Terdakwa 11 dipidana dengan 8 tahun penjara Menurut Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta, penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kurang berat
sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan, mengingat perbuatan pidana yang
telah dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan tanpa adanya rasa penyesalan, dan
ternyata bom tersebut digunakan untuk menyerang kelompok lain, sehingga
menimbulkan kerugian nyawa dan harta benda, oleh karena itulah Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada para Terdakwa harus
diperberat/ditambah.

Namun demikian. Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan
Negeri dimana Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa dakwaan kedua,
khususnya Pasal 187 ke 3 (pasal ini terbukti), scdangkan Pasal 56 ke-1 KUHP
tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan kronologis kasus di atas penulis mencoba menganalisis
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait dengan kasus Kali ini, dengan
mengambil judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN
PIDANA OLEH JUDEX FACTIE DALAM TINDAK PIDANA YANG-
MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU
BARANG" (Putusan No.15 1/PID/2003/PT.DKI).
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1.2 Rumusan Masalah
Mencermati judul skripsi dan latar belakang tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan 2 {dua) permasalahan yaitu, sebagai berikut:

. Apakah yang menjadi perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
dengan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa?

2. Apakah pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menambah lamanya
pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah

sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan
pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam
menambah lamanya pidana dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemidanaan

di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi memerlukan metode penulisan yang merupakan unsur
dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan agar skripsi ini dapat
memenuhi svarat sebagai suatu karya ilmiah. Metode dapat diartikan scbagai
suatu prosedur dan rangkaian cara sistematis dalam mencari, menemukan,
mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang disajikan untuk mencapai
kebenaran yang maksimal, Metode merupakan suatu aspek yang penting dan
harus dikemukakan dalam bab tersendiri sccara rinci dan jelas, Adapun metode
yvang digunakan dalam skripsi kali ini adalah yuridis normatil’ yang berarti
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan-
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dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. (Peter Mahmud Marzuki.
2005; 194)

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi kali ini adalah pendekatan
undang-undang (statute approach), dimana pendekatan undang-undang dilakukan
dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan fakta hukum
yang sedang ditangani.(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

Serta menggunakan pula pendckatan konseptual, vang berarti sebuah
pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum
yang ada. Dalam melakukan pendekatan ini serta untuk membangun konsep,
peneliti tidak hanya melamun atau berkhayal, tetapi harus beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 137).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi
kali ini adalah;

a) Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan vang akan
dibahas, serta dari putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2005;
141).

b) Bahan hukum sekunder, vang berupa buku-buku teks, hasil-hasil
penelitian, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan yang terkait

dengan permasalahan yang dibahas. (Peter Mahmud Marzuki. 2005: 141),

1.4.4 Analisis Bahan Hukum
Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari
pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk

disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian.
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Hasil analisis bahan penelitian tersebut  kemudian  dibahas  untuk
mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut
dapat  ditarik  kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan  dengan
menggunakan metode deduktil, yaitu dengan cara pengembalian kesimpulan dari
pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.
Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan
skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga
pada akhimya Penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang
scharusnya dilakukan dan dapat diterapkan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 206-
209).
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi
Orang atau Barang.

Sebelum masuk kepada pokok persoalan yakni tentang Tindak Pidana
yang membahayakan Keamanan Umum Bagi orang dan barang, terlebih dahulu
Penulis akan membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum,
mengingat bahaya dari serangan dalam tindak pidana ini sasarannva adalah-
Kepentingan umum, vakni menyangkut serangan bom vang ditujukan pada lokasi
strategis dalam arti banyak orang di sana. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu
Negara, Hukum Pidana dikategorikan sebagai hukum publik, yaitu hukum yang
mengatur hubungan antara Negara dengan perseorangan atau  mengatur
kepentingan umum. (Moeljatno, 2002: 2).

Kepentingan umum sendiri artinya adalah kepentingan masyarakat secara
umum, dan kepentingan masyarakal secara umum ini pengertiannya sangat fuas.
Memang demikianlah dalam Hukum Pidana bahwa ketentuan-ketentuannya
meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam-
kesopanan, kesusilaan dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa
hukumnya dapat merugikan masyarakat (R Abdoel Djamali. 2003: 155-159), dari
hal ini kita dapat mengetahui bahwa Hukum Pidana itu juga berfungsi untuk
melindungi kepentingan umum yang menyangkut kepentingan scluruh rakvat
Indonesia tanpa memandang kedudukan dan statusnyva (eguality before the law).
Hukum Pidana juga berfungsi melindungi harta benda milik seseorang dari
gangguan orang lainnya (baik pencurian ataupun pengerusakan) serta berfungsi
pula melindungi jiwa, raga, dan kehormatan sesecorang dari siapa saja yang
berusaha merenggutnya, oleh karena itulah Hukum Pidana mengenal adanya
istilah sanksi pidana vang tentunya berfungsi sebagai salah satu alat untuk

menegakkan Hukum Pidana tersebut.

9
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Tindak Pidana yang membahavakan keamanan umum bagi orang dan
barang termasuk tindak pidana yang mengganggu Kepentingan umum, adapun-
tindak pidana ini diatur dalam titel VIl Buku Il KUHP yang berjudul “Kejahatan-
kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang™ memuat
tujuh pasal, vaitu Pasal 187, Pasal 187 bis, Pasal 188, Pasal 191 bis, Pasal 191 ter,
Pasal 200, dan Pasal 201 KUHP. Semua tindak pidana dalam titel ini dinamakan
gemeengevaarlijke delicten atau kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan bahaya
umum, walaupun begitu banyak pasal yang mengatur masalah tindak pidana yang
membahayvakan keamanan umum, namun penulis akan lebth menckankan pada
PPasal 187 KUHP saja, mengingat para pelaku dalam kasus vang akan dikaji kali
ini perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari Pasal 187 KUHP.

Bunyi Pasal 187 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan Kebakaran, ledakan, atau banjir,
diancam:

I. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun , jika karena perbuatan
tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang.

2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika karena perbuatan
tersebut di atas timbul bahava bagi nvawa orang lain.

3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling
lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya
bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati
Ternyata bahaya umum tidak hanya mengenai barang/benda saja. tetapi

juga disebutkan unsur bahaya maut bagi orang lain yang dapat pula ditambah
dengan kematian orang sebagai akibat perbuatan pelaku. Sedangkan batasan dani
bahaya umum untuk barang/benda adalah bahwa di samping barang yang
pertama-tama diserang pelaku, ada barang lain didekatnya vang juga terkena
akibat dari perbuatan/serangan pelaku. Jadi satu barang di samping barang yang
diserang sudahlah cukup dikatakan bahaya umum bagi barang/benda.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Noyon-Langemeyer (Jilid 11 halaman
246 s/d 249), tetapi ditentang oleh Simons-Pompe (Jilid 1T halaman 291) yang
menghendaki bahwa harus ada beberapa barang, terletak pada tempat yang agak
luas. Tidaklah perlu barang-barang milik orang lain, tetapi hisa juga milik pelaku
sendiri. (Noyon-Langemeyer, dalam Wirjono Prodjodikoro, 1986: 132).

Pengertian bahava harus dipandang secara obyektif, dan tidak dipandang
secara subyektif. Jadi tidak menjadi soal, apakah perlu menganggap adanya
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bahaya ini. tetapi harus ada hal-hal yang pada waktu perbuatan dilakukan. daiamr
pandangan orang biasa pada umumnya, dapat dipastikan mendatanghkan svatu
malapetaka tertentu. “Bahaya™ ini juga dianggap ada meskipun nyatanya ada hal-
hal vang baru kemudian datang tanpa disangka sebelumnya, dan turut
menyebabkan datangnyva malapetaka jtu. (Wirjono Prodjodikoro, 1986; 132).
Pasal 187 KUHP mengancam dengan maksimum hukuman penjara 12

tahun bagi barangsiapa yang dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan,
atau banjir jika dari itu dikhawatirkan akan ada bahaya umum untuk barang.
Hukumannya akan menjadi 15 tahun jika dikhawatirkan adanva bahaya maut bagi
orang lain, dan hukumannya menjadi penjara scumur hidup atav 20 tahun penjara
jika dikhawatirkan akan ada bahaya maut dan ada akibat matinya orang.

“Membakar” dalam Pasal 187 KUHP ini tidak berarti sembarang membuat
api dari barang-barang vang tidak ditujukan untuk dibakar, misalnya apabila
seseorang membuat api untuk memasak nasi atau makanan lain, atau apabila
anak-anak pramuka membuat api unggun, dengan kata lain perbuatan yang
menimbulkan  kebakaran  ini tidak  meliputi  semwa perbuatan  yang
mempergunakan api, namun perbuatan menyalakan api pada benda-benda yang
dalam keadaan menurut waktu dan tempat dan tidak dengan cara vang dapal
dilakukan, tidak diperuntukkan untuk dinyalakan.

Tidak termasuk dalam menimbulkan kebakaran apabila perbuatan tersebut
tidak mencegah suatu kebakaran yang dimungkinkan, misainyva karena panasnya
cudang kopra, meskipun kebakaran dalam gudang tersebut terdanat kelalaian
sgeara sengaja.

Pasal 187 KUHMP juga membahas masalah peletusan. Setiap perbuatan
vang dapat menimbulkan peletusan, misalnya dengan cara menggunakan mesiu,
stoom, gas atau sesuatu bahan peledak tidak semuanya dapat diangeap sebagai
ledakan, misalnya ledakan senjata api vang tidak dapat dinvatakan sebagai
ledakan, meskipun suatu tembakan senjata api menimbulkan letusan dan
mengakibatkan bahaya maut bagi seseorang. Hal ini dikarenakan, perbuatan yang-
menyebabkan bahaya umum ini harus didasarkan atas akibat dari bekerjanya
kekuatan alam yang digerakkan, dimana akibatnya tidak dapat diperhitungkan,
sedangkan satu tembakan senjata api saja dapatl diperkirakan akibatnya, sebab

peluru tersebut masih dapat diarahkan dalam satu jurusan terientu saja.
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Sedangkan perbuatan menimbulkan banjir dalam Pasal 187 KUHP adalah-
perbuatan yang terdiri alas suatu perbuatan dan suatu akibat. Air tidak dapat-
dibawa langsung melalut daratan tetapi bendungan air yang dibuka penutupnya
yang dapat menimbulkan banjir. Membuka penutup bendungan air merupakan
cara untuk menimbulkan banjir, dan membuka penutup bendungan air tersebut itu
mengakibatkan timbulnya banjir.

Menimbulkan kebakaran dan ledakan dapat terjadi hanya karena satu
perbuatan saja dan dengan demikian kejahatan dapat terlaksana, misalnya apabila
suatu benda dibakar dengan cara menyalakan benda tersebut dengan api, atau
kedua akibal tersebut dapat terjadi karena suatu perbuatan yang diikuti akibatnya,
misalnya: suatu lentera ditempatkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan
kebakaran setelah berlangsung dalam  kwrun  waktu tertentu.  Perbuatan
menimbulkan kebakaran. ledakan atau banjir diperlukan unsur sengaja atau niat
vang hanya ditujukan terhadap perbuatan dan timbulnya kebakaran, ledakan atau
banjir scbagai akibat dari hubungan timbal balik atau kausal, sehubungan dengan
timbulnva bahayva yang merupakan hasil selanjutnya dan perbuatan tersebut di-
atas, maka menimbulkan bahaya adalah unsur dari kejahatan yang dipersyaratkan
dan yang harus dipenuhi.

Pengertian bahaya umum ini juga harus dinilai sebelum perbuatan tersebut
dilakukan. Dalam penilaian bahava umum ini harus dianggap bahwa bahaya
umum itu tidak tergantung Kepada hal yang terjadi. tetapi juga perbuatan yang
diketahui dilakukan hingga bahaya terscbut mungkin dapat ditimbulkan, jadi
bukan hanya bahaya umum vang tclah ada saja atau vang sudah timbul saja.

HR dalam Arrestnya tanggal 7 Juni 1937 no 862 memberikan Kesan
bahwa: Bahaya umum tidak terdapat, apabila masih ada tindakan lain yang harus
dilakukan untuk timbulnya bencana. Sedangkan Arrest sebelumnya tanggal | Juni
1439 menyatakan secara tegas bahwa: bahaya itu akan ada. meskipun bencana itu
akan terjadi karena kesalahan yang dilakukan orang lain.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, maka timbulah suatu
permasalahan bagi penilai, yakni penilai tidak mudah memberikan penilaian yang

diadakan sebelum kejadian (bencana) itu, berhubung orang akan segera cenderung

i
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menilai hasilnya. Apabila suatu bencana tidak menimbulkan hilangnya jiwa orang
lain, maka orang akan memberikan pendapat bahwa tidak terdapat bahaya.

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang membahavakan keamanan
umum, khususnya Pasal 187 KUHP vang disebutkan dapat mendatangkan bahaya
apabila terdapat kemungkinan besar dan dapat diketahui, bahwa terwujud sesuatu
yang dapat mendatangkan bahava. Bahaya bagi barang-barang apabila terdapat
kemungkinan bahwa barang-barang terscbut akan hancur atau rusak akibal
perbuatan pelaku, sedangkan bahaya bagi jiwa orang lain apabila perbuatan

pelaku dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain.

2.2 Pengertian Pidana, Pemidanaan, dan Prinsip-prinsip Pemidanaan
2.2.1 Pidana

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam-
masyarakat bermacam-macam ragamnya, dan diantara bermacam-macam kaidah
tersebut salah satunya adalah kaidah hukum yang merupakan kaidah yang-
mempunyai sanksi paling tegas. (Satjipto Rahardjo, 2000: 23-32).

Perlu diketahui bahwa semua kaidah vang hidup dalam masyarakat adalah-
penting, baik kaidah hukum, kaidah kesusilaan, kaidah agama, ataupun kaidah
kesopanan sebab kaidah-kaidah tersebut merupakan petunjuk tingkah laku bagi
manusia, walaupun memang diantara seluruh kaidah tersebut kaidah hukumlah
yang mempunyai sanksi paling tegas dan dapat secara langsung dikenakan kepada
pelanggamya. Untuk senantiasa menjaga agar kehidupan di dalam masyarakat
vang majemuk ini dapat berlangsung dengan damai dan serasi, maka norma yang-
berlaku dalam masyarakat terscbut diberi sanksi dengan maksud norma yang-
berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat tersebut ditaati.

Sanksi yang terletak dalam Hukum Pidana adalah berupa suatu nestapa
atau penderitaan yang sengaja dibebankan kepada scscorang yang telah
melakukan perbuatan vang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
Oleh sebab itu, penggunaan sanksi pidana dalam Hukum Pidana merupakan
ultimum remidium yang berarti senjata pamungkas terakhir apabila sanksi dalam

lapangan hukum lain tidak ditaati.
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Herikut ini adalah beberapa pendapat sarjana mengenai pidana:

. R. Susilo, menyatakan bahwa: pidana adalah suatu perasaan tidak enak

(sengsara) yang dijatuhkan Hakim dengan vonis kepada orng-orang yang
melanggar Hukum Pidana. (R. Susilo, dalam Bambang Waluvo, 2000:
11).

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa: pidana adalah sanksi atas delik, dan
ini berwujud nestapa vang dengan sengsja ditimpakan negara pada
pembuat delik. (Roeslan Salch, dalam Bambang Waluyvo, 2000: 11).
Satochid Kartanepara, menvatakan bahwa pidana itu berupa siksaan atau
penderitaan yang oleh Hukum Pidana dibebankan kepada scscorang yang
telah melanggar suatu norma hukum yang ditentukan oleh undang-undang
Hukum Pidana, dan siksaan atau pendentasn iw dijatuhkan dengan
putusan Hakim kepada orang vang dipersalahkan. (Satochid Kartanegara.
1984: 320).

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman vang

dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana

hukuman yang akan dijatuhkan dapat berupa:
a4) Pidana Pokok:

I

U

Pidana Mati.
Pidana Penjara.
Kurungan.
Denda.

Pidana tutupan.

b) Pidana Tambahan:

i

tad

. Pencabutan hak-hak tertentu,

Pecrampasan barang-barang tertentu.

Pengumuman putusan hakim.

Ad. a Pidana Pokok:

1.

Pidana Mati:

Pidana mati adalah =alah satu bentuk pidana vang dijatubkan pada delik
berat saja. Pada setiap delik vang diancam pidana mati selalu tercantum

i
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alternatif pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun, Jadi hakim bolch
memilih antara tiga kemunokinan tersebul. Pelaksansan pidana mati masih
dipersulit karena harus melalui grasi presiden yang berarli bahwa presiden
memberikan pengampunan terhadap Terpidama mati tersebut. (Andi
Hamzah. 1999: 35),

Pidana Penjara

Adalah  suatu  benwk pemidanaan dengan cara  menghilangkan
kemerdekaan orang lain untuk sementara waktu atau scumur hidup.
Menurut Pasal 12 ayat (2) KRUHP, lamanya hukuman penjara adalah
sckurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas
tahun, maksimum lima belas tabun dilampaui dalam hal gabungan tindak-
tindak pidana, residiv, atau dalam hal berlakunya Pasal 32 KUHP, Pasal
12 ayat (3), dalam hal pengenaan maksimum hukuman penjara 20 tahun
dapat dikenakan apabila:

a. Apabila dalam pasal tindak pidana diancamkan secara alternatif
yakni, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana
penjara terbatas (biasanya 20 tahun).

b. Apabila dalam satu pasal tindak pidana diancamkan alternatif,
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara lerbatas.

¢. Apabila terjadi perbarengan (concursus) atau pengulangan (residiv)
atau kejahatan dengan melanggar  kewajiban  Khusus  dari
jabatannya, misal: Pasal 520, Pasal 52a.

d. Pasal-pasal 356 jo 3535, Pasal 349 jo 347 KUHP, dan sebagainya.
(Wirjono Prodjodikoro, 2003: 181-183).

3 Kurungan

Hukuman kurungan pada prinsipnya hampir sama dengan hukuman
penjara, namun perbedaan pokoknya adafah terletuk pada sifat lebih berat
hukuman penjara daripada hukuman kurungan. Olch karcna itulah,
hukuman kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat
ringan. Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHP, lamanya hukuman kurungan
(hechtenis) adalah sekurang-kurangnva satu hari dan selama-lamanya satu
tahun dengan kemungkinan maksimum ini dinaikkan menjadi satu tahun
empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat (2) KUHP).
Menurut Pasal 19 avat (2) KUHP, kepada seorang yang terkena hukuman
kurungan diberi pekerjaan lebih ringan, sedangkan menurut Pasal 21
KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam dacrah propinsi (gewes)
tempat si Terhukum berdiam, dan menurut Pasal 25 KUHP, orang
hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri-
menurut peraturan yang ditetapkan dan termuat dalam peraturan lentang
rumah-rumah penjara (gelichten-reglement) Pasal 95 KUHP, yang antara
lain memperbolehkan orang hukuman kurungan menerima makanan dan
tempat tidur dari rumah. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 181-182).
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Denda

Suaty bentuk pemidanaan dengan cara mewajibkan seseorang  untub
mengembalikan keseimbangan hukum atau menchus dosanya dengan
membayar sejumlah vang tertentu. Menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP,
jumlah denda sekurang-kurangnva 23 sen, dan untuk sast ini tidak
diadakan maksimum umum, artinya Hap-tiap pasal vang mengancam
dengan hukuman denda tidak ada batasan mengena denda maksimumnya.
Apabila denda tidak dibayar, maks aturan pada pasal 30 ayat (1) KUHP
menyatakan bahwa denda tersebut diganti dengan kurungan (vervangende
hechtenis) yang menurut pasal 30 avat (3) KUHP selurang-kurangnya saty
hari dan selama-lamanya enam bulan. Muksimum enam bulan dapat
dilampuui sampai delapan bhulan apabila ada gabungan tindak pidana,
residiv, atau berlakunya Pasal 52 KUHP. Tidak ditentukan dalam tempo
berapa lama denda harus dibayar, juga tidak olch Hakim dalam
putusannya. Maka Jaksalah sebagai pejabat yang berugas menjalankan
putusan Hakim yang harus menentukan melalui kebijakannva, Dalam hal
masalah pembayaran denda ini tidak dipedulikan siapa yang akan
membayvarmya, maka sangat mungkin denda dibayar oleh orang lain,
missal: saudara atau orang tua si Terhukum, dengan demikian sifat
hukuman yang ditujukan kepada si Terhukum pribadi menjadi kabur.
{ Wirjono Prodjodikoro, 2003; 184-185).

Hukuman Tutupan

Undang-undang nomor 20 tahun 1946 tertanggal 31 Oktober 1946 yang
termuat dalam Berita Republik Indonesia [1 No. 24 halaman 287-288,
mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan hukuman
tutupan yang terdiri dari 6 pasal. Pada initinya pidana ini dapat dijatuhkan
kepada pelaku yang melakukan tindak pidana akan tetapi terdorong oleh
maksud yang patut dihormati. Peraturan perundang-undangan ini pernah
dilakukan oleh Mahkamah Tentara Agung pada tahun 1946 untuk
mengadili perkara yang tekenal dengan "Tiga Juli Affaire”, dan sampai
kini belum pernah diterapkan lagi. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 185-
1860)

Ad. b Pidana Tambahan

Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHP menentukan hak si bersalah yang boleh dicabut dalam
putusan Hakim, antara lain:

Ke-1  : Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu,

Ke-2  : Menjadi Prajurit.

Ke-3 : Memilih dan boleh dipilih pada Pemilihan berdasarkan UL

Ke-4 : Menjadi penasihat/Wali stau Wali/Pengampu Pengawas.

Ke-5 : Kekuasaan Bapak, pengampuan/perwalian alas anaknya sendiri.
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Ke-6  : Melakukan pekerjaan tertentu,

Menurut Pasal 35 avat (2) KUHP, Hakim tidak berkuasa untuk memecat
seorang Pegawai Negeri dari jabatannva apabila dalam UU ditunjuk
pembesar lain untuk itu. Jadi kesimpulannya, bahwa tiduk dimungkinkan-
mencabut seluruh hak-hak dari Terdakwa. (Wirjono Prodjodikoro, 2003:
187-188).

[ ¥}

Perampasan barang-barang tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut Pasal 39 KUHP berupa perampasan
barang-barang tertentu milik Terhukum yang diperoleh dengan kejahatan
atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja. misal:
barang-barang yang dipalsukan, nang sogokan, kunei palsu untuk mencuri,
atau senapan untuk membunuh orang lain. Menurut Pasal 42 KUHP, hasi

denda dan barang-barang rampasan masuk pada kas negara. (Wirjono
Prodjodikoro, 2003; 188).

3. Pengumuman Putusan Hakim
Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman
putusan hakim, maka harus pula ditentukan cara mengumumkannya, dan
biayanya harus dipikul oleh si Terhukum. Pengumuman putusan hakim ini
biasanya diumumkan di Koran tertentu. (Wirjono Prodjodikoro, 2003:
188).

2.2.2 Pemidanaan

Putusan Pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan
keadilan, termasuk putusan pengadilan yvang berupa penjatuhan pidana dan
pemidanaan. Lahimya penjatuhan pidana dan pemidanaan tidak muncul begitu
saja, tetapi melalui proses peradilan, adapun proses vang dikehendaki oleh
undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya azas itu
masih ditambah lagi dengan bebas, jujur. dan tidak memihak.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan
pidana kita. Apabila proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan pidana itu
sesual dengan azas peradilan, maka niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabhila
sebaliknya, tentu saja akan dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat dicap bahwa
peradilan Kita telah mengalami kemerosotan wibawa hukum.

Undang-undang memang mengatur persamaan orang di hadapan hukum
(equality before the law), sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-

undang Dasar 1945. Pengecualian perlakuan di hadapan hukum hanva berlaky
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bagi orang dewasa dan anak-anak, dimana jelas bahwa perlakuan terhadap orang
dewasa dan anak adalah berbeda.

Proses penjatuhan pidana dan pemidansan terhadap orang dewasa tunduk
sepenuhnya pada  Undang-undang No. 8§ tahun 1981 tentang KUHAP dan-
peraturan pelaksananya, sedanghan bagi anak, ada perlakuvan-perlakuan khusus
sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang nomor 3 tshun 1997 tenmng
Pengadilan anak.

Terkait dengan masalah putusan pemidanaan, maka dapat diketahui bahwa
putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Neger
vang terjadi apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan Kepadanya (vide Pasal 193 avat (1) KUHAP).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksasn sidang
pengadilan, kesalahan Terdakwa astas perbuatan vang didakwakan kepadanya
terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah dan hakim vakin Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
tertentu. Hal jtu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh
menjatuhkan  pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan  sekurang-
kurangnya dua alat bukti vang sah dan hakim memperoleh kevakinan bahwa suatuy
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdshwalah vyang bersalah
melakukannya.

Tujuan dari pemidanaan di Indonesia adalah:

I. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum

demi pengayoman masyarakat.

Mengadakan Koreksi terhadap Terpidana dan  dengan  demikian

menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk  hidup

bermusyarakat.

3. Menyelesaikan konflik vang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damat dalam masvarakat,

4. Membebaskan rasa bersaloh pada Terpidana, schab pemidanaan tidak
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan
martabat manusia. (Andi Homzah, 1993: 33).

Mencermati uraian tersebut di atas maka dapat dikeiahui bahwa tujuan

EJ

pemidanaan di Indonesia tidak hanya sebagai saranz untuk balas dendam atas
kejahatan vang diperbuat pelakuy, tetapi tujuan pemidanuan di Indonesia lebih

mulia dari sekedar hanya membalas dendam.
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Sedangkan sistem vang dianut oleh KUHP dalam menjaiubkan pidana
adalah dengan cara menjatuhkan satu jenis pidana pokok. Dengan kata lain KUHP
tidak mengenal adanya sistem kumulasi pidana pokok, vang artinva jika suatu
perbuatan pidana diancam dengan beberapa macam pidana pokok, maka hakim
hanya boleh memilih salah satu diantwranya untuk memidana Terdakwa, Dapat
pula dikatakan bahwa penjatuhan pidana pokok selalu diancamkan sccara
alternatif, misalnya: Pidana penjara atau Pidana denda. Sedangkan dalam
menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai satu-satunya pidana,
sebab pidana tambahan sifatnya fakultatif (diperbolehkan), dan disncamkannya di
samping pidana pokok apabila dipandang perlu oleh Hakim.

Mengacu pada tujuan pemidanaan di Indonesia vang juza menzhendaki
adanya upaya untuk melindungi dan memperbaiki masyarakat, maka munculah
pengenaan tindakan (maatregel) vang meliputi:

I. Tindakan meletakkan di bawah naungan Kekuasaan negara terhadap anak
yvang melakukan tindak pidana,

2. Meletakkan orang vang sakit jiwa di rumah sakit jiwa untwk mendapat
perawatan dari pemerintah agar dapat pulih kembali kesehatannya, dan
menjadi anggota masyvarakat vang baik.

3. Politie maatregel vakni suatu tindakan mengembalikan orang asing yang
tidak memiliki matapencaharian atau nathah di Indonesia ke negara
asalnya.

4. Tindakan administratif vang dikenakan kepada Pegawai Negeri vang
berbuat  kesalahan di dalam melaksanakan jabatannva. Misalnya:
penundaan untuk mendapatkan kenaikan gaji. (Satochid Kartanegara,
1984: 321-322).

Perbedaan antara pengenaan sanksi pidana dan tindakan sebenarnya

terletak pada sifatnva, dimana sanksi pidana sesungcuhnya bersifat reaktif
terhadap suatu perbuatlan, sementara sanksi tindakan lebili bersifat antisipatif
terhadap pelaku perbuatan terschur. Jika fokus sanksi pidana teruju pada
perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar vang bersangkutan
jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memben pertolongan agar
pelaku berubah. Dari hal ini dapat diketahui bahwa sanksi pidana lebih
menekankan unsure pembalasan (pengimbalan). la merupakan penderitaan yang-
sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan

bersumber dari ide dasar perlindunean masvarakat dan pembinsan atau perawatan
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si pembuat, jika kita cermati hal ini sangat sesuai dengan tujuan dan prinsip-
prinsip pemidanaan di Indonesia vang tidak hanya bertujuan untuk membuat |
pelaku menjadi jera, namun ada tujuan yang lebih mulia yakni mengembalikan
jalan pikiran pelaku kejahatan yang sudah tersesat dan salah untuk kemudian
kemhali pada jalan pikiran yang benar.

LE. Jonkers menvatakan bahwa bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada
pidana yang diterapkan untuk kejahatan vang dilakukan, sedangkan sanksi
tindakan mempunyai tujuan vang bersifat sosial. (1L.E. Jonkers, dalam
Sholehuddin, 2003: 32-33). Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi
tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan
memberi penderitaan istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia

merasakan  akibat  perbuatannya. Selain  ditujukan  pada  pengenaan

penderitaanterhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan
pencelaan terhadap perbuatan si pelaku., dengan demikian, perbedaan prinsip
antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah terletak pada ada tidaknya unsur
pencelaan bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan
tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori pemidanaan, maka
sanksi tindakan dapat dikatakan sebagai sanksi yang tidak membalas. la semata-
mata ditujukan pada prevensi khusus, vakni melindungi masvarakat dari ancaman
yang dapat merugikan kepentingan masyarakat iw. Singkatnya, sanksi pidana
berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.
2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemidanaan

Sebelum  menginjak  pada  pembahasan  mengenai  prinsip-prinsip
pemidanaan di Indonesia, penulis terlebih dahulu akan membahas tentang teori
pemidanaan yang dianut oleh Indonesia,

Teori pemidanaan ada tiga, antara lain:

I. Teori Absolut (vergeldings Theorie), pokok ataran dari teori absolur ini
adalah pidana yang sifatnya pembalasan. Apabila seseorung melakukan
kejahatan, maka karena perbuatannva itu akan menimbulkan penderitaan
terhadap anggota masyarakat vang lain. Untuk mengembalikan keadaan
seperti semula, maka penderitaan yang dialami oleh orang lain harus
dibalas dengan penderitnan pelaku.
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2. Teori Relatif (wtilitarian), menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah
sekedar pembalasan, akan tetapi  untuk  mewuojudkan  ketertiban
masyarakat,

3. Teori Gabungan adalah merupakan suatu kombinasi dari kedua teori
terscbut di atas, dimana tujuan pidana menurut teori ini adalah selain
membalas  kesalahan penjahat juga untuk melindungi  masyarakat.
(Djisman Samosir, 1992: 8-13)

Indonesia tidak menganut salah satu teori tersebut di atas, sebab Indonesia

memiliki tujuan sendiri, yakni pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara
atau jalan yang telah ditempuhnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 1.E. Sahetapy
yang pada intinya menyatakan bahwa apabila pidana hanya dijatuhkan untuk
sekedar membalas dendam seperti ajaran teori absolut, maka belum tentu pelaku
merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, kemungkinan besar justru pelaku
dendam atas apa yang telah ditimpakan padanya. Demikian pula apabila
mengikuti ajaran teori relatif belum tentu dapat mengembalikan pikiran pelaku
yang memilih jalan keliru, Menggabungkan kedua teori tersebutpun bukan
merupakan suatu penyelesaian, sebab makna pembebasan mengehendaki agar
pelaku bukan saja dibebaskan dari alam pikirannya vang jahat dan keliru,
melainkan juga membebaskannya dari kenyataan sosial tempat ia terbelenggu. Ini
berarti proses pembebasan itu sudah harus dimulai sejak ia berada dalam tangan
berwajib sebelum dijatuhi pidana. ().E. Sahetapy, dalam Djisman Samosir, 1992:
28-29),

Pemidanaan/penjatuhan pidana bukan semata-mata sehagai pembalasan
dendam, dan hal yang paling penting dalam hal ini adalah pemberian bimbingan
dan pengayoman baik kepada masyarakat ataupun kepada pelaku tinduk pidana
agar insal dan dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan berguna,
walaupun dengan adanya hal-hal tersebut aparat penegak hukum tetap harus tegas
dalam menindak pelaku kejahatan agar pelaku tiduk selalu merasa sebagai anak
manja yang tidak pernah mendapat hukuman dari orang tuanya.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui prinsip-prinsip
pemidanaan yang pada pokoknya menyatakan: bahwa Hakim dalam menjatuhkan
pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian
hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan harian

ataupun formalitas belaka. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara
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pidana secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan
sebenarnya, mencari dan menemukan kebenaran materiil hanya merupakan tujuan
antara saja, artinya ada tujuan akhimya yaitu mencapai tujuan seluruh tertib
hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai masyarakat yang tertib, tentram, adil,
damai, dan sejahtera (tata termtrem kerta raharja).

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, ada juga faktor-faktor yang harus
mendapat perhatian hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan
dijatuhkan agar dapat memidana seseorang secara seadil-adilnya, faktor tersebut
meliputi faktor yang meringankan yang merupakan refleksi sifat baik dari
terdakwa dan faktor yang memberatkan yang dinilai sebagai sifat jahat dari
terdakwa. Keadaan-keadaan pribadi seseorang juga harus dipertimbangkan untuk
menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya, dimana keadaan pribadi tersebut ﬂapal
diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, Rukun Tetangganya
atau Dokter ahli jiwanya.

Hakim pidana bebas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
namun kebehasan tersebut bukan berarti kebebasan mutlak yang tidak terbatas,
kebebasan ini juga tidak mengandung arti untuk menyalurkan kehendaknya
dengan kesewenang-wenangan subyektif. Untuk menetapkan berat ringannya
suatu hukuman menurut Gunter Warda, Hakim harus juga melihat kepribadian
pelaky, perbuatan, wumurnya, tingkat pendidikannya, ataupun lingkungannya.
(Gunter Warda, dalam Oemar Seno Adji, 1984 8).

Tidak terdapat suatu teori hukum pidana dalam KUHP yang mengikat
hakim dalam menentukan batas minimal dan maksimal hukuman vang dijatuhkan
pada Terdakwa, dengan kata lain Hakim mempunyai kebebasan dalam
menentukan angka bagi lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa. (Oemar Seno
Adji, 1984 7-8).

2.3 Pengertian dan Jenis Putusan Perkara Pidana
Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengenal dua jenis putusan
Pengadilan yakni, jenis putusan yang bersifat formil, putusan ini dikenal sebagai

putusan Pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, dan putusan yang
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kedun adalah jenis putusan yang bersifat materiil, putusan materiil adalah putusan
Pengadilan yang merupakan putusan akhir (eind vonnis).

Adapun putusan-putusan yang termasuk ke dalam jenis putusan yang
bersifat formil, antara lain:

|. Putusan yang berisi pemvataan tidak berwenangnya Pengadilan untuk
memeriksa suatu perkara (ombevoege verklaring), Pasal 148 avar (1)
KUHAP, Contoh: perkara yang diajukan penuntut umum  bukan
merupakan kewenangan Pengadilan yang bersangkutan, melainkan
kewenangan Pengadilan lain.

2. Putusan vyang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut
umum batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing) Pasal 156 ayat
(1) KUHAP, contoh: Surat dakwaan Jaksa tidak memenuhi Pasal 143-
ayat (3) KUHAP, yaitu mencantumkan wakiu dan tempat tindak pidana
dilakukan di dalam surat dakwaan.

1. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum lidak
dapat diterima (niet ontvankelijkveriaard) Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

4. Putusan vang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh Karena ada
perselisihan/prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan
karena dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu
terlebih dahulu adanya putusan Hakim Perdata, misal: dalam hal
perzinahan (overspell), sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.
(Ansorie Sabuan dkk, 1999: 197).

Sedangkan Putusan Pengadilan yang bersifat materiil dan merupakan

putusan akhir (eind vonnis) meliputi:

I. Putusan vang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari  dakwaan
(vrijspraak), Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan ini diberikan apabila
Pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan sidang Pengadilan,
kesalahan Terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan mevakinkan. Dalam hal putusan bebas, sedangkan

Terdakwa ada dalam status tahanan, maka Terdakwa diperintah untuk

dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah, yang

menyebabkan Terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP), hal
ini juga berlaku bagi Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan
hukum.

Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala

tuntutan hukum (ontslag van alle rechivelvolging), Pasal 191 ayat (2)

KUHAP. Putusan ini diberikan apabila Pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan vang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan

itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas
dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan vang berisi suatu pemidanaan (veroording), Pasal 193 ayat (1)
KUHAP. Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwalah vang bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan
menjatuhkan pidana padanya. (Departemen Kehakiman RI, 1982: 151).

P
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2.4 Tugas, Kewenangan, dan Bentuk-bentuk Putusan Judex Factie
(Pengadilan Tinggi).

Sebelum mengetahui tugas dan Kewenangan Judex Factie (Pengadilan
Tinggi), Penulis akan membahas pengertian banding. dimana Pengadilan Tinggi
merupakan instansi Pengadilan tingkat banding, vang juga merupakan peradilan
tingkat kedua dan tingkat terakhir.

Pengertian banding dari segi yuridis formal, pemeriksaan banding
merupakan upaya yang dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, supaya
putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi olch peradilan tingkat banding.
Adapun sifat dari upaya hukum banding ini adalah merupakan upaya hukum biasa
dan bukan merupakan upaya hukum luar biasa, dimana pemeriksaan yang sécam
umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat
pertama tanpa kecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap setiap putusan vang
dapat dibanding seperti yang ditentukan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) KUHAP.
Upaya hukum banding ini juga merupakan hak vang diberikan oleh undang-
undang bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

Mencermati segi tujuan dari upaya banding ini, maka dapat diketahui
bahwa maksud dan tujuan pemeriksaan perkara tingkat banding adalah untuk
memperbaiki  kekeliruan  putusan  tingkat pertama, mencegah  Kesewenang-
wenangan dan penyvelahgunaan jabatan, dan schagai bentuk  pengawasan
terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Adapun tugas Judex Factie (Pengadilan Tingei) adalah memeriksa dan
memutus perkara banding vang diajukan kepadanya, Putusan dari Pengadilan
tingkat pertama yang diperiksa dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi
sebagai instansi pengadilan tingkat banding, maka dapat mengubah sifat putusan
Pengadilan Negeri (sebagai Pengadilan tingkat pertama) menjadi putusan tingkat
terakhir. Pengadilan Tinggi juga masih bertugas memeriksa dan menilai fakta-
fukta yang muncul dalam persidangan, oleh karena itulah Pengadilan Tinggi

disebut sebagai Judex Factie. Dengan adanya permintaan banding maka tanggung
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jawab yuridis beralih dari Pengadilan tingkat pertama ke Pengadilan tingkat
banding terhitung sejak tanggal permintaan banding.
Sedangkan kewenangan Pengadilan tingkat banding meliputi:

|. Seluruh pemeriksaan dan putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana
wewenang Pengadilan Tinggi dalam hal ini “tidak terbatas™ hanya terhadap
hal-hal tertentu saja. Wewenangnya dalam melaksanakan fungsi peradilan
tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan
Pengadilan tingkat pertama,

2. Berwenang meninjau segala segi pemeriksaan putusan, dimana pemeriksaan
ini tidak terbatas pada pemeriksaan benar atau tidaknya penerapan hukum,
tetapi juga meliputi pemeriksaan terhadap pelaksanaan peradilan menurut
undang-undang, pemeriksaan terhadap ada atau tidak adanya tindakan
Pengadilan yang melampaui batas wewenang, serta meliputi pertimbangan
perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli, juga dapat menilai
pembuktian vang berhubungan dengan perkara tersebut.

3, Memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, walaupun dalam tataran prukuk
ada yang berpendirian bahwa pemeriksaan banding hanya “takluk™ kepada
hal-hal apa saja vang belum diterima pemohon banding, manakala hal-hal-
vang sudah jelas dan tegas diterima oleh pemohon banding tida perlu diperiksa
dan dipermasalahkan oleh pengadilan tingkat banding. (M.Yahya Harahap,
2000: 449-456).

2.4.2 Bentuk-Bentuk Putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi)

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, diatur putusan
vang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksanya
dalam tingkat banding, antara lain:

I. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri secara murni.
Secars murni Pengadilan Tinggi menguatkan putusan yang dijatuhkan
Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila:

1) Pemeriksaan vang dilakukan Pengadilan  Negeri sepenuhnya  dapat
dibenarkan dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi. Tata cara proses
pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri dinilai dan dianggap
telah memenuhi tata tertib hukum acara yang berlaku,

2) Penerapan hukum pembuktion telah dengan sepatutnya dilakukan olch
Pengadilan Negeri.

1) Mengenai penilaian keadasn dan pembukiian sesuai dengan sistem
pembuktian dan azas batas minimum pembuktian, dianggap Pengadilan
Tinggi sudah tepat menurut undang-undang,

4) Argumentasi dan kesimpulan pertimbangan sudah tepat dilakukan
Pengadilan Negeri.

5) Amar putusan yang dijatuhkan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi.
Variasi cara dalam mempergunakan wewenang, antara lain:
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a. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri “secara mumi’, yang beranti
Pengadilan Tinggi mengangeap putusan itu sudah tepat dan benar
secara keseluruhan, tidak ada lagi yang perlu ditambah, diubah ataupun
dikurangi.

b. Menguatkan “Dengan  tambahan pertimbangan”, vang berarti
Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan  tingkat banding yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan jalan menambah atau
menyempumakan - pertimbangan  dan  alasan  maupun kesimpulan
Pengadilan Negeri. Jadi pada prinsipnya, Pengadilan  Tinggi
sependapat dengan Pengadilan Negeri hanya saja ada hal-hal yang
Kurang jelas dalam pertimbangannya, atau alasan alasan yang
dipergunakan perlu disempurnakan oleh Pengadilan Tinggi.

¢. Menguatkan putusan dengan alasan dan pertimbangan lain, yang
berarti pada prinsipnya Pengadilan Tinggi setuju dengan amar putusan
Pengadilan  Negeri, tetapi sama sekali tidak setuju  dengan
pertimbangan dan alasan putusan Pengadilan Negeri.

2. Mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri.
Mengenai bentuk putusan berupa perubahan atau perbaikan amar putusan
Pengadilan Negeri bisa terjadi apabila:

a) Sepanjang mengenai pertimbangan dan alasan yang dimuat dalam
putusan dapat disetujui dan dianggap tepat oleh Pengadilan Tinggi.
Terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
menganggapnya tepat, namun mengenai amar putusan, Pengadilan
Tinggi tidak sependapat, schingga amar tersebut perlu diperbaiki atau
diubah.

b) Baik pertimbangan putusan ataupun amar putusan Pengadilan Negeri
perlu diubah atau diperbaiki.

) Pengadilan Tinggi mengubah amar dan pertimbangan putusan
Pengadilan Negeri dengan pertimbangan lain, jadi amar dan
pertimbangan putusannya sama-sama  diperbaiki oleh Pengadilan
Tinggi.

d) Selain mengubah atau memperbaiki amar putusan, Pengadilan Tinggi
Juga memutus perkara yvang bersangkutan atas pertimbangan dan
alasan lain.

Adapun hal-hal yang diubah atau diperbaiki bisa meliputi berbagai hal,

antara lain:

a. Perubahan atau perbaikan kualifikasi tindak pidana, dimana perbaikan ini
terjadi apabila kualifikasi tindak pidana vang tercantum dalam amar
putusan Pengadilan Negeri kurang tepat dan tidak sesuai dengan
kualifikasi tindak pidana yan dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang
didakwakan.

b. Perubahan atau perbaikan mengenai barang bukti, hal ini dapat terjadi
dalam beberapa hal, antara lain:

1). Lupa mencantumkan “pengembalian”, “perusakan™ atau “perampasan”
barang bukti, jadi sekalipun Pengadilan Negeri telah dengan seksama-
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mempertimbangkan status barang bukti, tetapi lupa mencantumkannya
dalam amar putusan,

2). Salah mencantumkan barang bukti. Perbaikan ini dapat terjadi apabila
Pengadilan Tinggi tidak scpendapat denan status barang bukti yang
ditetapkan Pengadilan Negeri dalam putusannya.

3). Perubahan atau perbaikan pemidanaan. Pada umumnya perubahan dan
perbaikan inilah yang paling sering terjadi. Kadang-kadang Pengadilan
Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau
berat, dan pada kesempatan lain dipandang terlampau ringan.

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Sehubungan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Negeri,
maka dapat diketahui dua hal yang berhubungan dengannya, antara lain:
a) Alasan pembatalan, dimana alasan ini dapat dijawab dengan satu kalimat saja |
yakni “tidak sependapat” dengan putusan Pengadilan Negeri, dan jawaban ini
adalah jawaban paling singkat dan logis. Tentunya dengan kata itulah |
Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri * yang
dianggapnya tidak tepat. Pembatalan putusan Pengadilan Negeri oleh
Pcngadllan Tinggi ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain:
Tidak sependapat dengan penilaian pembukiian. Kemungkinan
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah salah
menerapkan  hukum  pembuktian, misal: Pengadilan Negeri
berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan alat
bukti vang sah, padahal keterbuktian tersebul hanya didukung seorang
saksi saja.

- Apabila vang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

- Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

- Surat dakwaan tidak dapat diterima, adapun sebabnya adalah telah
permnah diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 76
KUHAP, dengan kata lain terdapat unsur nebis in idem.

- Kewenangan penuntutan sudah kadaluwarsa, seperti yang diatur Pasal
78 KUHAP.

- Delik aduan tanpa pengaduan orang yang berhak.

- Pengadilan Negeri ternyata tidak berwenang mengadili.

- Pemeriksaan dan putusan bertentangan dengan Pasal 157 KUHAP,
apabila diputus oleh Hakim yang mempunyai “ikatan keluarga”
dengan Terdakwa.

- Berentangan dengan Pasal 220 KUHAP apabila Pengadilan Tinggi
berpendapat salah seorang Hakim yang mengadili dan memutus
perkara mempunyai “kepentingan” di dalamnya.

- Putusan tidak memuat hal-hal yang diperinci pada Pasal 197 ayal (1)
KUHAP, dimana ada 3 golongan dalam hal ini, antara lain: kelalaian-
memuat huruf g dan | dalam putusannya, tidak mengakibatkan putusan
batal demi hukum, kelalaian memuat hurufa, b, ¢, d, e, [ g. h, I, |, k.
dan | mengakibatkan putusan batal demi hukum, dan kekhilafan-
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penulisan atau pengetikan terhadap hal-hal dalam huruf b, ¢, d. Jo K
dan | dapat diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi,

b). Dalam pembatalan, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri.

Adapun dasar pertimbangan pembatalan Putuasan Pengadilan Negeri adalah:
Pertama, dasar pembatalan yang didakwakan tidak terbukti secara sah, dan
putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa adalah putusan
bebas. Kedua, dasar pembatalan atas alasan bahwa vang didakwakan tidak
merupakan tindak pidana, maka putusan yang harus dijatuhkan Pengadilan
Tinggi terhadap Terdakwa adalah lepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga,
Pembatalan yang didasarkan pada alasan surat dakwaan vang tidak memenuhi
persyaratan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP., maka putusan
Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Keempat,
pembatalan atas dasar pertimbangan dakwaan tidak dapat diterima, baik
karena nebis in idem, kewenangan penuntut umum vang kadaluawarsa atau
karena delik aduan yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Kelima, dasar
pembatalan putusan dengan alasan Pengadilan Negeri tidak berwenang
mengadili perkara dan sekaligus memerintahkan Pengadilan yang berwenang
untuk mengadilinya. Keenam, dasar pembatalan Pasal 157 dan 220 KUHAP.
Ketujuh, Pembatalan putusan karena putusan tidak memuat salah satu hal yang
disebutkan Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (2) KIUHAP.

- Putusan Pengadilan Tinggi schubungan dengan penahanan, dimana dalam

putusannya dapat memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalum
tahanan, atau membebaskannya dari tahanan. Dalam hal memerintahkan
supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan apabila, putusan pemidanaan dari
Pengadian Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, atau putusan
Pengadilan Negeri hanya diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi. Sedangkan dalam
hal memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan apabila, pulusan
Pengadilan Tinggi dalam putusan pemidanaan, baik karena memperkuat atau
memperbaiki putusan pemidanaan Pengadilan Negeri dapat memilih alternatif
yakni, memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya.
Jika lamanya pemidanaan kurang dari masa tahanan vang dijalani terdakwa,
maka wajar apabila putusan Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa
dibebaskan dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan juga dituangkan
dalam putusan di luar putusan pemidanaan, sedangkan putusan yang
dijatuhkan bukan putusan pemidanaan, maka sifat kewenangan yang demikian
disebut sebagai sifat kewenangan yang fakultatif. (M.Yahya Harahap, 2000:
304-519).
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2.5 Pengertian Ratio Decidensi

Pengertian Ratio Decidensi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan
hakim untuk sampai pada putusannya. Pertimbangan Hakim ini biasanya-
digunakan sebelum Hakim menjatuhkan putusan, dimana pertimbangan Hakim
dalam hal ini ada dua yakni: pertimbangan Hakim yang bersifat vuridis vang-
berarti pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta vuridis yang-
terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal-
yang harus dimuat dalam putusan, antara lain: Dakwaan Jaksa Penuntut umum.
keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, Barang bukti, pasal-pasal dalam
peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan Hakim vyang bersifat nonyuridis, antara lain:
Latar belakang perbuatan Terdakwa yang berarti setiap keadaan yang-
menycbabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri Terdakwa
dalam melakukan tindak pidana, contoh: kemiskinan, kekurangan, atau-
kesengsaraan. Akibat perbuatan Terdakwa, keadaan sosial ekonomi Terdakwa,
Faktor agama Terdakwa, serta kondisi fisik Terdakwa yang meliputi keadaan fisik
(usia dan tingkat kedewasaan), dan keadaan psikis vang berkaitan dengan
perasaan baik marah, dendam, mendapat tekanan, atau pikiran vang kacau,
merupakan faktor-faktor nonyuridis yang menjadi pertimbangan Hakim. Adapun
Hakim lebih sering menggunakan pertimbangan-pertimbangan yuridis daripada
pertimbangan nonyuridis. (Rusli Muhammad, 2006; 124-144),
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BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa,

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa antara Pengadilan Negen Jakarta
Utara dan Pengadilan Tinggi DK Jakarta berbeda pendapat dalam hal penjatuhan
Pidana terhadap para Terdakwa, dimana Hakim Judex Factie (Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta) memutus lebih berat dalam amarnya daripada Pengadilan Negeri
Jakarta Utara. Dalam bab pembahasan skripsi kali ini akan lebih diperjelas lagi
mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan masing-masing Judex Factie dalam
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan cara membaca dan mencermati
scgala sesuatu yang- terdapat dalam putusan masing-masing. Sebelum membahas
masalah putusan lebih lanjut, perlu diketahui bahwasanyva Majelis Hakim dalam-
putusannya menyatakan bahwa Terdakwa [ dan Terdakwa 11 adalah secara sah dan
mevakinkan terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu, vakni Pasal-
I'ayat (1) UU no 12/ Drt/ 1951 jo Pasal 55 avat (1) ke-1 KUHP, sedangkan untuk
dakwaan kedua yang berkaitan dengan masalah keterlibatan para Terdakwa dalam
hal ikut serta menimbulkan penyerangan dan peledakan tidak dapat dibuktikan,
dan oleh karena tidak semua unsur pasal dalam dakwaan kedua terpenuhi oleh
para Terdakwa, maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua,

Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I adalah lebih berat danpada
Terdakwa IT sebab Terdakwa | mempunyai peranan vang lebih besar daripada
Terdakwa 11, dimana Terdakwa | bertugas merakit bom, sementara Terdakwa I
bertugas mempersiapkan material bom rakitan. vakni mengikir belerang korek api
kayu, menumbuk obat nvamuk bakar serta memotong paku 10 cm menjadi 4 em
(hal-hal ini telah jelas termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim). Untuk hal ini.
Penulis sependapat dengan Majelis Hakim sebab secara logtka memang peranan
Terdakwa | dalam merakit bom lebih besar daripada Terdakwa IT yang hanya
bertugas mempersiapkan material bom rakitan. dimana untuk merakit sebuah bom

agar dapat bekerja dengan baik dan dapat meledak pastilah memerlukan keahlian,
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tidak semua orang dapat melakukannya. Sementara Terdakwa Il tugasnya lebih
ringan yakni hanya mempersiapkan material bom rakitan, semua orang sudah
hampir pasti bisa melakukannya walaupun tanpa keahlian khusus.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Terdakwa 1 dipidana
dengan 11 tahun penjara dan Terdakwa 1 dipidana dengan § tahun penjara olch-
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta |tara, padahal Jaksa Penuntut umum
dalam tuntutannya menyatakan menuntut dengan pidana mati bagi Terdakwa |
dan pidana penjara seumur hidup bagi Terdakwa II. Namun Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangannyas menvatakan tidak
sependapat dengan tuntutan  hukuman yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut
umum, dengan pertimbangan bahwa dalam penjatuban pidana ini juga harus
memperhatikan aspek baik dari diri para Terdakwa, serta mempertimbangkan pula
akibat-akibat yang ada karena perbuatan para Terdakwa, baik untuk masyarakat
Maluku maupun untuk Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa adalah anf dan hﬁaksana
sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan vang meringankan, di samping it pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Utara terkait dengan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umuom
yang tidak dapat dibuktikan seluruhnya, nampaknya juga menjadi faktor pemicu
Majelis Hakim untuk tidak memenuhi wntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta [ltara
dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para Terdakwa terkait dengan hal-hal
yang meringankan adalah bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum dan para
lerdakwa berlaku  sopan  selama persidangan, sedangkan  hal-hal yang
memberatkan antara lain: karena para Terdakwa memberikan keterangan yang
berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan, serta mempertimbangkan
pula akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah merakit 100 bush bom dan
benar-benar telah menjadikan kondisi masyarakat Maluku khususnya menjadi
tidak kondusit.

Permintaan banding vang diajukan oleh para Terdakwa melalui kuasa
hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Pengadilan Tinggi DK1
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Jakarta. Dalam putusannva Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan
memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terutama dalam hal
pemidanaan, dimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai pidana vang-
dijatuhkan kepada para Terdakwa terlampau ringan. Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta juga mempertimbangkan masalah perbuatan para Terdakwa yang-
dilakukan tanpa penvesalan dan ternyata bom rakitan tersebut digunakan untuk
menyerang Kelompok lain, sehingga menimbulkan Kerugian nyawa dan harta
benda, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa hal-hal ini belum
dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakana Utara, dan scharusnya masuk
menjadi pertimbangan. Mencermati putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
tersebut. maka dapat diketahui bahwa jenis putusan Pengadilan Tinggi kali ini
adalah putusan yang mengubah atag memperbaiki amar putusan Pengadilan
Negeri baik dari segi pertimbangan muaupun amamva, khususnva dalam hal
pemidanaannya,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menjatuhkan putusan pidana
selama 15 tahun penjara bagi Terdakwa I dan 10 tahun penjara untuk Terdakwa 11
dengan dasar pertimbangan bahwa para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya,
serta mepertimbangkan pula akibat dari perbuatan para Terdakwa yang telah
menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa. Pengadilan Tingei DK Jakana
tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta ara hanya berkaitan dengan
hal-hal tersebut di atas, namun secarm umum pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hampir sama dengan Pengadilan Negeri Jukarta
Utara,

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta | ftara
ini, penulis hanya dapat melihat beberapa aspek baik dalam diri para Terdakwa,
yakni para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, dan para Terdakwa juga
belum pernah dihukum, sedangkan untuk lainnya cenderung menggambarkan
aspek buruk dari diri para Terdakwa vang meliputi: Para Terdakwa vang berbelit-
belit dan mempersulit jalannya persidangan, serta akibat dari perbuatan para
Terdakwa yang telah membuat bom rakitan 100 buah benar-benar telah
menjadikan kondisi masvarakat Maluku khususnya tidak kondusif] apalagi
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perbuatan para Terdakwa ini bertujuan untuk menyerang kelompok lain, dan para
Terdakwa juga tidak tampak menyesali perbuatannya yang sudah menimbulkan
Korban jiwa ini, dimana hal ini dapat dilihat dari sikap para Terdakwa yang
berbelit-belit dalam persidangan, Seharusnya apabila para Terdakwa menyesali
perbuatannya, maka mereka pasti bersikap kooperatif dalam persidangan.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta utara ini maka Penulis berpendapat bahwa putusan pidana yang-
dijatuhkan ini memang kurang berat apalagi aspek baik yang digunakan untuk
meringankan hukuman Terdakwa kurang relevan yakni para Terdakwa yang-
bersikap sopan dalam persidangan dan tidak pernah dihukum. Majelis Hakim
kurang mempertimbangkan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang membuat
situasi Ambon kacau balau dan sangat jauh dari kondisi aman, dimana
menimbulkan korban jiwa vaitu meninggalnya tiga orang warga Desa Haria, satu
orang warga Desa Haria luka berat, serta terbakarnya 14 rumah penduduk Desa
Haria  (www.pemantauperadilan.com).  Menurut penulis, Majelis  Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Urara dalam hal menjatuhkan putusan memang kurang
tepat dan kurang disertai pertimbangan-pertimbangan vang matang. Pantas apabila
laksa Penuntut Umum mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta. dan memang baik Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa melalui
kuasanya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI1 Jakaria awns
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Mencermati uraian panjang tersebut di atas, maka Penulis lebih setuju
dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan memang putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal penjatuhan pidana terhadap para
Terdakwa lebih tepat daripada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan-
benar adanya bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kurang berat
dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para Terdakwa. terlebih lagi ada hal-
hal mendasar yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak
dimasukkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, yakni ketiadaan rasa
sesal dari diri para Terdakwa, serta akibat perbuatan para Terdakwa vang belum
menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh-
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sebab itulah Penulis lebih sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta yang menambah lamanya penjatuhan pidana kepada para Terdakwa,

Berbicara masalah putusan Hakim memang akan banyak hal-hal yang-
dapat dikaji dan diperbincangkan terutama masalah penjatuhan pidana oleh
Majelis Hakim yang terkadang menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak Jaksa
Penuntut Umum maupun pihak Terdakwa, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya
uraian kasus tersebut di atas, atau mungkin rasa tidak puas itu juga ada pada diri
kita selaku pembaca, contohnya saja jika kita mencermati putusan pidana yang
dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Utara, tentulah dalam
benak kita, terutama Penulis bertanya-tanya mengapa kejahatan yang sangat
berbahaya ini hanya dijatuhi pidana yang seringan itu, pertanyaan yang tidak akan
pernah terjawab seluruhnya kecuali kita bertanya langsung kepada anggota
Majelis Hakim, sebab memang Hakim ity bebas dalam menjatuhkan pidana, Hal
ini juga dikemukakan oleh Oemar Seno Adji yang dalam bukunya Hukum-Hakim
Pidana menyatakan bahwa tidak ada satu teori atau patokanpun yang dapat
dipakai olch Hakim dalam menentukan lamanya pemidanaan, jadi scandainya
dalam undang-undang diatur batas minimal pemidanaan 5 tahun, maka sudah pasti
Hakim dapat menjatubkan pidana paling minim § tahun, tidak ada patokan bagi
Hakim untuk menjatuhkan pidana apakah harus 6 tahun ataukah 7 tahun, ataukah
10 tahun, dalam hal ini Hakim bebas menentukannya,

Sebelum  menjatuhkan  putusan  pidana Hakim  tentunya  akan
mempertimbangkan berbagai hal, hal ini biasa disebut dengan istilah ratio
decidensi, adapun penjelasan secara lengkapnya ada pada bagian tinjauan pustaka
pada bab sebelumnya, Salah satu Ratio decidensi yang merupakan pertimbangan
vuridis adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Maka sudah seharusnyalah
Juksa Penuntut umum jeli dalam menentukan formulasi dakwaannya. Surat
dakwaan yang dibuat juga harus lengkap, jelas, dan cermat sesuai dengan Pasal
143 ayat (2) KUHAP, sangat penting bagi Jaksa Penunit Umum untuk
mendakwa Terdakwa dengan pasal-pasal yang tepat, scbab bila tidak akan
memungkinkan Terdakwa bebas dari dakwaan tersebut  dikarenakan Jaksa

Penuntut Umum salah menggunakan pasal. Hal ini tentulah sangat disayangkan.
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Contoh nyatanya adalah dalam kasus kali ini, dimana dakwaan kedua tidak dapal
dibuktikan seluruhnya, terutama Pasal 56 ke-1 KUHP, dimana berdasarkan fakta-
fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan adanya keterlibatan para Terdakwa
dalam hal pembantuan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, para Terdakwa
terbukti melakukan pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan, maka
seharusnya Jaksa Penuntut Umum bukan menggunakan Pasal 56 ke-1 KUHP,
melainkan Pasal 56 ke-2 KUHP. Jadi sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim
dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kasus
tersebut di atas tidak dapat membuktikan seluruhnya dakwaan kedua ini, dan
sudah tepat apabila Majclis Hakim membebaskan para Terdakwa dari dakwaan
kedua.

Hal menarik lain yang dapat diamati dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum dalam kasus kali ini selain ketidaktepatan pasal yang digunakan dalam-
dakwaan kedua juga masalah efektifitas formulasi pasal dalam dakwaan. Jika kita
mencermati pada dakwaan kesatu dapat diketahui bahwa pasal vang didakwakan
adalah Pasal 1 ayat (1) UU Drt no 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke | KUHP,
sedangkan dakwaan kedua adalah Pasal 187 ke 3 KUHP jo Pasal 56 ke 1| KUHP.
Formulasi pasal semacam ini dapat dikatakan tidak efekiif sebab jika kita
mencermati Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:"Jika suatu perbuatan masuk
dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang
khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan™ dengan kata lain Pasal
63 ayat (2) KUHP menyiratkan adanva azas Lex Specialis Derogat Legi Generali
yang berarti bahwa aturan yang bersifat khusus mengalahkan aturan yang bersifat
umum, dari hal ini dapat diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak
efektif sebab tidak menerapkan azas Lex Specialis Derogat Legi Generali
tersebut. Jika kita cermali maka akan tampak bahwa UU Drt no 12 tahun 1951
adalah aturan yang lebih khusus daripada KUHP. dengan demikian scharusnya
secara otomatis ketika pelaku kejahatan dikenakan pasal dari undang-undang yang
bersifat lebih khusus daripada KUHP tidak perlu lagi mempergunakan pasal
dalam KUHP untuk menjerat pelaku.
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3.2 Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Judex Factic (Pengadilan Tingei DKI
Jakarta) Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Pemidanaan Di Indonesia.

Berbicara tentang masalah prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia, maka
akan tampak bahwa pemidanaan di Indonesia itu pada prinsipnya bukan hanya
sekedar membalas dendam atas perbuatan pelaku tindak pidana, melainkan
permdanaan itu harus dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, dan-
kepastian hukum bagi sescorang. Oleh karena itulah Hakim dalam memutuskan
untuk menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan harus pula mempertimbangkan
faktor-faktor yang meringankan pelaku yang berarti refleksi dari sifat baik pelaku,
seria faktor-faktor yang memberatkan yang dinilai sebagai sifat jahat pelaku

Pembahasan kali ini akan menguraikan masalah putusan Pengadilan
Tinggi yang menambah lamanva pidana bagi para Terdakwa dalam kasus tersebut
di atas, dimana untuk mengetahui sesuai atau tidaknya putusan Pengadilan Tingg
tersebut dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia akan dapat dikaji dengan
mencermati seluruh isi putusan mulai dari pertimbangan-pertimbangan Majelis
Hakim sampai dengan amar putusan yang berisi putusan pemidanaan tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
dalam hal penjatuhan putusan pemidanaan, Pengadilan Tinggi DKI1 Jakarta
berpendapat bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan negeri
Jakarta Utara kurang berat sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan. Adapun
pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menambah lamanya pidana
kepada para Terdakwa adalah sebagai berikutt bahwa Hakim dalam
mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan sifat-sifat baik
dan jahat dari para Terdakwa di samping akibat perbuatan Terdakwa, Pengadilan
Tingg1 DK Jakarta juga berpendapat bahwa para Terdakwa dalam hal melakukan
tindak pidana tanpa rasa penyesalan, dan akibat dari perbuatan tersebut adalah-
adanya kerugian nyawa dan harta benda. Atas dasar hal-hal tersebut, maka
Pengadilan Tinggi menambah lamanya pidana bagi para Terdakwa menjadi 15
tahun bagi Terdakwa [ dan 10 tahun bagi Terdakwa I1.
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Mencermati  uraian  putusan  Pengadilan  Tinggi  sejak  dari  awal
pertimbangan sampai dengan putusan maka dapat diketahui bahwa penjatuhan
pidana oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam hal menjatuhkan putusan
pidana bagi para Terdakwa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di-
Indonesia, dan Penulis setuju dengan penambahan lamanya pidana yang-
dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebab Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta sudah menggunakan ratio decidensi yang tepat sebelum menjatubkan
pidana, hal ini terlihat dari uraian dalam kasus yang menyatakan bahwasanya
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak hanya menjatuhkan pidana atas dasar
balas dendam semata, tetapi juga masih tetap mencermati hal-hal seperti surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, surat tuntutan Joksa Penuntut umum, Salinan
resmi putusan sela dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berarti
Jika hal ini bepar-benar dicermati oleh Pengadilan Tinggi DK Jakarta maka hal-
hal ini akan sangat dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan.

Seperti vang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya Pengadilan
Tinggi DK Jakarta menyetujui hampir seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara kecuali masalah lamanya pemidanaan. Alasan
penulis selain hal-hal tersebut di atas dalam hal menyetujui putusan Pengadilan
Tinggi adalah adanya pertimbangan jeli dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
DKl Jakarta yang belum terpikirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri-
Jakarta Utara, yakni pertimbangan tidak adanya rasa penyesalan para Terdakwa,
Pertimbangan akibat dari perbuatan para Terdakwa, serta pertimbangan sasaran
serangan Terdakwa yakni kelompok lain dalam hal ini kelompok masyarakat
muslim, yang berakibat tidak hanya merugikan kelompok muslim semata, tetapi
Juga membuat kondisi Ambon secara umum tidak kondusif. Dari sinilah Penulis
dapat melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah berupayva untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan secara sungguh-sungguh sesuai dengan-
prinsip-prinsip pemidanaan yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana bukanlah
sarana balas dendam semata, tetapi juga sebagai sarana pengayoman pada korban

khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.
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Menambah lamanya pidana bagi para Terdakwa juga dapat dikatakan
sebagai upaya dalam memberikan pembinaan kepada para Terdakwa, sebab
dengan demikian dapat menyadarkan para Terdakwa bahwa perbuatannya sangat
berbahaya dan sangat merugikan masyarakat yang menjadi korban khususnya.
Dengan demikian diharapkan para Terdakwa tidak akan pernah berniat untuk
mengulangi perbuatannya lagi, serta dapat kembali menjadi orang yang baik dan-
berguna bagi masyarakat. Dengan menambah lamanya pidana juga bisa
memberikan efek bagi orang lain yang berniat melakukan hal serupa untuk segera
mengurungkan niatnya, schingga dapat terwujud situasi dan kondisi yang lebih
kondusif, dan dengan demikian maka tujuan utama dari hukum pidana jelas dapat
tercapai yakni mencapai masyarakat yang tertib. tentram, adil. damai. dan-
scjahtera (tata tenirem kerta raharja).

Sementara terkait dengan masalah lamanya penjatuhan pidana, walaupun
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan pidana yang masih jauh dari
tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman mati bagi
Terdakwa I dan hukuman penjara seumur hidup bagi Terdakwa II, namun Penulis
tetap. setuju dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebab dakwaan Jaksa
Penuntut Umum yang terbukti hanyalah dakwaan kesatu, sementara dakwaan
kedua tidak dapat dibuktikan dikarenakan Jaksa Penuntut Umum salah dalam
menerapkan pasal utamanya Pasal 56 ke-1 KUHP, schingga para Terdakwa tidak
dapat dijerat dengan dakwaan kedua, apalagi jika mencermati formulasi pasal
dalam dakwaan yang dapat dikatakan tidak efektif karena tidak mengacu pada-
azas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka wajar apabila hal-hal tersebut
menjadi pertimbangan untuk tidak meloloskan tuntutan dari Jaksa Penuntut
umum. Hal ini menandakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
sudah cukup cermat dalam menclaah pasal-pasal yang dapat diterapkan bagi kasus
kali ini.

Putusan Hakim Judex Factie (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) memang
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia yang tujuan
utamanya menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta sudah berupaya keras menegakkan kebenaran dengan cara
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menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yang memang terbukti bersalah
melakukan tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan-
barang, Majelis Hakim juga sudah berusaha menegakkan kepastian hukum bagi
para Terdakwa hal ini dapat dibuktikan dengan dijeratnya para Terdakwa sesuai
pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa,
Majelis Hakim tidak begitu saja menyemjui tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
namun  Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri tanpa
mengesampingkan hal-hal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, misalnya
saja masalah dakwaan kedua yang tidak dapat dibuktikan seluruhnya. hal ini juga
menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.
Sedangkan masalah keadilan yang memang sangat sulit diukur, sebab sudah
barang tentu ukuran rasa keadilan dari pelaku kejahatan dan korban kejahatan jauh
berbeda, biasanya adil bagi pelaku belum tentu adil bagi korbannya, dalam hal
keadilan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga sudah berusaha
mewujudkannya dengan cara menambah lamanya pidana bagi para Terdakwa
dengan alasan bahwa para Terdakwa melakukan kejahatan tanpa didasari rasa
penyesalan, serta mengingat pula akibat dari kejahatan para Terdakwa yang sudah
membuat situasi dan kondisi Ambon saat itu menjadi tidak kondusif, dari hal ini
Kita dapat melihat bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menegakkan keadilan
baik keadilan bagi para korban dengan cars menambah lamanya pidana bagi para
Terdakwa, serta sudah berusaha pula menegakkan keadilan bagi para pelaku
dengan cara mempertimbangkan sifat baik dan jahat bagi pelaku tindak pidana,
dimana sifat baik dari diri para Terdakwa bisa menjadi hal-hal yang meringankan

hukuman pidana bagi para Terdakwa.
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KESIMPULAN BANSATAN

4.1 Kesimpulan
Mencermati uralan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditank
kesimpulan sebagat benkut:
|. Perbedaan pertimbangan antara Hakun Pengadilan Negen Jakana {Jtara dan-
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakana sebenarnya terletak pada pertimbangan
aspek baik dan aspek buruk dan Terdakowa dimana Majelis Hakim Pengadilan
Negen mempertimbangkan hal-hal vang meringankan bagi din Terdakwa
yang terdini dan Terdakwa yang tidak pernah dihukum, serta para Terdakwa
berlaku sopan dalam persidangan, sedangkan Pengadilan Tingg berpendapat
bahwa pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa kurang berat dengan
adanya dasar pertimbangan bahwa para Terdakwa tidak menvesal atas
perbuatannya, serta perbuatan Terdakwa yang ditujukan untuk menyerang
kelompok lam, dan hal-hal ini belum masuk pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Negen.

[

Putusan midana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggn Jakana Utara dengan
menambah lamanya Pidana menjadi 15 tahun penjara bagi Terdakwa | dan 10
tahun penjara bag Terdakwa I dapat dikategorikan putusan vang sesuai-
dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia, dimana jika mencermati
perimbangan dan Majelis Hakim dapat diketahw bahwa rario dectdensi vang-
digunakan sudah tepat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DK Jakarta
Juga sudah jeli dalam mempertimbangkan hal-hal vang belum terpikirkan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negen Jakana Utara Selain itu, Majeis Hakim
Pengadilan Tinggt DKI Jakarta juga sudah berusaha untuk menegakkan
kebenaran, keadilan serta kepastian hukum yang merupakan tujuan utama dani

pemidanaan,

40
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4.2 Saran

Standar pemidanaan agaknya menjadi sesuatu vang sanpat penting di-
kemudian han agar kelak para Hokim mempunyai acuan vang jelas dalam-
menatubkan mdana pada Terdakwa, ntdak sepern sekarang vang cenderung
membebaskan Hakim dalam menentukan batas munimal dan maksimal dan
pemidanaan, oleh karena iulah penentuan standar batas maksimal dan mimmal
perlu diatur secara tegas dalam undang-undang (mungkin dapat dimasukkan
dalam RUU KUHP di kemudian hart) dem terciptanya penegakan hukum dan-
tereiptanya rasa keadilan vang menuju arah vang lebih baik. Selain itu, |
kecermatan, kejelian dan ketelitan Hakim dalam menjatubkan pidana adalah hal
yang sangat penting dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa acar benar-
benar tercapai tujuan pemidanaan vang sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan

dh Indonesia
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PUTYE 5 & ¥

FCHOR :207/PID.B/2003 /11 .J¥D.U7,

DEF] EEADITLAN BEIDLSAANAM LITCEAMNAN Yal0 haks ESA

Yenpatilen Negeri Jokarte Utara, yanr mewerikss dan —-
mengedili perkerz-peckars ridans rada tlagkat nertama telah-
menjatuhkan vutussn Sela dslem perkers stze noms terdakws --
terdalows &

I. Wame lengkap ¢ ASRSHAM TARIOLA 21iss ANRAHAM PELAUW-
elias HANFI,
Temvat lshir @ Pelauw
Unur/tgl. lehir  : 33 Tahun/17 Desemher 1089

Jenis kelemin i Lalki-laki

Yebangssan/iewrra-

nermsrzan : lndonezia

Tempst tinrpal t Kelurzhsn Menpgsdus, Kecamaten Nusani
we, Yota Amhon, Faluku.

& om 8 i Eristen FroteStan

FPelkrer tsans: fenremodi

11, tama lengkip : ARORE..5 POLHAUFESSY sliss 40DIE

Temnat Iahir Tah#he, Yecrmeten S5srarys

an

Pror/trl. Iohip 18 Frkun 27 Aor i) 10RS

Jenis kelamin ! Ieki=-1rki

Kebangsa:n/Kewerpgs

Negarean : Indoneais

Temrat tinempal : Jesa Tuhaba, ¥ecematen Sanerua, Kabu-
reten Faluku Tenegsh,

Apam = KEristen Protestan

=4

Fekxer j2an: Tidek ade

PENAHANAEY o
et o
TERDAKYE T,

! Tenyidik ......
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Tenvidik sedesk ténersl 27 Cktober 2002 szmral dpneen tans-
grl 9 Hopember 2002 ;

Ferrenianrsn Penshanan oleh ¥ersla Fejakssen Tineri Maluku
seiak tenpeel 10 Yorember 2002 sspmad denesn tanser]l 19 Dp
pomber 2002 3

Terpsnjonsen Fenzhanzn oleh Ketur Fengedilen lloperi Ambon-
sejak tenggal 22 Desember 2002 szmnai denpen tanepal 20 J2
nuari 2003 i

Fenuntut Umum sejsk t2ngpg2l 20 Janusri 2003 sempal dengen-
tanpral B Februsrl 2003 3

Perpendznean Tenshansn cleh Ketu2 Feneadilan Yeeerl Joker-
ta Utare seigk tengpel © Fehwusri 2003 semnel denpan tone-
gal 10 Varet 2003 3

Hakim Penpadilan Yeperi Jakarta Utere sairk tansgel 27 Peb
ruari 2003 semrei denern tenppal 29 Meret 2003 3
Terpanijenean penshen Fetva FPengrdilan Verorl Jeverts Uters

geiak tengeel 30 Faret 2003 sempei denin tenmpeel 29 Vel -

Il

ons -3

zﬁanatﬁn 11 =

venvidik sediak tenperel 23 Oktober 2002 samrel denpan tanpg=-
gl 11 Nopember 2002 ;

Perveniengen renzhenan oleh Kepals Feiakse2n Tingpi Maluiku
gedak tancpel 12 Yorember 200? gamrai denpen tenpgel 21 De
negher 2002 3

Tarpapipngan venshzosn oleh Fetua Tenpadiles Wéperl Ambon-
nedek tengeel 22 Desemher 2002 gamral dengén tanggal 20 J2
heapi 200% 3 .

Tonuntut Umum sejrle tanpmal 20 Jenuerri 2003 semmai dengen=

tenepzl 9 Februari 2003 3

Lerpenianpgan DenaheEnan oleh Ketus Tenpedilen Yagepl =xe=

j’ Jakarte ULBTE ..es
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Jakarta Utzre sejak tenprrl 9 Pabwysrd 2003 gennei denp-
an tangeal 10 Maret 2003

- Jakim Fenpadilan ¥aperi Jekerta Utars sejink tangpal 27--
Tebruari 2003 sammei dengan tengral 29 Meret 2003 :

= Zervanianpen penshanan Yetua Pengadilan Neperi Jaksrto--
Utare sejel tanggal 30 Faret 2003 s2mral denren tancpale
29 Vel 2003 :

Penradilan Weperi terachut :
Telsh membace berkse perksra dan surat-surat VENg =--
berhubungan dengen rerkers ini ;

Telah mendenger kedums beleh nihak Jevan Fenuntut -—-=

Urum denpgan Terdakwa=Terdrkwe sertsz kusss hulcumny=
FNenimhang, hehwe Tere Terdskwe dalam vercidanesen di-
damringl Fenasehet Hukumnys deri Fos Bentuan Fukum ( Pog-—
SAETM ) Penpedilan Yeseri Joterts Utors seauail Suvrt KEpase
Fhusus tertangesl 12 "zret 2003 ;
enimhang, bahwe Faras Terdakwa didavwa Jekss Fenun--
tut Umum sebrgaimena Surst dakwsan N0 REG.PRAKARA-FDK =201/

JET/An,2/02 /2003 tertangeel 14 Tebruari 2003 vaner iainya =

sebaral heriket :

EESATD :

- Bahwa mereka Terdakwa Y, ATIAHAK TARIOLA a2lias ABRAHAN--
PELAUW ®lias HAMPI, terdakwe 11. AFDREAS POLREAUFPESSY ——=
alias ANDRE bzik bertindek sendiri-sendiri meupun berse-
kutu satu sama lainnys bersamz-samé dengen JUNUS TANALE-
FY dan MARTHEN WUSING slies AMSTROM (perkara disideng -~
ke#n tersendiri), peds hari den tenggel yeng tidek dapat-
ditentukan lepi dengan pasti sekitsr bulan Juli 2001 dan
bulan Apustus 2001 eteu setidak-tidaknya pada sustu wak-

tu lein dalam tahun 2001 bertempat dir-.seh ABNER WEMY --

F-ROURRITY o cinanie

et b
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LOURADRLY allad BoRDY JCUPADTY di jalan Ua,wa¥YaD0E lorong --

Joker {t.006/liw,25% Wel. Kudamati Kec. Nusaniwe, kota Ambon-

ity debidnu-tidakaya pad. suatu Sempat laia yang masih ter:

maduk dalam daerah nukum tengadilan degeri ambon, akan teta

p#l reagadllan gegerl Jakdarta Uitara dinyatakan berwewang ===

Lotuk memerlksa dan mengadili perkuaranya sesual dengan paes-

Sal B85 AUHAP, telan melakukan perbuztan tanpa hak membuat -

meaerima, mencoba memperoleh, menyeranksaa stau mencoba me--

ayerankan, menguasal, membawa, mempunyal persediaan padanya ‘

sty mempunyal ddlam miliknaya, wenyimpan, mengangkut, reaye

mounyikan, seduali banan peledak, yaltu berupa 100 seratus) ‘

uualy bow rakitan/bom babkar yang dilakukans deagan cara :

= Jadd bulan Jull 2001 terdakwa 1 adfadad PliCu. allas ==
wddsHAM lounls allas HambI, Cerdakva I1 adodeas “OuHalUDPEs
35Y allas W{DRE, Junus Pagalepl dan Marthen Juaing alias-
afdtrom bertempat diruman dXER WEMY JOUFGLDPY alias BERDY
LOUPALLY i Jl. Dr. #ayadoe Lorong Joker @b, 06/05 Kel. =
audi flatl ec. Jusaniwe Koti aAmbon meagumpulkan vahan-ba-
han dan peral <Ean uatuk merakit pahan peleduk |eals bom=--
Bukar, antara lain oerupa

= 12{ dua ovelus)oal korek api ;

- 1, 8dtu) Karton vbat oyamuk bdkar
- 3 5 setengah) kilopran paku ukuran 10 om

- Fipa pesi diameter 5 cw dan 6 em :

-~ nawat bendr4t, Kwal las ;

- Gargaji, Palu ;

- qesin las 1istriik ;

selanjutnys terdawwa [,II, Junous (anulepi dun dartuen --

Jdusling atias aestrom meiepas/mengikis belerang dard tiap

Biap buatang korex, wenumfuk obat ayam £ bukar hingga ===

; h"-i"l"u‘—l- LR R R
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filus, memotong pipa veudl diameter 5 om gaa 6 o deagan -
piajang masing-masing 12 cm serta memotong palu ukuran --
10 2m wenjadi ¢ cm kemudian beierang d : obat ayamuk di--
campur sedangken pipa besi dibelah kedua ujurgnya menjadi
Empat bagian dengan gergaji dan Ujung pipa beai yang saty
dilipat kedalsm kemudian di las dengan mesin listrik dap-
Pada badan pipa besi dilobangi sebagal tempat Aumbu, se--
lanjutaya bele=ung dan obat nyamuk bakar dimasukkaa keda-
Lam pipa pesi yany telah disiapkan tersebut b r'd ama=-sama -
dengan potoagan paku ukuran 4 cm 8ampai padat dan penuh -
kemmudian ujung plpa besi tersebut dilipat kedulam dan di-
lkat dengan kawat bendrat selanjutnya dipasang aumbu yang
terbudt dari bambu yang diisi belerang pada badan pipa --
besl yang telan dilodangl tersebut, maka Selesailabh pem—-
auatun/perdkitan satu buhan peledak Jeais bom bakar,
= Janwa dari 12 bal korek api, 1 karton cout nyamuk bakar,
<y»3 Kilogram paku ukuran 10 om, plpa besi dlumater 5 om
dan 6 cw, wawic bendrat, kawab Lag teraebul pars terdax
“d pernasil zemouat bom rakitas ataw tom bakar sejumlah
X ea.s pulun) buan dan Selurdonya telah diserankaq kKe-
pAda woder yemy youpatbty «Liss derby Luugutty.
= tada bulan . guatus 2001, terdakwa-l 433,004 (RIOLA ===

ildas 4 ASsllby Eablatld alias aakrl dengan 41 5antu oleh ==

Junus faale i daa Buarthen dusing alips Amstrom membuat
Liahi ool repdian ubdy bom biakar deagaa onan dia perala
t4n ancara Laln :
= M seabllan)nal werek upi ;
= 1{ <atu) kurlen ooat ayamuik oakar

= Yy 3(setenjan) silogram paku ukuran 12 oy 2

= ¢1pn besi dlumeter $ o dan 6 om

I bt s ualeis
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sdwat beadrat, kawat las
Gergaji; Palu ;
- vagin las-Listcilk i
jahwa d-iri bahan-pahan btersebut terdakwa-I bDerhasil mem-
cuatb/merakit bahan peledas jenls bow oakar dejumlan 40--
(empal puluh)buah dan selurubnya telah diserankan kepada
abner Wemy Loupatbty alias derty Loupatiy.
dahwa tujuan dari terdakwa I,II1, membualb/merakil bahan -
peledak jeania bom bakar adalah uatuk menjaga kampuag Eu-
da vati Kota Lmbon dari 2erungan masyarakat muslim,
duhwa Lerdakwa 1,11 dalam wembuat sesuatu bahun peledak-
vaitu jenis bom rakitan/bom bakar tersebut adalan dilaku
Kan tanpz hak karena tidak memliki izin darl pihak Ke——
palisimn wopunlik Indonmela,
Janwa bahan peledak jenis bom bakar yang diocuat/dirakit-
vleh terdakwa 1, terdakwa II tersetut telan digunakan -
olen keleompek J2oker pimpinan SERCY LuLUPADY dilam penye--
rungan ke Dess Porto dan Desa Haria serfa ;2ledakag bom-
di JL. Jan Fays poka ambon pada bulan april 2002, seba--
galmana Jerita aCura Pemeriksasaa Laboratoris kriminalis-
tik Jdarang Bukti gaban Feleuak vomer Lab: 283/pHE/2002---
tanggal 22 Jopenber 2002 yaag diouat dan ditanda tangani
oled Drs.ssff0 MafdsUDL,MsL, pangkat ajun Kopisaris Poli-
ai Arp.6910035 18, Po,Kepala Unil Kimia Foreaslk pada fa-—-
bordbtomium ¢oreanalk Polri Jabang makasar dan HaHAAT ——-
s4LiiH, pangkat drigadir polisi Dua ¥rp FTO60810, dintara-
alt galmetfor pada [aboratorium forensik Jabang Ma--—--
MAGAT .

1 erbuntan terdakwo=I, lerdakwa-=ll sebiygiimana diatur

jan diaacan pldass dalam pasal 1 ayat{1) UU se.12/Drt/19513

Fo Far patil e



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

]

fealTary. Uyst Subeiian nLLuanmjfc.u UL can 1Jd amy pLp3 OXET

Jiaeter 4 on din b oy Rawab oendrat, Wenok bas, garmill,

piiud, dun mesia lad Listyia.

- junws dari vahan-oibsa tersebut terdakwa | II, Junus (4
aalepd daa marthen yusing allas 4mstrom berhasil meme—-—-
suab sanan peledak Jeaid ovom rakitam/bem bikar sebanyal
uo (eaw pulun) ouan diruman oeoner .jedy Loapatby aliag =
Jerty woujutty dan delurun bom rakitan tersebut diambil
ulell ,vaer semy woupatty alida 4 =ly Leupatty.

- At aowlitur gudad Lgudtus 2000 Lerdaleda 1, Junus DHAR
Lol b dunlartiea yusing alias Jerty vupntly untulk memn-
guags Logrl pom dengun Sajudn Yaug S8 syl tu men)aga Ke-
Ldasn fuda watl gota ambon dari ssrangaa wargs muslim-
dungin menyediagas vanan-vahan 33a paralatan untuk Ke--
sentiagan pasblistan oom, intira laln berupa 3 sembilan)
Jul dWorwk apd, 1 atujsartea obat ayaudk sultar, 0, 5(se——
b oy ebadi Bt sk ukuras 10 om, plpa sedl diamglipre-

azs Wit O oamy Rl Dendraby KawaL L80, sergngily paiue
iaans b LlSLT .

Ll ai=0An nl SUrcQols e el o irahay (S
aolba el et ra g sbagw bl G eacs nalepl-
-l T e L Ead AWMZLrcHl DUre eeii oAt Jandn
. Lax jEma @08 pdoblanfo0nl 3844 J9D L i GX enpat—
o ) o an ALruNall g saeP deny LOUpItEY ASE s jerhy Lou-

L5¢ dan svaussin DdoE THAilag fersesut Jiarail olen & D=
er Ltmy ofupably acied jercy atupatiy.

- saawe pada oulda aprdl 2997 Jan oulda JEt A2 FiE: =
Gl oy GuUpdELy Tl sd JEeTRY Lou AT ey sy oplesinan

Compun - Kond(otinby Autha) sdguns Juds Sitd rota Aabay

dosanpiian bel takbtoafbon 9laar Brlhesad 8 pada junge—

d R Seaiealnire
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agapell dan marbtoed sYding dllasd emulron sl nelakogEn

treiedalin 41 JL. Jad Fays hota dpucd, ledaysfaimisn (@ Jesd

rorbo dan Jesa fdaria, yaag menimblzRen i bal ;

- add pel=duakan 41 Jl. Jan bays pobad diocil Siaggal 308 p-
ril A00¢ gy dipuab dian ditandatinga:ai oleh 408,45 01nyU-
Mardidl gl L dRuEat Aluyg Komisaris forial §opSPR00IFES
Fo o aepels Unit Kimia Porensin pada Aauuerurium Forensis
folri lavsng Jaxkasar dao Rahmad daleh Faoggkat drigedir—-
Polizsi pua gry. 7760810, dintare Unie dalmebfor pada -
forancik Jabung Makasair,

- vads peayerdngan Re desa Porto dan desa paria meagaki—
batkaa 3 tiga)orang warga desa dari mepiaggal dunia ——
yabbu aGUSE1HES Lo MG olRlah, AGUSTINUS SAHIMOLE, PIELER
HANURU MU s desual surat keterangan rensblap duri pepala-
Jesa daria J A HaANUAULU domer 3 474/479 tanggal 20 De--
semoeD ful2; 10 saly) orang warga desf parla deaderita -—-
luka berval yaitu Juliey MANSUEUTU sesual Tisupm =& Repers
tum Ro.02/MmSU iz Bt Rep/1/2003 banggal 4 caanuarl 2003-
P diouat dan ditanda faagan] olek dokter Johrgls ——-
Faranean, dokter pada 30 saparua Maluke leagab § 14-——-
{empat belasg; mumti pendudolk desa .(4riz terbalkdr gesu.al
feribe ACaTd L omeriksaan lMempat Kejadian ]l erwiprs LAOK--
gial 3 omaey 2002 akioalbl ledapgsag bom yaag disust daEa ditan
dataacaglelen paayidia Iy o ¥O04,. abfa adldegl pada dol-
ek Jagarua, [ oaba didwoll darli cepkat perkars an. Pdd,
Marthen Jusiog alias piidErom daa [ Ow«J s !'sill:ilepi:l .

LBt L oedagsth 1, L] Jedopudoriny dbitnr dancgie—=
wieds ped end pamal 167 Ke=3 @l idanse Jo pusal 56 AyaL --

T S R, 2

Enbnosas,  basees abes serat dekwsan terssoub 01labaa,
§ s H

Fobsaanngl ou e s
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- HORSEAUL JUikla para lerdaicwa telin mengajukan Eksepal-
(keberutan) terbanggal 20 Faret 2003 yang pada pokoknya
tenyatakan sUrat Jakwaan Fenuntut Umum tLdak Jelas atay
Lbdeuur ulvelll, 3eningga dengan demikian menjadl batal
dend Hugum,

ndipua alilacaya adalab gurat dakwoan [akss Yanunbut Hm
Umum bersifail komulabif, namun didalap fumuaan uraian =
#eruuatun yang dilakukan lerdakwa 1 dan lerdakwa 11 ada
ko perbuitas Jamarloop ( berbahaya) tau aentisyaratian
perblatan serkelaajulia, seninguu Semosbiaya 3ihubunge-
win deapad pasal 64 KUKE, seniugia dengau dentldan Dak
“aan Lerseout tidak jelaa ;

Healubing, banwa koberatun/ekuepsi Peowsehat Huku
turdakwa tersebutb, telah ultangpapl Jakaa Fenuntut Unum-
tertanggal 26 Maret 2003 yang pada polkokayn tetap pada--
sl fat dAadwasn ;

Healmbasg, bahws sebelah meneliti loi Uralian aueat
larwitan Jaksa Feaunatut Umun, sake sudah jelns bohwe syee
Lan dukwuRn tersebul berupa dakwnan Kowulstil Judlfy »
Eeaalu ; b aal 1 ayat{ 1) wu Ho.12/0r8/13951 jo pasal 55--

dyat (1) se=te gdidpidina ;
Audua : Padal 87 ge-3 KU idana Jo pasal 56 ayat (1)==
fUHP tdana ;

denimvany, Lahwa kelentuan dalam berkas perkara ==
Lidy bara serdakwa didakwa Jaksa resuntut Cmum GECATU --
AOMULZLIL Jebagatmana terdebut diatas, karena dipandang-
dadlug-masling perouatin terdebut terseut berdiri seadi-
ri Eggf;qruuf~ru+lu}.buhun Sedbagal perbuataa yang dite--
Euiing :ﬁeu.:gaimnn.z-yamg dimaksud dala: pasal 64 KUEP ;

nenimbaag, sanwa kewendngan Jaksa Penuntut Umam —-

/ mengabuagkan .....
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mengabungkan perkara seperti halnya perkara lal bailk komu-
lasi obyektif mdaupun subyektif diatur didalam pasal J41---
EUiF, Kewenangan sebalixaya berupa pemecah-mecah berkas --

L
—

perkara (3dplistsing) juga dimiliki oleh Jaksa FPeountut ---

Umum &sddiah (vide pasal 142 EUHF) baraag teatu semuunya di

batasi peraayaratan-persyaratan yang ditentuxan cleh Pef--
Jidang-unddangan

#enimbang, bahwa apabila ditelitl surat dakwaas bagi
. Para ferdakwa ini, juga mempernatikan splitsing dari Ter—
dakwa-lerdakwa lainnya y=ng disidaaghkan seciara tersendiri-
darl pada lerdakwa JURUS TAHALEEY dan M.AMREA WUSING allas
ANMLIRODN 3

Menlmbang, bahwa berdasarkan uralan diatas, maka ---
ienasehat bukum tidaklan pada tempatnya memasalahkan Surat
gulwisan ini diasggap tidak jelas karens tidak memasukkan -
pasal mw_ tetang perbarengan atue lamenloep, -—
adrena tetibtang hal inl justry sudah mepmasuki pokoek materi-
persara, yang Lbeatunya alkan diperiesa dalam persidangan

senimbiaz, batwa mhajelis gakim memandang Surat Dak--
waan Jaksa Pepuntut Umum Selan pemenubhi persayaritan ge-——
ningga sural Dakwaao sebugalmana Ketentuan pasal 143 ayat-
{2) pmuruf a d=a b XURir, seningga dengan desikiun Eksepsi-
Feaasenat Hudum Fara lerdakwa hazus ditolak

venimbang, bunwa sesual Keteutuan pusal 156 [UHAE, —
Wwaks pemsrikaazan gerkura inil diprictahkan uyatux dilanjut--
san

neaglogat nukum yang berlawu dou tndang<Undiang yaag-
bersaanglutan ;

MENGADI LI

- qeayatakan memolak Liepil Yenasehat dukum §ara derdalova;

{ memeridtahkan, i
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= demerintankaa agar pemerikaaan terhilap Zara fer-
dakwa dilanjutkan
venlkiaalan perkara {ni dipotuskaa dalam rapat mus-
Juwaran rajelis fakim Pengadilaa n Egeri Jakarta Utara pada
BATYL ; JSelasa, taaggal 1 april 2303, ecleh kami . Ho My =
Salla, OH, dHebegal {akim £etua, =DdY #IBISON0, SE.SH.MH, —
dan JalaLUDDIN, Sii, masing-maaing sebagaf dakimHakim =e==
#fggota, putusan mana diucapkan pada hawi itu juga dalam -
Sldang yang terbuka untuk umum olah Hakim Ketua tersebut--
Aerta dibaatu oleh KY.adlIJE SaLiLx SAMPE, sebagai Fanite-
Ty Fengganti Fengadilap Hegeri terasebut dengan dihadiri --
olen : AORA NOLNOBHIIOE,3H, Jaksa Peauntut Umum pada Kejak
saikn segeri Jakarta Utara dan Perat l'exrdakwa serta Fuasp--

Hukum para serdakwa, -

BAKIM .HGGL 24,

TEHA u'.'HGGHgiTI.
{”-—

i

( dY ARTDIR SaLsLE SAMFE .-

-
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Momor ; 207/ Pad /B 7 2003/ PN. Jkt Tt

Penpadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara —

perkara prdana dengan Acara Pemenksaan Biasa telah menjatuh kan putusan

dalam perkara atas nama terdakwa ¢

i

[L

Nama Lengkap

Tempat lahir

Umur { tangpal lahir

Jenis kelamin
Kehanpsaan

Tempat tinggal

Aprama
PPekerjaan

Pendidikan

MNama Lengkap
Tempat lahir

Llmur / tanggal lahir |
. Laki- [aki

Jenis kelamin
Kebangsaan

Tempat tingypal

Agama
Pekerjaan

Pendidikan

PENATANAN :

Terdakwa 1

 ABRAHAM TARIOLA alins ABEAHAM PELAUW

alias HAMPI

' Pelauw.

33 tahun/ | 7 Desember 1969,

¢ Laki- faki .
- Indonesia

. Kelurahan Mangga dua Kecamatan Nusaniwe

Kota Ambon Maluku,

¢ Kristen Protestan |

: Pengemudi

5D ( Kelas 3 )

. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE

. Tuhala Kecamatan Saparua

19 tahun 7 27 Apnl 1983,

. Indonesia

Diesa Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten

Maluku Tenpah

' Kristen Protestan
: Tidak bekerja.

oMU (Kelas 2)

Penyidik, sejak tangpal 21 Oktober 2002 &/ d tanggal 09 Nopember 2002

Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tingg Maluku, sejak

tangeal 10 Nopember 2002 s/d tanggal 19 Desember 2002 ¢
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» Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negen Ambon, scjak
tanggal 22 Desember 2002 s/d tanggal 20 Januan 2003 |

s Penuntut Umum, sejak tangeal 20 Januari 2003 s/d tangeal 08 Pebruan
2003,

* Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negen Jakara Utara,
sejak tanggal 09 Pebruan 2003 s/d tanggal 10 Maret 2003.

» Majelis Hakim Pengadila n Negen Jakarta Utara, sejak tangpal 27
Plebruari 2003 s/d tanggal 29 Maret 2003;

* Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negen Jakarta Utara, sejak
tanggal 30 Maret 2003 s/d tanggal 29 Mei 2003;

* Perpanjangan Penahan Ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak
tanggal 30 Mei 2003 s/d tanggal 28 Juni 2003; :

* Perpanjangan Penahan Ke- 11 Ketua Pengadifan Tinggi DKI Ji kana sejak
tanggal 29 Juni 2003 /d tanggal 28 Juli 2003,

Te wa l

= Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2002 /d tanggal 11 Nopemben 2003,

= Perpanjangan Penahan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sejak
tanggal 12 Nopember 2002 s/d tanggal 21 Desember 2002;

«  Perpanajan Penahanan oleh  Ketun Pengadilan Negen Ambon, sejak
tanggal 22 Desember 2002 s/d mangpal 20 Januan 2003,

= Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2003 s/d tangeal 08 Pebruar
2003,

* Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakart Utara,
sejak mnggal 09 Pebruari 2003 s/d tanpgal 10 Maret 2003,

*  Majelis Hakim Pengadilan Negen Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Pebruan
2003 s/d tangpeal 29 Maret 2003,

*  Perpanjangan Penshanan oleh Ketua Pengadilan Negen Jakarta Utara,
sejak tanggal 30 Maret 2003 s/d tanggal 28 Juni 20003,

*  Perpanjangan Penahan Ke- | Ketua Pengadilan Tinggr DKL Jakarta sejik
tanggal 30 Mer 2003 s/d tanggal 28 Jul 2003,

= Perpanjangan Penahanan Ke-1l Ketua Pengadilan Tinggi DKl Jakarta
sejak tanggpal 29 Juni 2003 s/d wnggal 28 Jul) 2003,
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Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum dan
P'os Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negen Jakarta Utara, sesual
dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2003,

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah  membaca berkas perkarm dan segala surat-sural  yang
berhubungan dengan perkara ini |

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa:

Telah mendengar Tuntutan Pidanan dari Jaksa Penuntut Umum dengan
surat Tuntutan No.Reg Perk.: PDM-20/JKT/Ep.2/02/2003, vang dibacakan
dipersidangan tanggal 18 Jui 2003, yang pada pokoknya schagai berikul

I, Menyatakan terdakwa | ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM
PELAUW alias HAMPI dan terdakwa (I ANDRFAS POLHAUPESSY
alas ANDRE terbukti secars sah dan meyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan tindakan pidana

*  Secara bersama-sama tanpa hak membuat sesuatu bahan peledak, dan

* Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan membukar dan
menjadikan letusan dan dapat mendatangkan baha bagi orang lain dan
ada orang mati akibat perbuatan 1w,

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . ABRAHAM TARIOLA alias
ABRAHAM PELAUW alias HAMP| dengan pidana MATI dan terdakwa
[l. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE ¢ ,agan pidana penjara
SEUMUR HIDUP dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa -

* | (satu) buah Bom rakitam,
* | (satu) lembar foto sepeda motor Vespa;
* | (satu) lembar foto becak,

* 6 (enam) potong-potongan paku,
* 7 (twyuh) serpthanflempengan besi;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa LUKAS BREMER:
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4 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara -

Telah mendengar  Pledooi/Pembelaan dani Para Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa, yanga pada akhimya memohon agar

Majelis Hakim memutuskan:

I. Menyatakan Terdakwa | ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM
PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa 1T ANDREAS POLHAUPESSY
alias ANDRE tidak terbukti sccara sah dan menyakinkan melakukan
tindak pidana pada dakwasn Kesatuan dan dakwaan Kedua. untuk itu
membebaskan Terdakwa |. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM
PELAUW aliss HAMPI dan Terdakwa Il ANDREAS POLHAUPESSY
alian ANDRE dari dakwaan tersebut

2. Menyalakan membebaskan Terdukwa | ABRAHAM TARIOLA dan
Terdakwa [I. ANDREAS POLHAUPESSY dan tahanan;

3. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa | ABRAHAM
TARIOLA dan Terdakwa Il. ANDREAS POLHAUPESSY:

4. Menyatakan membebankan biaya perakara kepada Negara;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik  Para
Terdakwa dan Penasihan Hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap pada

luntutan dan Pledooinya masing-masing,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwa
Jaksa Penuntu Umum sebagaiman dalam Surat Dakwaan No.Reg Perk ‘PDM-
20WJKT/EP.2/02/2003  tertanggal 14 Pebruari 2003, yang isi selengkapnya
sebapan berikut: a -

KESATU ;

Bahwa mercka terdakwa LABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM
PELAUW alias HAMPI, terdakwa 1L ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE
buik bertindak sendiri-sendin maupun bersekutu satu sama lainnya bersama-sama
dengan JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG
(perkara disidangkan tersendirt), pada hari dan tanggal vang tidak dapat
ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Juli 2001 bertempat dirumah ABNER
WEMY LOUPATTY alias BERTI LOUPATTY di jalan DR KAYADOE Lorong
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Coker RT.006/Rw.05 Kel. Kudamati Kee, Nusamiwe Kota Ambon atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih lermasuk dalan dacrah hukum
Pengadilan  Negeri Ambon, akan tetapi Pengadilan Negen Jakaria Ulara
dinyatakan berwenang untuk memenksa dan mengadili perkaranya sesuai denga
pasal 85 KUHAP, telah melakukan perbuatan tanpa hak membuat, menerima,

mencoba _meperoleh, menyerahkan alau mencoba menyerahkan, menguasai,

membawa, mempunyal persediaan padanya atau mcmpun}'_ui dalam miliknya,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu bahan peledak yaitu berupa
100 sgratus) bush Bom rukitan/B bakar yang dilakukan denga's cara -

% Pada bulan Juli 2001 terdakwa [. Abraham Tariolah alias Abraham Pelauw |
alias Hampi, terdawka 11 Adreas Polhaupessy alias Andre, Junus Taalepy dan |
Marthen Wusing alias Amstrong bertempat diruamah Abner Wemy Loupatty |
alias Berty Laupatty di JI Dr Kayados Lorong Coker Rt006/05, Kel
Kudamati Kec Nusaniwe Kota Ambon mengumpulkan bahan-bahan dan
peralatan untuk merakit bahan peledak jerus Bom Bakar, antara lain berupa .

* 12 {dun belas) bal kore api:

* | {satu) karton obat nyamuk bakar:

= (.5 (setengah) kilogram paku ukuran 10 cm ;
*  Pipa besi diameter 5 cm dan 6 ¢m,

« Kawat bendrat, kawat las,

* Giergaji, pali;

*  Mesin las listnk

Selanjutnya terdakwa [, 1l, JUNUS TANALEPY dan Marten Wusing ahas
Amstrong melepas/mengikis belerang dan tiap-tiap batang korek api, menumbuk
obat nyamuk bakar hingga halus, memotong pida besi diameter 5 cm dan 6 cm
dengan panjang masing-masing 12 cm, serta memotong paku ukuran 10 cm
menjadi 4 cm kemudian belerang dan obat nyamuk bakar dicampu, sedangkan
pipa besi yang satu dilipat kedalam kemudian dilas dengan mesin las listrik dan
pada badan pipa besi dilobangi sehagni tempat sumbu, selanjutnva belerang dan
obat nyamuk bakar dimasukkan kedalam pipa besi yang telah disiapkan tersebut
bersama-sama dengan potongan paku ukuran 4 cm sampai padat dan penuh
kemudian ujung pipa besi tersebut dilipat kedalam dan diikat dengan bendrat pada
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badan pipa  besi  yang telah  dilobangi  tersebut, maka selesailah
pembuatan/perakitan satu bahan peledak jenis bom bakar,

< Bahwa dari 12 bal korek api, | karton obat nyamuk bakar, 0,5 kilogram paku
ukuran 10 cm, pipa diameter 5 cm dan 6 cm, kawat bendrat, kawatlas tersebut
para terdakwa berhasil membuat bom rakitan atau bom bakar sejumlah 60
(enam puluh) buah dan scluruhnya telah diserahkan kepada ABNER VEMY
LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY ,

< Pada bulan Agustus 2001, terdakwa [ ABRAHAM TARIOLA alias
ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan dibantu olch JUNUS
TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTRONG membuat lags
bomn rakitan atau bom bakar dengan bahan dan peralatan antara lan:
* 9 (sembilan) bal korek api
= | (satu) karton obat nyamk bakar,
= 0,5 (setengah) kilogram paku ukuran [0 cm |
* Pipa besi diameter 5§ em dan 6 cm |
= Kawat bendrat, kawat las ,
*  Gergaji, palu,
*  Mesin las listrik
< Hahwa dari bahan-bahan tersebut, terdakwa | berhasil membuat/merakit bahan
peledak jenis bom bakar sejumlah 40 (empat puluh) buah dan seluruhnya
telah diseruhkan kepada ABNER WEMY LOUPATTY alins BERTY
LOUPATTY .
< DBahwa tujuan terdakwa |, Il membuat/merakit bahan pelrdak jenis bom bakar
adalah untuk memaga Kampung Kudamati Kota Ambon dan serangan
masyarakat muslim ;

0
'P.i-

Rahwa terdakwa LIl dalam membuat sesuatu bahan peledak, yaitu jenis bom
rakita’bom bakar tersebut adalah dilakukan tanpa hak karena tidak memimiki
izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia ,

<+ Bahwa bahan peledak jenis bom bakar vang dibuat'dirakit aleh terdakwa [,
terdakwa Il terscbut telah digunakan oleh Kelompok Coker pimpinan BERTY
LOUPATTY dalam penyerangan ke Desa Porto dan Desa Hana serta
peledakan bon di JI. Jan Pays Kota Ambon pada bulan Apnl 2002, scbagai
mana Berita Acara Pemenksaan Laboratoris Kriminalistik Bamng Buku
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Bahan Peledak Nomor Lab : S80/BHF/2002 tanggal 22 Nopember 2002 yang
dibuat dan ditanda mngani oleh Drs WAHYU MARSUDI, Msi, Pangkat Ajun
Komisaris Polisi Nrp.69100378, PS Kepala Unit Kimia Forensik pada
l.aboratoriom Forensik Polri Cabang Makasar dan RAHMAD SALEH,
Pangkat Brigadir Polisi Dua Nrp. 77060810, Bintara Unit Balmetfor pada
laboratorium Forensik Cabang Makasar |

Perbuatan tertakwa [, terdakwa Il sebagaimana duatur dan diancam pidan
dalam pasal 1 ayat (1) UU No.12/Dri/1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke ~le KUH
Pidana ;

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa [ ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAMN
PELAUW alias HAMPI, terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY alias
ANDRE baik bertindak sendiri-sendin maupun bersekutu satu sama lainnya
bersama-sama dengan ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY,
JUNUS TANALEPY, MARTHEN WUSING alias AMSTRONG (perkaranya
disidangkan terpisah) pada hari dan tanpgal vang tidak dapat ditentukan lagi
dengan pasti antara bulan Apnl 2002 sampai dengan bulan Mei 2002 atau setidak-
tidaknya ads suatu waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Desa Porto, Desa
Hana dan di JI Jan Pays Kotan Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempal
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, akan
fetapn Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan berwenang untuk memeriksa
dan mengadili perkarmnya, dengan sengajn membantu melakukan kejahatan,
menjadikan letusan dan perbuntannya ity dapat mendatangkan bahaya maut bag
orang lain dan ada orang mati akibat perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara
sehagan berikut

<= Bahwa sckitar bulan Juli 200], terdakwa 1, II, JUNUS TANALEPY,
MARTHEN WUSING alias AMSTRONG (perkaranya  disidangkan
tersendin), menenima penntal dann ABNER WEMY LOUPATTY alias
BERTY LOUPATTY untuk membunt bom rakitan dngan tujuan menjaga
keamanan Kampung Kudamati Kota Ambon dari serangan Warga Muslim
dengan  menvediakan  bahan-bahan  serta  peralatan  untuk  kepentingan
pembuatan bom tersebut, antra lain berupa
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* 12 (dua belas} bal korek api, | (satu) karton obat nyamuk bakar, 0.5
(setengah) kilogram paku ukuran 10 cm, pipa besi diameter 5 cm dan 6

cm, kawat bendrat, kawat las, gergaji, palu, dan mesin las listrik:

Bahwa dari bahan-bahan tersebut terdalowa LII, JUNUS TANALEPY dan
MARTHEN WUSING alais AMSTRONG berhasil membuat bahan peledak
jenis bom rakitan/bom bakar sebanyak 60 (enam puluh) buah di rumah
ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY dan seluruh bom
rakitan tersebut diambil oleh ABNER WEMU LOUPATTY alias BERTY
LOUPATTY; )

Bahwa sekitar bulan Agustus 2001, terdakwa I, JUNUS TANALEPY dan
MARTHEN WUSING alias AMSTRONG menerima perintah da.i ABNER
WEPY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY untuk membuat lagi bom
dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga keamaan Kampung Kudamati Kota
Ambon dari serangan warga Muslim , dengan menyediakan bahan — bahan
dan peralatan untuk kepentingan pembuatan bom , antara lain berupa 9 (
sembilan ) bal korek api , 1 ( satu) karton obat nyamuk bakar _ 0.5 ( setengah )
kilogram paku ukuran 10 c¢m , pipa besi diameter 5 em dan 6 cm, kawat
bendrat , kawat las , gergaji palu, dan mesin las listrik :

Bahwa dari bahan — bahan tersebut terdakwa [ | ABRAHAM TARIOLA alias
ABRAHAM PELAUW alias HAMP! , JUNUS TANALEPY dan MARTHEN
WUSING alias AMSTRONG berhasil membuat bahan peladak jenis bom
rakitan / bom bakar sebanyak 40 ( empat puluh ) buab dirumah ABNER
WEMY LOUPATTY alias BERT! LOUPATTY dan scluruh bom rakitan
tersebut diambil oleh ABNER WEMY LOUPAT TY alias BERTI
LOUPATTY ;

Bahwa pada bulan April 2002 dan bulan Mei 2002 Sdr ABNER WEMY
LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY selaku pimpinan Kelompok Coker (
COWOK KEREN ) Kampung Kudamati kota Ambon membagikan bom
rakitan / bom bakar terscbut kepada JUNUS TANALEPY dan MARTHEN
WUSING alias AMSTRONG untuk melakukan peledakan di JI . Jan Paya
Kota Ambon, Penyerangan ke Desa Porto dan Desa haria vang menimbulkan
Akibat :
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* Pada peledakan di JI Paya Kota Ambon tanggal 3 april 2002 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Drs. WAHYU MARSUDI » Msi Pangkat Ajun Lomisaris
Polisi Nrp 69100378/PS/ Kepala Unit Kimia Forensik pad Laboratorium
Forensik  Poln Cabang Makasar dan RAHMAT SALFH Panpgkat Bridadir
Polisi Dua Nm. 77060810, Bintara Unit Balmetfor pada Laboratorim Forensik
Cabang Makasar,

* Pada penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria mengakibatkan 3 (tiga)
orang wargn des Hana meningpal dunia yaitu AGUSTINUS LATUPEIRISA,
AGUSTINUS SARIMOLE, PIETER MANUHUTU, sesuai surat keterangan
kematian dari Kepala Desa Haria J M MANUHUTU, Nomor 474/479
tanggal 20 Desember 2002, | (salu) orang warga desa Haria menderita luka
berat yaitu WELLEM MANUHUTU sesuai Visum Et Repertum No.
12/RSUMVIs EL Rep/2003 tanggal 4 Jaunan 2003 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dokter Johanis Paranua, dokter pada RSU Saparua
Maluku Tengah, 14 (empat belas) rumah penduduk desa Haria terbakar sesuai
Benta Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tanggal 9 Mei 2002
akibat ledakan yang dibuar dan ditandatangani oleh Penyidik IPDA Pol
EDYA AKIHARI pada PolsckSaparua. (data diambil darj berkas perkara
an. Tdw Marthen Wusing Amstrony dan Tdw Junus Tanalep) |

Perbuatan terdakwa I, 11 sebagnimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
187 ke-3 KUH Pidana jo pasal 56 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penunrut Umum tersebut
diatas, Penaschat Hukum Pura Terdakwa mengajukan eksepsi tertanggal 20 Maret
2003 dan telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 [ 1aret 2003,
selanjuinyn Majelis Hakim Menjatuhkan putusan sela vang dicantumkan sebagai
berikut

MENGADILI

*  Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa ;
*  Memerintahkan agar pemeriksadn terhadap para Terdakwa dilanjutkan ;
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* Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam kasus pembuatan bom
bersama para terdakwa;

* Bahwa saksi tidak pernah lihat para Terdakwa membuat bom dan saks
Juga tidak mendengar aa perinsh dari BERTY LOUPATTY untuk
membuat bom;

*  Bahwa saksi mendengar berita kerusuhan 1ty dari orang-orang sekampuny;

* Bahwa saksi tidak mendengar adanya peledakan di Kola Ambon dan saksi
Jjuga tidak tahu JI. Pays di Kota Ambon;

* Bahwa tidak benar para Terdakwa yang membuat bom:

_n AN ali

* Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapt akan tetapi tidak mempunyai
hubungan keluarga

* Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang diberikan saksi
semuanya tidak benar saksi diancam akan dipuku,

* Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yung membuat bom;

* Bahwa dilingkungan tempat tinggal saksi pernah ada ancaman dari warga muslim
akan tetapi ancaman itu tidak terbuti ada;

* Bahwa tidak besar para terdakwalah yang membuat bom

4. JONAS LATUHERLJ (saksi Verbalisan)

*  Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia:

* Bahwa benar saksi telah memeriksa BERTY LOUPATTY yang waktu ity ia
didamping; Pengacaranya,

* Bahwa pada wakty pemeriksaan BERTY LOUPATTY selesai menanda tangani
hasil pemerniksaan tanpa ada kekerasan atau pemukulan;

¢ HBahwa saksi memeriksa BERTY LAUPATTY pada tangeal 22 Nopemer 2002
mulai jam 15.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIE. -

5. HE HUW ksi Yerhali

* Bahwa saksi memenksa para terdakwa pada hari senin tanggal 20 Okiober
2002
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Bahwa pama terdakwa diperiksa schubungan dengan pembuatan bahan
peledak berupa bom rakitan/bom bakar,

Bahwa pada waktu dipenksa para terdakwa didampingi Penasihat Hukum,
Bahwa pada waktu diperiksa para terdakwa menjawab sendini dan tdak

ada ancaman atau kekerasan,

Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh pam terdakwa yang ditanda

tangani tanpa ada kekerasaan ataupun ancaman,

* Bahwa tidak benar para terdakwa menandatangam kertas kosong  saat
dilakukan pemeriksaan;

= Bahwa saal diperiksa Terdakws | membenarkan adanya tindakan

pembuatan bom bulan Juli dan Apustus 2001,

Bahwa terdakwa | menerangkan total bom yang dibuat seluruhnya ada 102

buah bom rakitan,

Bahwa saksi tidak pernah mengambil barang apapun atau menyita barang

bukti dan tanpan para terdakwa,

s Bahwa saksi kenal dengan terdakwa | ABRAHAM TARIOLLLA
alian ABRAHAM PELAUW alins HAMPI sebagai sopier anghot dan
kenal dengan Terdakwa 1l ANDREAS POLHAUPESSY  alias
ANDREAS di Ambon pada tahun 2000,

*  Bahwa saksi tidak tabu apa kegiatan para terdakwa oleh karena tidak
tingeal bersama,

» Bahwa saksi melihat para terdakwa di Mabes Poln ketika diperiksa
oleh Polisi .

»  Bahwa saksi mengetahui para terdakwa disuruh 1anda mngan dan saksi
tidak (ahu apa yang di tanda tangani oleh para terdakwa;

» Hahwa saksi tidak tahu para terdakwa membuat bom;

Memimbang, bahwa atas keteranpan saksi ABNER WEMY LUPATTY
alias BERTY LOUPATTY, MARTHEN WUSING alias AMSTRONG, JUNUS
TANALEP] para terdakwa membenarkannya, dan atas keterangan saksi JONAS
LATUHERU, HELMI HUWAE para terdakwa menyangkal,
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Menmmbapg,  bebwa  Terdokwa LABRAHAM TARIOLA  aliss

ABAARAM PEL AUTW plipe HAND. piemer PETRIEDZET TAlEs am i Tgn

keterangan vang pada pokoknmya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I, menolak semua keterangannya di ABP (Berita Acara
Pemeriksa) ditingkat Penyidik:

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak benar:

Bahwa isi BAP bukan keterngan dari Terdakwa 1 karena Terdakwa |
hanya dipaksa untuk tanda tangan:

Bahwa Terdakwa I hanya mengenyam pendidikan sampai dengan Kelas 2
SD (Sekolah Dasar) dan Terdakwa [ tidak dapat membaca dan menulis;
Bahwa Terdakwa | sudah bekerja sebagai sopir angkot dengan jalur
Kudamati;

Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 1996 karena
isteri Terdakwa | satu kampung dengan Terdakwa I,

Bahwa Terdakwa I bukanlah anggota kelompok Coker karena Terdakwa |
tinggal di Mangga Dua:

Bahwa Terdakwa I tidak pernah membuat bom;

Bahwa dari tangan Terdakwa 1 tidak perah ada yang disita sebagai
barang bukii;

Bahwa terdakwa [ tidak mengakul semua barang bukti vang diajukan di
depan persidangan;

Bahwa Terdakwa | belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa II ANDREAS POLHAUPESSY aligs

ANDRE dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai bertkut:

Bahwa Terdakwa Il mencabut dan menolak semua keterangannya di BAP
(Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik oleh karena dibuat dibawah
tekanan dan penyiksaan:

Bahwa Terdakwa II dipaksa untuk tand tangan di BAP;

Bahwa Terdakwa II tidak pernah membaca BAP karena tidak diijinkan ;
Bahwa Penyidik juga tidak pernah membacakan di depan Terdakwa [1:
Bahwa Terdakwa II diperisa untuk mengakui perbuatan yang tidak pemnazh
Terdakwa II lakukan;
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= Bahwa akibat penyiksaan di polisi Terdakwa Il sempat mendenta sakit
selama 3 (tiga) hari:

= Bahwa terdakwa Il memang tinggal di Desa Tuhaha Saparua;

* Bahwa Jarak anatara Desa Tuhaha dengan Desa Porto dan Desa Hana
sangat jauh;

» Bahwa Terdakwa [l buka Anggota kelompok Coker karena Terdakwa II
tidak tinggal di lingkungan Coker,

= Bahwa Terdakwa Il tidak pernah membuat atau merakit bom;

» Hahwa dan tangan Terdalkwa II tidak ada barang sesuatupun yang disita
Polist; z

» Bahwa Terdakwa II tidak pernah diperiksa di Polda Maluku tetapi
Terdakwa [T diperiksa di Mabes Polri Jakarta;

= HBahwa Terdakwa 1I mengetahi adanya penyerangan Desa Porto ke Desa
Haria dari berita di Televisi,

* Bahwa Terdakwa Il tidak mengakui barang bukti yang diajukan di depan
persidanpan;

* Bahwa Terdakwa II tidak permah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh

Jaksa Penuntut Umum yang berupa,

» 1 {satu} buah bom rakitan;

* 6 (enam) buah potongan paku;

* 7 (tujuh) lempengan/serpthan besi;

= 1 (satu) lembar foto sepeda motor Vespa,

= | (satu) lembar foto becak:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkal uraian dalam putusan ini,
maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam
berita acara sidang dianggap telzh termasuk dan dipertimbangkan pula dalam

putusan ini,

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim sampat pada pertimbangan dan
pembuktian tindak pidana mana yang terbukti dan siapa pelaku tindak pidana
tersebut.  Apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung
jawaban pidana sesual dengan pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut
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Umum seperti dalam surat dakwaan, hal ini akan ditinjau dalam pertimbangan

dibawsah ini;

Memmbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melokukan
tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal dan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum, setidak-tidaknya didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah dan dari
bukti-bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah sebapai pelaku tindak pidana
(vide pasal 183 KUHAP), :

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP di
dapat dari : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, ¢. surat, d. petunjuk dan e.
keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yan didakwakan
kepada, kecuali disertai dengan suatu alat bukt yang sah lainnya (vide pasal 185
ayat (2) jo ayat (3) KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum pada pertimbangan tentang unsur-unsur dari
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum vang perlu digaris bawahi terlebih dahulu
adalah bahwa saksi-saksi ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY
MARTHEN WUSING, YUNUS TANALEPI dan kedua terdakwa ABRAHAM
TARIOLA dan ANDREAS OPHAUPESSY didepan persidangan mencabut
semua keterangan yang diberikan didepan Penyidik dengan alasan bahwa
keterangan tersebut disampaikan karena mendapat tekar.n dan paksaan dan
penyidik, sehingga para saksi dan para terdakwa karena tidak tahan lagi terhadap
penyiksaan yang biasa dilakukan ialah hanya membenarkan kemauan dan
keinginan dan penyidik;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 163 KUHAP maka
yang menjadi persoalan adalah apakah pencabutan keterangan para saksi dan
terdakwa dipandang beralasan menurut hukum apakah tidak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterngan Verbalisan
yang memeriksa para saksi dan para terdakwa yaitu J. LATUHERU dan HELMY
HUWAI yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa
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saksi dalam memenksa para terdikwa maupun para saksi, tidak melakukan
paksaan, tekanan maupun ancamarn, tapi BAP itu dilakukan dengan tanya jawab,
pada setiap pertanyaan yang dibua! penyidik saksi dan terdakwa menjawab
dengan bebas tanpa pengarahan, bahkan sebelum BAP tersebut ditanda tangam
para skasi dan para terdakwa telah membaca secara teliti lalu membubuhi tanda
tangan pada BAP tersebut;

Menimbang, bahwa Majehis Hakim mempercaya dan  menyakim
kebenaran kedua saksi Verbalisan tersebut yang telah membenkan keterangan
dibawah sumpah dipersidangan dan oleh karena it penyangkalan-penyangkalan
pencabutan maupun penarikan keterangan para saksi dan pam terdakwa didepan
penvidik sebagaimana tertuang didalam BAP dipandang tidak beralasan dan

karenanya harus dikesampingkan |

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis tersebut diatas didasarkan
pada fakta bahwa alasan adanya penyiksaan-penyiksaan dan tekanan-tekanan
dipandang tidak terbukti pada diri para saksi dan para terdakwa . Para saksi yang
juga sebagai Para terdakwa dalam berkas [ain mempunyai kepentingan yang
kental terhadap proses peridangan atas perkaranya masing-masing, sehingga
membenkan keterangan yang saling menguntungkan satu sama lan diantar

mereka;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yunsprudens: tetap MARI antam
lain dalam putusan No. 6 K/Kr/1961, putusan No. 44 K/Md/1984 memuat
kedalarm hukum bahwa @ pengakuan terdakwa diluar sidang vang kemudian
disidang Pengadilan dicabul tanpa alas an yang berdasar merupakan peiunjuk
tentang kesalahan terdakwa (wvide M. Yahyva Harahap, 5H Pembahasan

Permasalahan dan pencrapan KUHAP jilid [1 halaman 850 s/d 861),

Menimbang, bahwa terdakwa | don terdakwa ] telah didakwa melakukan

Tindak pidang sebagnimana diatur dan disncam pidana
KESATU Pasal lnyat (1) UL No 12/Det/ 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
KEDUA  Pasal 187 ke -3 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP,

Memimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan Jaksa Peénuntut

Umum berbentuk kumulatifipenggabungan, maka Majelis Hakim  akan
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mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut, dengan terlebih dahulu tentunya
dakwaan kesatu pasal | ayat (1) UU No. 12/Drt. 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke -1
KUHP yang mengandung unsur-unsur schagai berikut:

l. Barang siapa _

2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan,
atau  mencoba menyerahkan, menguasai, membawah [LEmpunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyembuyikan
sesuatu bahan peledak:

3. Mereka yang melakukan dan turut melakukan serta melakukan perbuatan;

AD 1 Barany siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa"menurut maknanya adalah siapa
saja dan dikaitkan dengan stelsel Hukum Pidana menunjuk pada setiap orang
yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan scbagai subyek hukum pidana di
Indonesia.  Dalam kasus ini arj barang siapa tertuju pada diri terdakwa T
ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAN PELAUW alias HAMP] Terdakwa N1
ANDREAS POUHOUPESSY al, Andre vang identitas Jatiditinya diakui secara

iegas sebapaimana dalam BAP penyidik maupun surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian singkat diatas unsur AD | ni
dipandang terbukti:

AD.2 Tanpa  hak  membuar, menerima,  mencoba, memperoleh,

menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyal  persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan sesuaty
bahan peledak;
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Menimbang, bahwa sesuai redaksi dari pasal tersebut diatas, maka unsur
im bersifat alternatif artinya salah satu elemen unsur dipadang terbukti, maks
unsur ke-2 ini dapat dianggap terbukii:

Menimbang, bahwa keterangan YUNUS TANALEPI alias UNU
menerangakan bahwa pada bulan Juli dan bulan Agustus 2001 benempat didalam
ruang tamu rumah BERTY LUPATTY di Lorong Coker Rt.006/05 Kelurahan
Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ia bersama-sama dengan terdakwa |
dan Terdakwa II serta MARTHEN WUSING membuat bom rakitan/bom balkar
sebanyak 100 (seratus) buah;

Menimbang, bahwa keterangan Marthen Wusing pada pokoknya adalah
bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2001 dirumah Berty Loupatty saat iy
membual bom sebanyak 100 (seratus ) bual, 60 buah diantaranya dibuat pada
bulan Juli dan 40 buah dibuat dalam bulan Agustus 2001, Bom yang dibuat saat
ity adalah bom rakitan atau bom bakar

Menimbang, bahwa menurut Marthen Wusing bahan-bahan vang
digunakan pembuatan bom adalah dari korek api  kayu, obat nyamuk, paku
berbagar ukuran, mesin las, kawat bendrat, palu gergaji waja serta mpa berbaga

ukuran;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi BERTY LOUPATTY
menyatakan ia yang menyuruh dan memfasilitass pembuatan hom tersebut kepada
terdakwa | dan terdakwa II; S

Memimbang, bahwa Para Terdakwa Juga menerangkan telah membuat
bom atas perintah Berty Loupatty, terdakwa dibantu oleh YUNUS TANALEP]
dan MARTHEN WUSING:

Menimbang, bahwa sebagaimanan keterangan Terdakwa-terdakwa yang
dipandang sebagai buku petunjuk telah secara rinci menerangkan wrut-urutan carg
pembuatan bom rakitan/bom bakar dengan bahan-bahan yang terdin pipa dan
berbagar ukurang, las listrik. korck api, palu, obat nyamuk, kawat bendrat dan
sebagainya;
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Menimbang, bahwa atas dasar perimbangan tersebut diaas unsur AD.2

dipandang cukup terbutik;
AD. 3 Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan |

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum yang jirga sebagai sumber
hukum penting dalam menjatubkan putusan ( Doktrin ), turut serta melakukan
sebagai salah satu bentuk pernyvertaan harus dilakukan lebih dari satu orang

dengan syarat oranp—orang tersebut ;

»  Adanya kerja sama yang erat antara satu pelaku dengan pelaku lain dalam
mewujudkan kehendak tersebut |

=  Mereka harus melaksanakan seluruh unsur dari tindak pidana dimalksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan [akta — fakta vang terbukt dapat di
unplkapkan hal- hal sebagai berikut ;

» Bahwa Terdakwa [ dan Terdakwa [I telah disuruh oleh Ketua Coker
BERTY LOUPATTY untuk membuat bom rakitan sebanvak 100 buah
dengan seluruh fasilitas dan BERTY LOUPATTY

* Bahwa yang merakit bom adalah Terdakwa 1 , sedanp sementam
Terdakwa Il dengan tugas membantu mempersitapkan material bom
rakitan yaitu mengkikir belerang korek api kayu, menumbuk obat nyamuk

bakar serta memotong paku 10 cm menjadi 4 Cm ;

Memmbang, bahwa berdasarkan wrman cdatas |, Majehs Hakim

berpendapat bahwa unsur AD. 2 telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur yang terkandung didalam
Dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu diperiimbangkan adalah
Dakwaan kedua pasal 187 ke — 3 KUHP jo pasal 56 ayat { 1} Ke—1 KUHP yang

unsur — unsurnya sebapai berikut |
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1. Barang siapa ;

Dengan sengaja menimbulkan ledakan yang, jika karcna perbuatan terschut
diatas timbul  bahaya bagi orang lain dan mengakibatkan mar;

3. Mercka yang sengaja memben bantuan pada kegiatan dilakukan i

*a

AD. 1 : Barang siapa

Menimbang, bahwa uraian tentang unsur barang siapa ini Majelis Hakim
akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan dimuks dengan
demikian unsur ini dipandang terbukti diri pada Para Terdakwa :

AD. 2 : Dengan sengaja menimbulkan ledakan . Jiks karena perbuatan tersebut
diatas timbul bahaya bagi orang dan mengakibatkan orang mati 3

Memimbang, bahwa fakta pembuatan bom sebanyak 100 ( seratus ) bush ﬁ
untuk menjaga kampung kudamati dan serangan pihak Muslim dan benar 1elah
terjadi serangan ke Desa Soya, Poto dan Haria serta peledakan di kota Ambon
seperti dilalan Jan Pays telah terbukti dan sudah menjadi Pengetahuan umum '
tidak perlu dibuktikan lagi : |

Menimbang, bahwa namun yang menjadi persoalan adalah apakah
peledakan — peledakan dan penyerangan — penyerangan keberbagai Desa diatas
melibatkan peran serta Para Terdakwa, Hal inj vang perlu dibuktikan . |

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, maupun keterangan para [
saksi dan parn Terdakwa tidak ada satupun yang mengungkap keterlibatan para
terdakwa dalam peristiwa tersebu diatas ; ]

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya jugn |
tidak mampu membuktikan sary fakta adanya peran serta Terdakwa — terdakwa
dalam menimbulkan penyerangan dan peledakan diatas -

Memimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur AD. 2
Mayelis Hakim tidak vakin terbukti pada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebik Jauh terdakwa - terdakwa Juga tidak ikut
membanty pada wakiy kejahatan tersebut dilakukan J
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Menimbang, bahwa tidak ada satu alat buktikan maupun petunjuk vang
mengarah adanya keterlibatkan terdakwa dalam peinbuatan peledakan —
peledakan dan penyerangan seperti diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat
Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
menilal Surat Dakwaan kedua ini tidak terbukti secarg sah dan meyakinkan pada

dirt para terdakwa ¢

Menimbang, bahwa karena Dakwaan kedua ini tidak terbukti , maka Para
terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kedua tersebut |

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapal dengan Argumentas
Penasehat Hukum Terdakwa vang suksi mahkota tidak dapat dijadikan scbapai

alat bukti dengan bersandar pada putusan dalam kasus Marsinali |

Menimbang, bahwa putusan M.AR.I dalam kasus kematian buruh
Marsinah antara lain dalam putusan 381 K/ PID/ 1995 atas nama terdakwa YUDI
ASTONO, ternyata belum dapat dikatagorikan scbagai suatu Yurisprudensi yang
ditkuti Hakim — Hakim dalam menjatuhkan putusannya , lagi pula system hukum
kita ( Continental System) tidak menganut asas ™ The binding force of Precedent

sebagaimana diikuti pada negara — negara Cammon Law System ) -

Menimbang, bahwa keberadaan saksi Mahkota mer yrut hemat Majelis

Hakim dapat dipergunakan dengan persyaratan;

1, Pemecahan perkara (Splitsing}) memang dimungkinkan sesuai dengan
ketentuan pasal 142 KUHAP:

2i Bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi penilaiannya diserahkan
kepada Hakim schingpa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembulktian bebas:

Menimbang, bahwa putusan imi tidak semat-mata berdin pada landasan
keterangan saksi Mahkota, tetapi sudah meninjau pada segala aspek alat bukti
lain, oleh karena itu keberatan Penasehat  Hukum Terdakwa harus

dikesampingkan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat pada Pledooi Para
Terdakwa, karena Pledooi tersebut tidak mengaitkan pada bukti-bukti lain yang
terungkap sebagai fakta hukum, oleh karena itu pula hrus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan
hukuman yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umuom. Dalam penjatuban pidana ini
semua aspek baik diri terdakwa maupun akibat-akibat vang dilakukan terdakwa

baik untuk masyarakat Maluku maupun Indonesia sudah terangkan didalamnya;

Menimbang, bahwa adalah arif dan bijuksana sebelum menjatuhkan pidanan
perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang merningankan;

Hal-hal vang memberatkan:

*  Bahwa terdakwa-terdakwa membenkan keterangan yang berbelit-belit dan
mempersulit jalannya persidangan

= Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa-lerdakwa membuat rakitan bom 100
(scratus) buah benar-benar telah menjadikan kondisi masyarakat Maluku
khususnya tidak kondusif:

Hai-hal vanp merinpankan

* Bahwa terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
* Bahwa para terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka
lamanya terdakwa sebelum pidanan ini mempunvai kekuatan hukum tetap akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana vang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa adalah beralasan agar Para Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa
Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa LUK AS BREMER:
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Menimbang, bahwa mengingat para Terdakwa tidak mampu secara finansial
maka biaya perkara dibebankan kepada Nepara;

Mengingat hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa | ABRAHAM TARIOLA -alias ABRAHAM
PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa Il ANDREAS POLHAUPESSY
alian ANDRE  terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Sceara bersama-sama tanpa hak membuat sesuatu bahan
peledak™ sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;

2, Menyatakan Terdakwa [ ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM
PELAUW  alias HAMPI dan Terdakwa [II.  ANDREAS
POLHAUPESSYalias ANDRE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua, dan oleh
karena itu membebaskan mereka dan Dakwaan tersebut;

3. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa [ ABRAHAM TARIOLA alias
ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan pidana penjara selama 11
(sebelas) Tahun dan terdakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias
ANDRE selama 8 (delapan) Tahun,

4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya sclama
Terdakwa-Terdkwa berada dalam tahanan;

Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan,

6. Menyatakan barang bukti berupa;
= | {satu} bom rakitan
* 1 (satu) lembar foto sepeda motor vespa;

* | (satu} lembar foto becak
* 6 (enam) potong-potongan paku;
= 7 tujuh) serpihan/lempengan bessi

agar digunakan dalam perkara atas nama terdakwa LUKAS BREMER:

7. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negen Jakarta Utara pada hari: KAMIS, TANGGAL 10 JULI 2003
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oleh HM HATTA, SH. sebagai Hakim Ketua, EDDY WIBISONO, SE SH.MIL
dun JALALUDDIN, SH masing-masing sebagai Anggota, pulusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hani : SELASA, TANGGAL
15 JULI 2003 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadin oleh FORA
NOENOEHITOE, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum, NY. ANITIE SALELE |

SAMPE Panitera Pengganti dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para |

Terdakwa. -

MAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA tersebut,

b1

——

1L.M. HATTA, SIL
—
'
2. JALALUDDIN, SH, PANITERA PENGGANTI, |

AV

NY. AN " SALELE SAMPE
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PUTUSAN

NOMOR - 1SUPIDZO0IPT.DKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tingei Jakarta vang memeriksa dun mengadili
perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkai bauding telah
menjatuhkan putusan scbagaimana tersebut dibawah mi dalam

perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM
PEL.AUW alias HAMPL
Tempat lalur . Pelauw
Umur/Tgl. Lahir: 33 tahun, 17 Desember 1969

Jenis kelamin  : Laki-lak:

- ——

f,_f.f/.','.' --nlﬁ;._:{‘_ nasnan - Indonesia
.“{ ':.:"/ | Trf;i"t? pat tinggal - Kel, Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe,
] | =, = |
\ "x.‘ [T ,f'l /| Kota Ambon, Maluku.
=l
k P Fig/grd : Knisten Protestan

Pekerjaun Pengemuds

1. Mama lenekap ANDREAS FOLHAUPESSY alias
ANDRIY

Fempat lakar ; Tuhaha, Kecamatan Saparua

Linur Tel Laher: 19 tahun o 27 Apnl 1983

fenis kelumin - Loki-laka
lebangsaan : Indonesia

Fempat tingeal * Desa Tuhaha, Keeamatan Saparu,
Kabupaten Maluku Tengah.
Agama Krnsten Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

PENAHANAN ...
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PENATTANAN

Terdalowa |1:

P Penvadih sepnk tungeal 21 Oktobar 2002 540 tanggal 09 Nopember
2002:

Foud

Diperpangang penghanan oleh Kepala Kejaksaan Tieeg) Maluku sejak

tangeal 10 Nopember 2002 s/id tanggal 19 Desember 2002,

L Perpanpangnn penahianan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak
tanggal 22 Desember 2002 s/d tanggal 20 Januan 2003,

4. Penuntut Unum seyak tanggal 20 Januan 2003 s/d tanggal 08 Februan

2003,

/' /T " tangeyl 09 Februari 2003 /d tanggal 10 Maret 2003:
..i el Hakim Pengadhlan Negen Jakarta Utara sejak 27 Februan
III/J\d tanggal 29 Maret 2003
“?"Trtpdnmubdu penahanan Ketua Pengadilan Negen Jakarta Utara sejak
tanggal 30 Maret 2003 s/d tanggal 29 Mei 2003,
B, Perpanjungan penahanan I Ketun Pengadilan Tinggy DK Jakurta sepal:
tanggal 30 Mer 2003 s/d tanggal 28 Jum 2003 ;

f;"'__-_ﬂnﬂ.]'h]ﬁmunng oleh Ketua Pengadilan Wegen Jakarta Ultara sejak

9 Perpanjangan penahanan Il Kelua Pengadilan Tinggt DKI Jukaria
sepuk tanggal 29 Jum 2003 sAd anggal 28 Juli 2003 |
10, Hokim Pengadilan Tingg Jakarta sejak tanggal 21 Juli 2003 o/d
tanggal 19 Agustusg 2003 |
11T Wakil Ketua Pengadilan Tingg Jakarta sejak tanggal 20 72 gustus
2003 wd tanggal 18 Oktober 2003.
12 Perpanjangan penahanan | Ketua Mahkamah Agung sejak tangeal 19
Oktober 2003 s/d tangeal 17 Nopember 2003;
Ferdakwa 11
| Penwvidik sejak tanggal 23 Oktober 2002 s/d tanggal 11 Nopember
2002,

rap

Mhperpanjang penananan oleh Kepalu Kejaksaan Tinggi Maluku sejak
tanggal 12 Nopember 2002 s/d tanggal 21 Desember 2002,

4 PUI'; FART LA e
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Vo Perpampngan penadiman olel Ketun Penwsdilan Negen Ao sequk
gl 22 Desamber 2002 <4 tangeal 20 Januar 2003
Fresmmptot U livenne seqoke Bl 20 Tegnes 2000 8 i Fgeal OF Febirvan

AP

S Diperpgang oleh Ketnn Pengahilan Negerr Jikarta Utara sepik
Lengazsdd OY [ebrian 2003 s/id tunggul 11 Marct 2003,

O Magehs Hlakoun Pengadilan Negen Jakarta ara seak 27 Febenarn
2003 s d tanggal 29 Maret 2003;

Perpanjangan penahanan Keten Penaadilan Negeri lakarta Utara seiak

70 Tangaal 30 Maret 20013 s/d tanggal 29 Mei 2003

R '}.}":"'1‘}.‘.””.‘-‘“” penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi DK! Jakarla sejak
i |
tandgal 30 Mei 2003 s/d tanggal 28 Juni 2003 -
, i
= !'.’f;rn:fn|:|r.=3_=,n|| penabanan 1 Ketua Pengadilan Tinggi DK Jalart
~ gk tanggal 29 Juni 2003 s/d tanggal 28 Juli 2003 -
10 Makim Pengadilan Tmegi Jakarta sejak tanggal 21 Juli 2003 «/d
Lanteeal 19 Agustus 2003
L Wakil Ketoa Pengadilun Tinggi Jakarta sejuk langgal 200 Asustus
2005 s tangeal 18 Okwober 2003;
12 Perpanjungan penabanun [ Ketun Muhkamah Agung sejak tunggal 19
Ciktober 20035 sid rangeal 17 Nopember 2003
Penoadilan Tingsi Tersebut
Teluh membuca berkas perkara dan surat - sura vang berhubungan

denwsan perkuary 1m

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umium ienangsal 14 Febryari 2003, Reg,

Perk. No : PRDM-201AKTIER 2/02/2003 terhadap Para Terdakwa tersebut
vane pada pokaknva berbunvi sebagar berikut

IDAKWAL AN

S A T

- Babwa  Mereka  Terdukwa 1 ABRAHAM FARIOLA  alias
ABRALLAM alias [1AMDP] terdalwa I ANDREAS
POLHAUPLSSY alias ANDRE baik bertindak  sendi -- sendin

MaUpun, ...........
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T Ugaliw daerah hukum  Pengadilan Negeri Ambon. akan ietapi

B

paupin hersekutu satn sama lonaya bersama-sama dengan JUNUS
TANALERY  dan MARTHEN WUSING  alas AMSTROM
(perkara disdangkan tersendin ). pada hari dan tanggal vang udak
dapat ditentukan lagi denean past seknar bulan Juli 200! den bulan
Agustus 2001 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam
whun 2uul bertempat di rumah ABNER WEMY LOUPATTY
alias BERTY LOUPATTY di jalan DR. KAYADOL loroug Coker
Ri 006/ Rw, 05 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe. kota Ambon atau

setidak - tidaknva pada suatu tempal lain vang mas.h termasuk
s ; P y

Pengadilan Negert Jakarta Utara dinyatakan berwenang untuk
n-'l_::nu_:_;'llksa dan mengadili perkaranva sesual dengan pasal 83
KUHAP,  telah melakukan  perbuatan  tanpa hak membuat,
....... menenma, mencoba memperoleh, menyerahkan atas mencoba

menyeralikan, menguasal. membawa, mempunyai persediaan
padanva  atau mempunvar  dalam  miliknya, menyimpan,
mengangkul, menyembunyikan, sesuatu bahan peledsk, yaitu
herupa 100 (seratus) buah bom rakitan / bom bakar yang dilakukan
Jdelygan cara |

Pada bulan Jub 2001 terdakwa | ABRAHAM TARIOLA alias

ABRATIAM PELAUW alias THAMPL, terdakwa [1 ANDREAS

POTHANPESSY alins ANDRE, Junus Tanalepr dan Marthen

Wising alius AMSTROM berteniput di tumah ABNER WEMY

LOUPATTY alins AMSTROM bertempat di rumah ABNER

WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY di H. Dr

Kayvadoe Lorong Coker Rt 06 / 05 Kel. Kudu Mati Kec.

Nusaniwe Kota Ambon mengumpulkan babun -- hahan dan

peralatan untuk merakit bahan peledak jenis bom bakar, antars

lain berupa

- 12 (dua belas ) bal korek ap1 ;

- 1 ( satw ) karton obat pvamuk bakar |

{).3 { setengah ) kilogram paku ukuran 10 cm

= I vian
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Pipa besi diimeter S e dan 6 can

kRawat bendrant, Kawal las |
- Ciergap, Palu |

Mesan las listnik
Schugutnya terdakwa L1 Junus Tanalepr dan Marthen Wusing
alas AMSTROM melepas / mengikis Lelerang dany tiap-tiap
butang korek, menumbuk obal nvamuk bakar hingge halus,

memotong pipa besy diameter 3 em dan 6 em dengan panjang

masimg — masing 12 em. serta memotong paku vwluran 10 em
menpadi 4 cm kemudian belerang dan obat nyvamuk dicampur

Pt '_"_'_H-m_-'i;j,g!;url pipa besi dibelah kedua upungnya mengadi empat

fi* engan gergap dan wung pipa besi yang satu dilipan

kemudion dilas dengan mesin las histnk dan pada

\‘_“'"- —bﬁagp" pipa best dilobang sebagai tempat sumbu, selanjutnya

| "_t:::f;:run 2 dun obat nyamuk bakar dimasukkan kedalam pipa besi

vang felah  dipersiapkan  tersebut  bersama-santa  dengan

potongan paku ukuran 4 cm santpai padat dan penuli kemudian

wpung pipa best tersebut dilipat kedalam dan ditkat dengan

rawal bendrat selanjutnya dipasang sumbu yang terbuat dan

bambo vang dnsit belerang pada badan pipa besi vang telah

dilobang) tersebut, maka selesailah pembuacin / perakitan satu

hahan peledak jents bom bakar |

Habwa dan 12 bal korek api. 1 karton obat nyamuk bakar 0,5

ilogram pako ukuran 10 cm, pipa besi diameter 5 ¢m dan 6 cm,

nowal bendrat, kKawat las tersebut para terdukwa berhasii membuat

bom rakitan ataw bom bakar sejumlah 60 { enam pulub j buah dan

seluruhnva telah disernhkan kepads ABNER VEMY LOUPATTY
ahas BERTY LOUPATTY

- Pade bulan Agustus 200], terdakws || ABRAHAM TARIOLA

olins ABRAHAM PELAUW alins HAMPI dengun dibantu oleh

JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM

membuat lagt bom rakitan atau bom baksr dengan bahan dan

Peralawan. . _........
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peralatan antara lain
s senibalon ) bl Kewek agn
- | { satu ) karton obat nyamuk bakar :
- 0.5 ¢ setengah ) kilogram poaku vkuran 10 em .
Pipa best diameter 3 em dan 6 cm
- Kawart bendrat. kawat las :
Gergujt, palu
Mesin las histnik .
Balwa dart bahan-bahan tersebut. terdakwa I berhusi membuat /
merakit bahan peledak jems bom bakar sejumlal 40 ( empet puluh )
bual dan scluruhnva teluh discrabhkan kepada ABNER WEMY

CTQUPATTY alias BERTY LOUPATTY

H Llwhi tujuan terdakwa 1, 11 membuat / merakit bahan peleduk,
‘dﬂ'll 'F"m" bom bakar adalah untuk menjaga Kampung Kuda Mats

/
T\uL_:ymnh:m dari serangan masyrakat muslim ;

“Fahwa terdakwa [, 11 dalam membuat sesuatu bahan peledak, yaitu

jenis bom rakitan/bom bakar tersebut adalah dilakukan tanpa hak

Larens  tidak memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik
ndonesia

Hahwa bahan peledak jenis bom bakar yang dibuat / dirakit oleh
terdakwa I, terdakwa IT tersebut telah digunakan cleh Kelompok
Coker pimpinan BERTY LOUPATTY dalam penyerangan ke Desa
Porte dan Desa Haria serta peledukan bom di J1. Jau Pays Kota
Ambon pada bulan April 2002, sebagmimana Berita Acara
Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik Barung  Bukti Bahan
Peledak Nomor lab - S80/BHEF/2002 tanggal 22 Nopember 2002
vang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WAHYU MARSUDI,
Msi. Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 69100378, PS Kepala
Unit Kimia Forensik pada Laboratorium Forensik Poln Cabang
Makasar dan RAHMAD SALELH, Panglkat Brigadir Polist Dua Nrp.
77060810, Bintara  Umt  Balmetfor pada Luboratorium

Forenmk.. covvrnnn
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Forensik Cabang Makasar |

Perbuatan terdakwa 1, terdakwa I sebagaimana diztur dan
dinncam pidana dalam pasal | oavat (1) UU No, 12/Dr 1931 jo.

PPasal 55 ayat (1) ke- le KUHPidana |

KEDLA :
Rahwa mereka Terdakwa 1| ABRAHAM TARIOLA alias
ABRRATIAM iliiy [TANIDT terdakkwa 1. - MOREAS

POl HATIPESSY alias ANDRE batk bertindak sendin-sendin maupun

bersekutu satu sama lainnya bersama-sama dengan ABMER WEMY
/,f’_”“_f'f_?_'[“_:?ﬂ,rm1"hf alias BERTY LOUPATTY. JUNUS TANALEPY dan

& FJ'T'.—"»LE_\E[EN WUSING  alias AMSTROM ( perkara disidangkan
o] R .lurq_&n__c}wi ) . pada har dan tangpal vang tdak dapat ditentukan lagi
: Jt:ngfm pasti antara bulan Aprl 2002 sampai dengan bulan Mei 2002
gty setidak-tdaknva pada suaty wakiu lain dalam tzhun 2002
bertempat di di desa Porto, Desa Haria dan di JL Jan Pays Kota
Amhbon atau setidak - tidaknva pada suatu tempat lain yang masth
sermusuk dalam daerah hukum Pengadilan Negen Ambon. akan tetap
Pengadilan Nesern lakarta litara  dinyatakan berwenang nntuk

memeriksa Jdan mengadill perkaranya, dengar sengula membantu

melnkikan kepahatan membakar,  menjadikan  Jetusun - dan

perbuatannya it dapat mendatangkan bahaya maut bag: vrang lain

dan ada orang mati akibat perhuatan itu, yang dilakukan dengan cara -

citra sehagal benkut

o Diahwa sekitar bulan Juli 2001 terdakwa 1, 11, JUNUS TANALEPY,
MARTHEM WUSING alias AMSTROM ( perkaranys disidangkan
lersendini ). menerima perintah dari ABNER WEMY LOUPATTY
alias  AMSTROM  bertempat  di rumah ABNER WEMY
LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY untuk membuat bom
rakitan dengan tujuan menjaga serangan dari Warga Muslim
dengan menyediakan bahun — bahan serta  peralatan  untuk

Eepentingail. ..ok
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L1 o

\
T merGrimu perintah dari ABNER WEMY LOUPATTY alias

-

i

kepentingan pembuatan bom tersebut, antara lain berupa -
12 (dua belas ) bal Rorek apa (1 ( satu ) karton obal nyamuk
bakar , 0,5 ( setengah ) kilogram paku ukurar 10 em , pipa
best dimeter 5 em dan 6 en. kawat bendrat, kawat las,
pergap, Palu, dan mesin las istrk -

Bahwa dan bahan — bahan tersebut terdakwa L (I JUNUS
TANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM
berhasil membuat bahan peledak jenis bom rakitan / bom
bakar sebanyak 60 { e¢nam pulub ) buah di ruman ABNER
WEMY  LOUPATTY alias BERTY LOUPAITY dan
seiuruh bom rakitan tersebut diambil oleh ABNER WEMY
EOUPATTY alias BERTY LOUPATTY |

[.iﬂ.;;lii;}p sekatar bulan Agustus 2001, terdakwa [, JUNUS

[
~CIANALEPY dan MARTHEN WUSING alias AMSTROM
....l__.' .

BERTY LOUPATTY untuk membuat lagi beom dengan
Liguan vang samd, yaitu menjugs keamanan Kampang Kuda
Mati dart serangan Warga Muslim, dengan menvediakan
bahan — bahan dan peralutan untuk kepentingan pembuatan
bom antara lain berupa 9 ( sembilan ) bal korek api, 1 (satu)
karton obat nyamuk bakar. 0,5 ( seteng: a0 ) kilogram paku
ukuran 10 cm , Pipa besi diameter 5 ¢m dan 6 cm, Kawat
bendrat. kawat las. Gergaj, palu, Mesin las listrik -

Bahwa dan bahan-bahan tersebut, Terdakwa 1 ABRAHAM
TARIOLA  ahas ABRAHAM PELAUW alias HAMPL
JUNUS TANALEPY dan MARTHEN WUSING alas
AMSTROM berhasil membuat bahan peledak jenis bom
rakitan / bom bakar scbanvak 40 ( empat puluh ) buah dan
seluruh bom rkitan tersebut diambil oleh ABNIR WEMY
LOUPATTY abas BERTY LOUPATTY

Bahwa, ... . ...
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§ -____@MIQRHI']], Mst, Pangkat Ajun Komisaris Polist Nrp.

Bidiwa padae bolin Apal 2002 dag bolon Mol 2002 Sdy
ABNER WEMY LOUPATTY alias BERTY LOUPATTY
selulu prnpoon. Coler  COWOR KEREN ) Kampung
Kudamat Kota Ambon membagikan bom rakitan / bom
bakar  wersebut kopada  JUINUS  TANALEPY  dan
MAR TN WUSING uliy AMETROM untuk
melakukan  peledskan & JL Jan Paya Kots Ambon,
Penverangan ke Desa Porto dan Desa Haria yang
memmbulkan Akibal -

- Pada peledakan di JI. Paya Kota Ambon tznggal 3 April
HZIJI'JE vang dibuat dan ditandatangani oleh Drs, WAHYU

éﬁ?-lt};{?L??B.fT‘Sf’ Kepala  Umit Kimia Forensik pada
|.:'I'i"l{}]‘£:'lli'1l:"illr‘l1 Forensik - Poln Cabang Moakasar dan
f@I{MMJ SALEIL  Pangkat DBrigadic Polisi  Dua
| Nrp 77060810,  RBintara  Unit  Balmetfor pada
Luboratorium Forenstk Cabang Makasar,

Pada penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria
mengakibatkan 5 (tiga) orang warga [esa Hara
meninggal  duma  yaity AGUSTINUS LATUPERISA,
AGUSTINUS - SARIMOLE. PIETER  MANIHUTU.
sesual surat keterangan kematian dan Kepala Desa Haria
IM MANUHUTU. Nomor @ 474479 (anggal 20
Desember 2002, 1 (satu) orung warga desa Haria
mendenta [uka berat vaiu WELLEM MANUHUTU
sesumt Visum Et Repertum No. 12/RSU/Vis Et Rep/2003
tanggai 4 lanuan 2003 vang dibuat dan aitandatangan
oleh dokter Johanis Paranuy, dokter pada RSU Saparua
Maluku Tengah, 14 ( empat belas ) rumah penduduk desa
Haria terbakar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tempat

Kejadian Perkara tanggal 9 Mei 2002 akibat ledakan vang
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dibuat dan ditandutangan oleh Peoyidik IPDA Pol, EDYA
AKITIARI pada Polsek Saparua, (data diambil dari berkas
perkara Tdw, Marthen Wusing AMSTROM dan I'dw. Junus
Tanalepj ) .

I'erbuatan terdakwa L, terdalows [] sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 187 ke — 3 KUH Pidana jo pasal 56

1 p pasal 187.1 jop

avat (1) KUH Piduna ¢

. Surat Tuntutan Pidana dar Jukss Penuntut Umum tertanggal

18 Juli 2003 ND.REG.F’DM—EDI.f'JI{"I'r’F.'p,Zr"{}EIZDﬂE terhadap

Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi set.agai berikut:
I Menvatakan lerdakwa | . ABRAHAM TARIOLA alias
LA PELAUW alias HAMP! dan terdakwa 1L

. Secara bersama - sama tanpa hak membuat sesuaiu bakan
peledak | dan
o Dengan sengaja membantu melakukan keyahatan membakar
dan menjadikan letusan dan dapat mendatangkar bahaya
bagi orang lain dan ada orang miatl akibat perbuatan ity
- Menjatuhkan  pidana lerhadap terdakwa | ABRAHAM
TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dengan
pidana MATT dan terdakwa 11 ANDREAS POLHAUPESSY
alias ANDRE dengun piduna penjura SEUMUR HIDUD dengan

(%]

perintah terdakwa - terdakwa tetap ditahan

L

Menyatakan barang bukti berupa -

» | (satu) buah bom rakitan :

* | {satu) lembar foto sepeda motor Vespa |
* | (sutu) lembar fota becak

= 6 (enam) potong — potongan paku ;

& TImYuUnY, .
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s 7 (tguby serpihan / lempengan bess |
Phgunakan  dalam perkara alas noma terdahows LUKAS
BREMER ©

4. Menetapkan biava perkara dibebankan kepaca Negara |

Salinan Resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarvra Utara
tanggal 1 Apnl 2003 Nomor: 207/Pid. B/2002/PN.JKT.UT,, yang
amar  putusan selengkapnyva sebagai benkut :

| Menvatnkan  menolak  Fksepst  Pennselhat Hukuvin  Para

L Jerdakwa

20 Mymerintahkan agar pemenksaan terhadap Paru lerdakwa

--..{fs'__u.li'lf'll.ﬂll Resmi Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta

Utara tanggal 15 Juli 2003 Nomor, 207/Pid.B2003PN.JKT.

JT.. vang amar putusan selengkapnva sebagar berikut :

. Menvatakan Terdakwa | ABRAHAM TARIOLA alias
ABRAHAM PELAUW alias HAMP! dun Terdakwa I
ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE terbukii secam
sah dan  menvakmkan bersalah  melakulan tindak pidana
“sccara bersama — sama tanpa hak membuat sesvatu bahan

peledak " sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menvatakan Terdakwa [LABRAHAM TARIOLA alas
ABRAHAM PELAUW ahas HAMPI dan ‘'Terdakwa I
ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE tidak terbukti
secara sabh dan menvakinkan melakukan undak pidana
sebagaimuna Jdalam Dakwaan kedua, dan oleh karena itu
membebaskan mereka dan Dakwann tersebut ;

3. Menjatulikian  pdana pada Terdakwa 1 . ABRAHAM

TARIOLA ahas ABRAHAM PELAUW alias HAMP] dengan

pidana.
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5.

pidana  penjara 11 (sebelas) Tahan dan 7TVerdakwa 11
ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE selamn 8 (delapan)
Fahun

Menvatakan pidana vang dijatuhkan akan dikurangkan
seluruhnya  seluma Terdakwa  -Terdakwa  berada  dalam
tahanan. |

Memermntahkan Terdakwa  T'erdakwa tetap ditahan

. Menvatakan barang bukt berupa

e 1 (satu) bom rakitan :

o | (satu) lemhar tfoto sepeda motor Vespa ;

o w o (satu) lembar foto becak -

6

. I?a" tmjuh} serpihan / lempengan best ;

nam} potong — potongan paku ;

ar’digunakan dalam perkara atas nama terdakwa LUKAS

-

REMER ;

o
d
S

B,

Membebunkan braya perkara pada Negara ;

Akta Permintaan Banding masing-masing bertanggal 21 Juli
2003 dan 22 Juli 2003 Nomor.: 207/Akta Pid. / 2003/
PNJKT.UT., yang dibuat olch | KETUT PAYU ADNYANA, S H,
MH  Panntern Pengadilan  Negenn  Jakarta  Utara  vang
menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para
Terdakwa melalui kuasanya telah menvatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negen Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003
Nomor.: 207/Pid B2003/ PN JKT.UT tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dar Jaksa Penunmut

Umum telah diberitahukan pula kepada Terdakwa denzan sempurma

pada tanggal 29 Juli 2003,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa

telah diberitahukan kepada Jlaksa Penuntut Umum dengan

SENPUrNa. ........ .
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sempurne pacda nggal 04 Apustog 2003

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umom welah mengajukan
Memon Banding bertanggal 24 Juli 2003 dan memort banding tersebut
telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 04

Apgustus 20003

Menmmbang, bahwa Para Terdakwa tdak - engeiukan Memaon

Banding .

Memmbang. bahwa Pengadilan Negen Jakarte Utara dengan

surat tertanggal 03 September 2003 Nomor: W7, DeHn 0] 10,3316
,,.--__ telul) member Lesempatan kepada Jaksa Penumiut untuk enipelajar
}. Lu.,mli.‘“ﬁcrlur'w terhitiing mulan ungeai 05 September 2003 sampay

N Bk dmt‘gqpp mgeal 12 September 2003;

\“‘-«,_1' - -H‘//‘dlu:mmhmn bahwa Pengadilan Negen Jakurte Utara dengan
sural tertaneeal 05 September 2003 Nomor W7.De Hn 01 10,3317
telah member kesempatan kepada Para Teraakwa untuk mempelajan
berkus perkara terhitung mula tungeal 05 September 2003 sampan

denpan tangeal |2 Septenber 2003,

Moemmntbung. bahwa Jakss Penunn Umim dan Paea Terdakwy
masing-masimg lelah mengajukan pemeriksaan banding pade tanggal
Jult 2003 dan tanggal 22 Juh 2003 terhadap putusan VPengadilan
Negen Jukara Utara tangeal 153 Juli 2003 Nomor: 207/Pid. B/2003/
PNIRTTUT, maka permintaan  tersebut  digjukan  masib  dalam
lengsang waktu dan menurut cara vang ditentukan undang-undang,

lcarena 1o pecmohonan bandine dapat diterima:
| g dap

Menunbang. babwa [epgadilan Tingg setelah memeriksa
vemball berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri, yang

terdinn o
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terdin dart berita acarn pemerihssamn dan penyidik. bento acara
pemeriksaan di sidane Pengadilan Neperl. beserta setnua sural yang
fumbul disidang vane bherhulugan dengan perkora v dan salinem
resmi putusan Sela Pengadilan Negen Jakarta Utara 1angeal 1 Apnl
0% Nomor 202 BAOOZPN KT dan putusan Akhn
Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003 Nowor

200Pid B2002/PN JKT.UT. serts memori banding duri  Jaksa
Penuniut Umunm. Pengadilun Tineei berpendapat seperti tersebut di

bawah i

. Menimbang, bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum

Fcngad lan Tingkat Pertama untuk membukiikan bahwa  para

%,

. | :

\\ \':____Erdakgw-ju ielah  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
E"—"‘rrﬁhkllkﬂl'] tindak pidana vang didakwakan dalam dakwaan Kesatu
adalal sudah tepat dan benar maka disulujui dan digmbil alth sebagu
alasan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggr sendiri
dalam memutus perkara ini, namun Pengadilan Tinga  tidak
sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para
terdakwa. Pengadilan Tinggi memandang pidana tersebut kurang berat
schingga kurang mencerminkan rasa keadilan dengan alasan dan dasar

pertimbangan hukum seperti tersebut di bawah ni:

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan berat
ringannya pidana wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang
juhat dari Para Terdakwa disamping akibat dan perbuatan para

terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mencrima dan mengutip
hal - ha) vang memberatkan dan hal-hal yang mernngankan yang telah
terural dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun Pengadilan
Tingkat Perlama belum  mempertimbangkan perbuatan para terdakwa

Alialenlean v Lei iz tvels
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#1

dilakukan tanpa adanyva rasa penvesalan dan lernyvata bomn tersebut
ik an untdk senyerang kelompok fong, schingga oenisbulkan

kerugian nyawa dan harta bends -

Menimbung, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

maka pidana vang dijatuhkan kepada para terdakwa harus diperberat

seperl tercantium dalam amar putusan ini,

Menimbang, buhwa masa tahanan vanz telah dijalani pdra

terdakwa dikuranghan selueahinya dan pidana vung dioulikan:
S
N
Muunwhfmn bahwa berdasarkan ketentuan r.nm.il 242 KUHAP

Kuienu d khawatirkan selama putusan belum n1{,:1tp<,mh.,tl kekuatan
hukud tetap pary terdakwa akan melarikan divi, maka memeriniahkan

para terdakwa agar tetap dalum tahanan :

demmbang, bahwa karena para terdakwa dipidana, maka
mereka dibebani untuk membavar biava perkara ini dalam doa tinobeat

SE e
pPeradllai:

Memmbang. bahwa berdasarkan perbimbangan lersebut dj atas,
maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juli 2003
Nomor: - 207/Pid Bi2003/PNJKT.UT, vang  dimintakan banding

tersebut harus diperbaiki sepanjang mengendai lamanya pidana vang

dijatubkan kepada Para Terdakwa sehingega amar selengkapnva seperm

tersebut di bawah ing

Mengmgat Bab XV KUNHAP serta pasal-pasul dari [Indang-
tndang vang bersangkutan dan pasal | avat (1) 1T Na. 12D/ 951

Ju pasal 35 .
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jo. Pasal 55 ayat (1) ke- e KUHPidana serta memperhatikan pasal-

pasal yang bersanghutan |

MENGADILI

Menerima permintaan banding vang diajukan oleh Para

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri fﬁar‘ca Utara taneggal
15 Juli 2003 No.207/Pid.B/2002/PN JKT. UT., yang  dimintaken

banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatulkan kepada .

Terdakwa I dan Terdakwa II, schingga amar keseluruhannva berbunyi
sebagai berikut :

——Menyatakan terdakwa [. ABRAHAM TARIOLA alias ADRATIAMS

e UW alias HAMPIH. dan Terdakwa |l ANIIREAS

o

peledak™ ;

- Menyatakan = Terdakwa [ ABRAHAM TARIOLA  alias
ABRAHAM PELAUW alias HAMPI dan Terdakwa 1l ANDREAS
POLHAUPESSY alias ANDRE tidak terbukti sccara sah dan
menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
Dakwaan kedua, dan oleh karena itu membebaskan mereka dar

Dakwaan terscbut ;

= Menjuiuhkun  pidana  mwasing-masing  werhadap  Terdubows 1
ABRAHAM TARIOLA alias ARRAHAM PEL ALK aliag H.-'*_"!;Pl
dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) lahun dan Terdukwa
II ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE dengan pidana

penjara selama 10 (sepulub) iwhun :

- VICNETADKAN. . .\ iviions isns

=
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ST

Menetapkan lamanya Terdakwa 1 dan Terdakwa [ dilahan
dikwranghan schuuhinya dengan hukumar viig dijpuhkan kepada

mereka:
Memenntahkan Terdakwa [ dan Terdakwa 11 tetap dalam tahanan;

- Menyatakan barang bukti berupa
¢ | (satu) buah bom rakitan -

* | (satu) lembar foto sepeda motor Vespa ;

s | (satu) lembar foto becak

LUKAS

——

Membebankan masing-masing kepada Para terdakwa untuk
membayar biava perkara dalam kedua tingkat peradilan  yang

dalam tingkat banding Rp.1.000,00,-(seribu rupiah) ;

Demilianlah diputuskan dalam rapat perin‘isyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: J U .M‘A T Tanggai 31
OKTOBER 2003 (dua ribu tiga) oleh kami : H. SAMANG
HAMIDI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai
Hakim Ketua Majelis, NY. NINIEK SRI ROESMINI, S.H., dan
SUKIDJAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
berdasarkan Surat Penctapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
tanggal 06 Oktober 2003 No. 130/Pen/2003/ 151/PID/ 2003/ PT. DKI.
ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta
memutus perkara i dalam peradilan tingkat banding, pulusan mana
diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

tersebut.. ...,
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epnebut sertn ALEN KURNIA, SH., Panitery Pengaant Yengadilan

Pinpps terselot olonn tetonger tdab il clehy P Verdakown dan

Jakesn Penuntul Umum.--

HAKIM ANGGUTA, HAKIM KETUA,

M L

]*.g} 1. NY. NINTEK SRI ROESMING, S H., H, !*}&M.-‘LNG HAMIDL, ST,

fh

G, SUKIDJAN, B

PANITERA FENGGANTI,

H.

ALEX KURNIA, 8H.,

pntuk salingn sesuab dengun Luiinya
Bliehunrinn snink dlinas
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POTUSAN

Nomor : 247 E/Pid/2004
DEMI KEADILAN BERDASAREAN EETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHEAMAH LEGUNG
memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi memitus-
kan sebagai berikut :

Mahkamah Aqung tersebut ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
tanggal 15 Juli 2003 Wemor : 207/Pid.B/2003/PN.Jkt.Ut,
dalam putusan mana Para Terdakwa :

1. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias

-;hJAHPI, tempat lahir di Pelauw, umur/tanggal

14 nif) laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat
Egtiaggal di Kelurahan Manggadua, Kec. Nusani-
Kota Ambon, Maluku, agama Kristen Pro-
testan, pekerjaan Pengemudi ;

2. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, tempat la-
hir di Tuhaha, Eec. Saparua, umur/tanggal la
hir 19 tahun/27 April 1983, dJenis kelamin
laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat ting
gal di Desa Tuhaha, Kec. Saparua, Kab. Malu-
ku Tengah, agama Kristen Protestan, pekerja-
an Tidak Bekerja ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan

Terdakwa I :
1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2002 sam-

pai dengan tanggal 0% November 2002 ;
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2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Ma
luku sejak tanggal 10 November 2002 sampai
dengan tanggal 1% Desember 2002 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sg
jak tanggal 22 Desember 2002 sampai dengan
tanggal 20 Januari 20032 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2003
gampai dengan tanggal 08 Februari 2003 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sg
jak tanggal 02 Februari 2003 sampai dengan

tanggal 10 Maret 2003 ;

2003 ;;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sg
jak tanggal 30 Maret 2003 sampai dengan tang
gal 28 Mei 2003 ;

8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi
gejak tanggal 30 Mei 2003 sampai dengan tang
gal 28 Juni 2003 ;

4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi
sejak tanggal 29 Juni 2002 sampai dengan
tanggal 28 Juli 2003 ;

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Ju-
1i 2003 sampai dengan tanggal 19 Agustus
2003 :

11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal
20 Agustus 2003 sampail dengan tanggal 18 Ok-

tober 2003 ;

12. Perpanjangan I oleh Ketua Mahkamah Agung se-
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14.

jak tanggal 19 Oktocber 2003 sampai dengan
tanggal 17 November 2003

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Afung
R.I. tanggal 23 Januari 2003 Nomor : 63/2004
IS.Hé.TAHIPPf2ﬂG4IMA., diperintahkan untuk
ditahan selama 50 (lima puluh}) hari, terhi-
tung sejak tanggal 06 Januari 2004 :
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agqung
R.I. tanggal 23 Januari 2003 Nomor : 64/2004
/5.34 TAH/PE/2004/MA ., diperintahkan untuk
ditahan selama &0 (enam puluh} hari, terhi-
tung sejak tanggal 25 Februari 2004 :
rdakwa II :

Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2002 sam-
pai dengan tanggal 11 November 2002 ;
Diperpanjang oleh Kepala EKejaksaan Tinggi Ma
luku sejak tanggal 12 November 2002 sampai
dengan tanggal 21 Desember 2002 7
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri se
jak tanggal 22 Desember 2002 sampai dengan
tanggal 20 Januari 2003 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2003
sampai dengan tanggal 08 Februari 2003 ;
Perpanjangan cleh Ketua Pengadilan Negeri =g
jak tanggal 0% Februari 2033 sampai dengan
tanggal 10 Maret 2003 ;

Hakim Pengadilan Wegeri sejak tanggal 27 Feb
ruari 2003 sampai dengan tanggal 28 Maret
2003 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan HNegeri se
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B.

9.

jak tanggal 30 Maret 2003 sampai dengan tang
gal 29 Mei 2003 ;

Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi
sejak tanggal 30 Mei 2003 sampai dengan tang
gal 28 Juni 2003 ;

Perpanjangan II oleh Eetua Pengadilan Tinggi
sejak tanggal 29 Juni 2003 sampai dengan

tanggal 28 Juli 2003 ;

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Ju-

1i 2003 sampai dengan tanggal 1% Agustus
2003 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal
20 Agustus 2003 sampal dengan tanggal 18 Ok-
tober 2003 ;

12. Perpanjangan I oleh Ketua Mahkamah Agung se-

IR

14.

jak tanggal 19 Oktober 2003 sampai dengan
tanggal 17 November 2003 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agqung
R.I. tanggal 23 Jamuari 2003 NHomor : 63/2004
/5.34 TAH/PP/2004/MAa., diperintahkan untuk
ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhi-
tung sejak tanggal 06 Januari 2004 ;
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung
E.I. tanggal 23 Januari 2003 MNomor : 64/2004
/5.34 . TAH/PP/2004/MA., diperintahkan untuk
ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhi-

tung sejak tanggal 25 Februari 2004 ;

yvang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri

tersebut karena didakwa

ERSATTO :
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Bahwa mereka Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias
ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II.
ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, baik bertindak
gendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama laip
nya bersama-sama dengan JUNUS TANALEPY dan MAR-
THEN WUSING alias AMSTROM (perkara disidangkan
tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak
dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bu-
lan Juli 2001 dan bulan Agustus 2001 atau seti-

dak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun

2001 bertempat di rumah ABNT'R WEMY LOUPATTY
ias BERTY LOUPATTY di Jalan DR. EKAYADOE Lo-
ng Coker RT.006/RW.05, Kel. EKuda Mati, EKec.

usaniwe, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada

=" pBuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Dag
rah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi
Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan ber-
wenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya
gesuai dengan Pasal B85 KUHAP, telah melakukan
perbuatan tanpa hak membuat, menerima, menccba
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerah-
kan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyim-
pan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu bahan
peledak, yaitu berupa 100 (seratus) buah bom ra
kitan/bom bakar yang dilakukan dengan cara :
- Pada bulan Juli 2001 Terdakwa I. ABRAHAM TA-
RIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, Ter-
dakwa II. ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE,

Junuzs Tanalepi dan Marthen Wusing alias Ams-
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trom bertempat dirumah ABNER WEMY LUOPATYY
alias BERTY LOUPATTY di Jalan Dr. Kayadoe
Lorong Coker RT.006/05, Kel. Kuda Mati, Hec.
Nusaniwe Kota Ambon mengumpulkan bahan-bahan
dan peralatan untuk merakit bahan peledak
jenis bom bakar, antara lain herup;

- 12 [dua belas} bal korek api ;

- 1 (satu) karton obat nyamuk bakar ;

- ¥ [setengah) kilogram paku ukuran 10 Cm ;
Pipa besi diameter 5 Cm dan 6 Cm ;

KawatC bendrat, kawat las ;

Gergaji, Palu ;

Mesin las listrik ;

Selanjutnya Terdakwa I, II, Junus Tanalepi
dan Marthen Wusing alias Amstrom melepas/me-
ngikis belerang dari tiap-tiap batang korek
api, menumbuk obat nyamuk bakar hingga ha-
lus, memotong pipa besi diameter 5 Cm dan 6
Cm dengan panjang masing-masing 12 Cm serta
memotong paku ukuran 10 Cm menjadi 4 Cm ke-
mudian belerang dan chat nyamuk dicampur, sg
dangkan pipa besi dibelah kedua ujungnya men
jadi empat bagian dengan gergaji dan ujung
pipa besi yang satu dilipat ke dalam kemudi-
an di laa dengan mesin las listrik dan pada
badan pipa besi dilobangi sebagai tempat sum
bu, selanjutnya belerang dan obat nyamuk ba-
kar dimasukkan ke dalam pipa besi yang telah
disiapkan tersebut bersama-sama dengan po-

tongan paku ukuran 4 cm sampai padat dan pe-
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nuh kemudian vjung pipa besi tersebut dili-
pat ke dalam dan diikat dengan kawat ben-
drat selanjutnya dipasang sumbu yang terbuat
dari bambu yang diisi belerang pada badan pi
pa besi yang telah dilobangi tersebut, maka
selesailah pembuatan/perakitan atau bahan pe
ledak jenis bom bakar ;

- DBahwa dari 12 bal korek api, 1 karton obat

nyamuk bakar, ¥ kilogram paku ukuran 10 Cm,

ipa besi diamenter 5 Cm dan 6 Cm, kawat

ndrat, kawat las tersebut Para Terdakwa

erhasil membuat rakitan atau bom bakar se-

jumlah 60 (enam puluh) buah dan seluruhnya

telah diserahkan kepada Abner Wemy Loupatty
alias Berty Loupatty.-

- Pada bulan Agustus 2001, Terdakwa I. ABRAHAM
TARIOLA alias ABRAHAM PELAUW alias HAMPT de-
ngan dibantu oleh Junus Tanalepi dan Mar-
then Wusing alias Amstrom membuat lagi bom
rakitan atau bom bakar dengan bahan dan per—
alatan antara lain
- 9 (sembilan) bal korek api ;

- 1 {satu) karton cbat nyamuk bakar ;

- ¥ (setengah) kilogram paku ukuran 10 Cm H

- Pipa besi diameter 5§ Cm dan 6 Cm ;

- FKawat bendrat, kawat las ;

- Gergaji, Palu ;

- Megin las liprrik ;

- Bahwa dari bahan - bahan tersebut, Terdakwa

berhasil membuat/merakit bahan peledak jenis

BOm oy esn
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bom bakar sejmulah 40 (empat puluh) buah dan
selurulmya telah diserahkan kepada Abner We
my Loupatty alias Berty Loupatty ;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa I, II, membuat/me
rakit bahan peledak jenis bom bakar adalah
untuk menjaga Kampung Kuda Mati Kota Ambon
dan serangan masyarakat muslim ;

- Bahwa Terdakwa I, II dalam membuat sesuatu

bahan peledak, yaitu jenis bom rakitan/bom

bakar tersebut adalah dilakukan tanpa hak ka
rena tidak memiliki izin dari pihak Kepolisi
an Republik Indonesia ;

Bahwa bahan peledak jenis bom bakar yang di-

buat/dirakit oleh Terdakwa I, Terdakwa II

tersebut telah digunakan oleh kelompok Coker

Pimpinan BERTY LOUFATY dalam penyerangan ke-

Desa Porto dan Desa Haria serta peledakan

bom di J1l. Jan Pays Fota Ambon pada bulan Ap

ril 2002, sebagaimana Berita Acara Pemerik-
saan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti

Bahan Peledak Nomor Lab : 580/BHF/2002 tang-

gal 22 November 2002 yang dibuat dan ditan-

datangani oleh Drs., WAHYU MARSUDI, MSi.,

Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp.69100378,

PS. Kepala Unit Kimia Forensik pada Labora-

torium Forensik Polrl Cabang Makasar dan RAH

MAD SALEH, Pangkat Brigadir Polisi Dua Nrp.

77060810, Bintara Unit Balmetfor pada Labo-

ratorium Forensik Cabang Makasar ;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II sebagaimana
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diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat
FL) Undang—undang Ne.l2/Drt/1551 Jo. Pasal 55
ayat (1} ke-1 Kumpidana -

EEAdun -

Bahwa mereka Terdakwa I. ABRAHAM TARTOLA alias
ABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakws IT.
ANDREAS POLHAUPESSY 2lias ANDRE, baik bertindak
sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama lain

nya bersama-samg dengan JUNUS TANALEPY dan MAR-

THEN WUSING alias AMSTROM (perkara disidangkan

ersendiri), pada hari dan tanggal vyang tidak
at ditentukan lagi dengan Pasti antara bulan
'¥il 2002 sampai dengan bulan mei 2002 atau

g

:
N Al
#

__ aiidak—tiﬁaknya Pada suatu waktu lain dalam tg
‘\;%??:. un 2002 bertempat di Desa Porto, Desa Haria
dan Jalan Jan Pays Kota ambon atau setidak-ti-
daknya pada suatu tempat lain Yang masih terma-
suk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amborn,
akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara
dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan menga-
dili perkaranya, dengan sengaja membantuy mela-
kukan kejahatan membakar, menjadikan letusan
dan perbuatannya ity dapat mendatangkan bahaya
maut bagi orang lain dan ada oraug mati akibat
perbuatan itu, yYang dilakukan dengan c.ra seba-
gai berikut -
- Bahwa sekitar bulanp Juli 2001, Terdakwa I,
IT, Junus Tanalepi, Marthean Wusing alias Ams
trom (perkaranya disidangkan Lersendiri), me

nerima perintah daari ABNER WEMY LOUPATTY
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alias BERTY LOUPATTY untuk membuat bom rakit
an dengan tujuan menjaga keamanan Kampung Ky
da Mati Kota Ambon dari serangan warga Mus-
lim dengan menyediakan bahan-bahan serta per
alatan untuk kepentingan pembuatan bom ter-

sebut, antara lain berupa

12 (dua belas) bal korek api ;

1 (satu) karton cbat nyamik bakar ;

- ¥ [setengah) kilogram paku ukuran 10 Cm ;
Pipa besi diameter 5 Cm dan 6 Cm ;

Kawat bendrat, kawat las ;

Gergaji, Palu ;

) Mesin las listrik ;
ﬁ.i _Efgéahwa dari bahan-bahan tersebut Terdakwa I,
i 11, Junus Tanalepi dan Marthen Wusing alias
Amtrom berhasil membuat bahan peledak jenis
bom rakitan/bom bakar sebanyak 60 (enam pu-
luh) buah di rumah Abner Wemy Loupatty alias
Berty Loupatty dan seluruh bom rakitan ter-
sebut diambil oleh Abner Wemy Loupatty alias

Berty Loupatty :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2001 Terdakwa I,
Junue Tanalepi dan Marthen Wusing alias
Amstrom menerima perintah dari Abner Wemy
Loupatty alias Berty Loupatty untuk membuat
lagi bom dengan tujuan yang sama, yaitu mep
jaga keamanan Kuda Mati Kota Ambon dari se-
rangan warga Muslim, dengan menyediakan ba-
han-bahan dan peralatan untuk kepentingan

pembuatan bom, antara lain berupa

- 9 (sembilan) ... .
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- 9 (sembilan) bal korek api ;

- 1 {satu) karton obhar nyamuk bakar ;

- ¥ (setengah) kilogram paku ukuran 10 Cm ;

- Pipa beszi diameter 5 ¢tm dan 6 Cm ;

- EKawat bendrat, kawat las ;

- Gergaji, Palu ;

- Mesin las listrik 7

Bahwa dari bahan-bahan tersebut, Terdakwa T

Abraham Tariola alias Abraham Pelauw alias

Hampi, Junus Tanalepi dan Marthen Wusing

alias Amstrom berhasil membuat bahan peledak

jenis bom bakar rakitan/bom bakar sebanyak

40 (empat puluh) buah di rumah Abner Wemy

Loupatty alias Berty Loupatty dan seluruh

bom rakitan tersebut diambil oleh Abner Wemy

Loupatry alias Berty Loupatty :

Bahwa pada bulanp April 2002 dan bulan Mei

2002 sdr. abner Wemy Loupatty selaku Pimpin-

an kelompok Coker (Cowok Keren} Kampung Kuda

Mati Kota Ambon membagikan bom rakitan/bom

bakar tersebut kepada Junus Tanalepi dan Mar

then Wusing alias Amstrem untuk melakukan pe

ledakan di jalan Jan Pays Kota Ambon, Fenye-

rangan ke Desa Porto dan Desa Haria, yang

menimbulkan akibat

- Pada peledakan di Jalan Jan Pays Kota am-
bon tanggal 3 April 2002 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Drs. Wahyu Marsudi,
MSi., Pangkat Ajun Komisaris Poligi Nrp.

69100378/PS Kepala Unit Kimia Forensik pa-
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pigital RepPOosSItory vniversitas Jemoel

I S

ria 1 +fch el 8 U W o F e L Visa Ne-
sa H=wis 7Tomanages dunis;, veivu AGUSTINUS
LETUDETRISA, ASUSTIHDS ELTIMOLE, PIRTER MA
NUHUTU, gesuai Surat Ret¢rancan Kematisn

dari Kepala Desa Haria ¢.!. MENUHUTO Ho-

mor : 474/478 tancgal 20 Desember 2002, 1

{satu} orang wargz Desa Haria menderita Iu

N\;_I i;ﬁ sum Et ERepertum HG.GEIFSUIvis.Et.REPIIf
2003 tanogal 4 januari 2003 yang dibuat
dan ditancatangani oleh dokter JoHanis Pa-
ranuan, doxter pada RSU Szparuaz Maluku Ta-
ngah, 14 {empat balas) runah penduduk Desa
Haria terbakar sesuai Berita Acara Pemerik
. Saan Tempat Kejadian Perkara tanggal 9 Mei
; 2002 akibat ledakar bom yang dibuac dan di
tandatangani oleh Penyidik IPDA bPel. EDYA
AKIHARI pada Polsek Saparua (data diambil
dari berkas perkara atas pama Trrdakwa Mar
then Wusing alias Amstrom dan Terdakwa Ju-
nus Tanalepi) :
Ferbuatan Terdakwa I, IT sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 187 ke-3 FUHPidana

Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana :

Setelah . ....
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—

i

R

=Ty
Setelah membace tuntutan Saksas Pemantil Uoum tanggal
18 Juni 2003 yarg lcinya adalah sebzoai bLarikut
1. Menyatetan Terdalwwa I. JBRAENT Y.RIOLA zlias
ABRAIN . PELADN alias HAPI, den Terdakwa II.

ANDHELT POLAAUPESSY alias ANDIE, terbukti
Eecara =all dan meyakinkan menurut hukum ber-
salah melakukan tindak pidana -

Secara bersama-sama tanps hak membuat se-

suatu bahan peledak dan

Tﬁfﬁiﬁ}engan gengaja membantu welakukan kejahat-
féfﬁ\a \zikanMakar dan menjadikan letusan dan da-
iﬁi P%%}mﬂndataugkan bahaya bagi oramng lain
_;fo_??';dggfada orang mati akibat perbuatan itu H
\Kx $Ebd;aimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 1 avat (1) Undang-undang No.12/Drt/f
1351 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-le XUHPidana
dan Fasal 187 ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 56
ayat (1) ke-le KUHPidana, dalam Surar Dak-

waan Kesatu dan Hedua ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABRA
HAM TARIOLA alias ABRAHAM PELAUH alias HaM-
PI, dengan pidana MATI dan Terdakwa TT.
ANDRERS POLHAUPESSY alias ANDRE, dengan pi-
dana penjara SEUMUR HIDUD dengan perintah
Terdakwa-terdakwa teétap dictahan ;

3. Menyatakan barang bukti herupa

1 (satu) buah bom rakitan ;

{sati) lembar foto spepada motor Vespa ;

=-1 {(sacu) lembar foto beezk ;

- & (enam} potong potoncan paku
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- 7 (tujuh) serpinan/lempengan besi ;
Digunakan dalam berkas perkara atas nama Ter
dakwa LUKAS BREMER ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada
KEGARA
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hukum
vang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan, Para
Terdakwa telah dinyatakan bersalah mﬁlakukaﬁ kejahat-
an, seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri

tersebut yang amar lengkapnya berburyil sebagai beri-

Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias
—YABRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II.

&
| o . q
|§ e ;ﬁ{ ﬁNDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, terbukti

| e

../ Jsecara sah dan meyakinkan bersalah menurut
w;:ﬁ;f# tukum bersalah melakukan tindak pidana : "Se
cara bersama-sama tanpa hak membuat sesguatu
bahan peledak" sebagaimana dalam Dakwaan Ke-

satu ;

2. Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias
AERAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa IT.
ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, tidak ter-
bukti secara sah dan meyakinkan bersalah me-
nurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, dan oleh
karena itu membebaskan mereka dari Dakwaan
tersebut ;

3. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa I. ABRAHAM

TARIOLA alias ABHAHAM PELAUW alias HAMPI, de

ngan pidana penjara selam 11 (sebelas) tahun
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dan Terdakwa II. ANDREAS POLHAUOPESSY alias
ANDRE, selama 8 {(delapan) tahun ;

-~ 4. Menvatakan pidana yang dijatukan akan diku-
rangkan seluruhbnya selama Terdakwa-tervrdakwa
berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap dita-
han :

6. Menyatakan barang bukti berupa
- 1 {(satu) bom rakitan ;
- 1 ([satu)} lembar foto sepeda Vespa ;

1 (satu) lembar foto becak ;

; iE (enam)} potong potongan paku ;
.ﬁJEET {tujuh) serpihan/lempengan besi ;

. ﬁ%ar digqunakan dalam berkas perkara atas na-
f' (ma Terdakwa LUEAS BEEMER ;

7. Membebankan biaya perkara pada NEGARA ;
Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding
telah diperbaiki cleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan
putusannya tanggal 31 Oktober 2003 Nomor : 151/pdd/
2003/PT.DEI., vyang awar lengkapnya berbunyi sebagai be
rikat

- Menerima permintaan bandiﬂg yang diajukan
oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penpuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengad:lan Negeri Jakar-
ta Utara tanggal 15 Juli 2003 Nc.207/Pid.B/
2002/PN.Jke .Ut ., yang dimintakan banding se-
canjang wengsnal lamanya pidana yang dijatuhb
kan kepada Terdakwa T dan Terdakwa II, se-
hingga amar keseluruhannya berbunyi sebagai

berikut

- Menyatakan .....
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- Mamyataken Terdalosa I. ABRAHAN TLRRIOLA alias
ARRAHAM FELAUW @lias FAMPI, dan Terdakwa 1I.
ANDRERS FPOLHAUFESSY alias IMANDRE, seperti
tersebut di atas terbukti secara sah dan me-
yvakinkan bersalah melakukan perbuatan pida-
na : "Sccara bersama-sama tanpa hak membuat
sesuatu baban peledak™ ;

Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM TARICLA alias
AEBRAHAM PELAUW alias HAMPI, dan Terdakwa II.
ﬁﬁ?ﬁ ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, tidak ter-

T
b%ktl secara san dan meyakinkan melakukan

\@' %&Ldak picdana ssbagaimamna dalam Dakwaan Ke-

ar| L "

r{;. .: _ﬁﬁé, dan oleh karena itu membebaskan mereka

e .igﬁari Dakwaan tersebulb ;

y. Menjatuhkan pidana masing - masing terhadap
Terdakwa I. ABRAHAM TARIOLA alias ABRAHAM PE
LAUW alias HAMPI, dengan pidanas penjara se-
lam 15 {lima belas) tahun dan Terdakwa II.
ANDREAS POLHAUPESSY alias ANDRE, dengan pi-
dana penjara selama 10 (sepuluh) cahun ;

- Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa
IiI dictahan dikurangkan seluruhnya dengan hu-
kuman yang dijatubkan kepada mereka

- Memerintahkan Terdakwa I gdan Terdakwa 11 te-
tap dalam tahanan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 {satu) bom rakitan ;
- 1 (satu) lewbar foto sepeda Vespa ;

- 1 f{satwy)] lewmbar fotg becak ;

- 6 {enam) potong potomgan paku

r

A cdl Feaguhl Haivs
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= 7 g vhl ssrplian/lernengan bagi

adgar éis } czlam berkas perkara atas pa-
ma Terdszwa LUERS BREMER [
= Membebanlan mising-masing kepada para Terdak

wa utituk membayar biaya perkara dalas kedua
tingkat peradilan, Yang dalam tingkat ban-
ding Rp 1.000,00 (geribu rupiah) ;

Mengingat akan akta Lentang permohonan kasaed

Nomor : 207/Akta Pid/2003/PN.Jkt . Ut., yYang dibuat oleh

angkan, bahwa pada Langgal 06 Januari 2004 Para Ter

telah mengajukan permchonan kasasi terhadap pu-
Pengadilan Tinggi tersebut z

i, ‘4 Memperhatikan risalah kasasi bertangoal 15 Janu
) gr{ 2004 dari kuasa Para Terdakwa yang diajukan untuk
dan atas nama Para Tordakwa juga sebagai Para Pemchon
kasasi tersebut berdasarikan Surat FKuasa Khusus ber-
tanggal 05 Januari 2004 risalah kasasi mana telah di-
terima di Kepaniterazn Fengadilan Negeri Jakarta Urara

pada tanggal 20 Januari 2004 g
Melihat surat-surat yang bersangkutan -
Menimbang, bahwa Putusan fengadilan Tinggi ter-
sebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon kasasi
pada tanggal 23 Descnber 2003 dan Para Pemohon kasasi
mengajukan permchonan kasaszi pada tanggal 08 Januari
2004 serta memori kasasinya telah diterima d4i Kepani-
terdaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada canggal 20
Januari 2004 dengan demikian permchonan kasasi boserta
dengan alasan-alagannya telah diajukan dalam Lenggang-

waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh ka-
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rena itu permohonsn kasasi tersebut formil dapat dite-
rima ;

Menimbang, bshwa kebsratan-lkeberatan yang diaju
kan oleh Para Pemohon kasas: pada pokoknya adalah seha
gai berikut
- Bahwa judex facti Fengadilan Tinggil Jakarca telah

salah dalam mensrapkan hukum acara, yaitu dalam me-
meriksza dan mengadili dalam melakesanakan Hulum Aca-
ra Pidana pada Pasal 185 KUHAP tentang alat bukti

tidak menurur cara yang disyararkan Undang-undang

A

% N\

</ &, Eﬁhﬁa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
| 4

Pgmﬂpan kasasi ABRAHAM TARIOLA alias ABRARHAM PELAW
;

alips HAMPI dan ANDREAS FOLHAUPESSY alias ANDRE de-

i 3in§3n mempergunakan hanya satu alac bukti, yakni

alat bukri petunjuk, sehingga berlaku azas unus teg
tis nullus testis, sehingga hal tersebut tidak me-
ngikuti cara dan aturan yang telah ditentukan oleh
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menga-
tur tentang alat bokti dalam menjatuhkan pidana ke-
pada seseorang, sebagaimana Pasal B3 KUHAP dan Yu-
risprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1704 K/pid/B/
1986 tanggal C7 Januari 1987 ;

B. Bahwa Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan
pidana terhadap Pemchon kasasi dengan didasarkan
pada keterangan Pemchon kasasi dan keterangan Turut
Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemsrik-
gaan di Tingkat Penyidik, sebagaimana Pasal keten-
tuan Pasal 185 KUHAP ;

. Bahwa Majelis Hakim Tinggi DEI Jakarta telah salah
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D,

A ":n |
Y

B

atur di dalam KUHAP, yaitu Lsntang keterangan saksi
sebagai alat bukti yang didasarkan kepada keterang-
an saksi De' Audicuy, sebagaimana Pasal 1 ayat (27)
EUHAD

Bahwa Majelis Hakim Tinggi DEI Jakarta telah salah

dalam menerapkan Hukum Acara, yaitu mengakibatkan
kepentingan hukum Pemohon kasasi sangat dirugikan,
kepentingan yang dirugikan mana Majelis Hakim mem-
pergunakan Keterangan Turut Terdakwa atau Terdakwa

ang lain sebagai alat bukti, dalam istilah hukum

dikenal dengan saksi Mahkora %

Féi%laian Majelis Hakim Pensadilan Tinggi DKI Jakar
bl

téﬂﬁersebut tidak memenuhi Syarat-syarat KUHAP, wyai
Fﬁﬁsebagaimana Pasal 168 Sub.a KUHAD

Bahwa penggunzan Saksi Mahkota dalam membuktikan
Surat Dakwaan sécara tegas dilarang sebagaimana vu-
risprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1174 Tahun 1994,
sehingga cukup alasan Hakim Agung untuk menvatakan
judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Jo.
Judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah sa-
lah dalam mengrapkan hukum

Bahwa Majelis Hakim Tinggi DEI Jakarta telzh salah
dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum rcidak
sebagaimana mestinya, yaitu dalam menjatuhkan Dem
beratan hukuman tidak mempurival dasar pPercimbangan
yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menja-

tuhkan hukuman dengan Penbieratan dari hukuman yang

telah dijatuhkan olsh Pengadilan Negeri Jakarta Uta
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ra, akah tetapl Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta tidak menjelaskan hal-hal yang menjadi da-
sar Keputusan Hakim, sebagaimana diuraikan di atas,
disamping itu tidak mempertimbangkan keadaan dan
kondisi dimana terjadi kerusuhan yvang tidak terken-
dali di Kotz Ambon secara keseluruhan pada saat
itu, dan seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi
atas kejadian itu yang dapat memaksa setiap masyarg
kat Kota Ambon harus melindungi diri sendiri, kare-
na sudah tidak terjamin lagi keamanan sebagai warga

masyarakat.-

5, seharusnya patut untuk dipertimbangkan dalam

jatuhkan putusan terhadap Terdakwa, bukan untuk

| &= AL
L/'_ L .m%ﬁFEIberat hukuman ;
,*{ Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan ter-
sebut Mahkamah Agqung berpendapat

mcggcnai keberatan-keberatan ad A s.d ad . E.

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat
dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan
hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai! penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang
suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat di-
pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkar kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkena-
an dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau
peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya,
atau apakah cara mengadili tidak dilakeanakan menurut

ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah

fielampEad e
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melampaul baras wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum hcara Pidana
{(Undang-undang No.8 Tahun 1981} :

Menimbang, bahwa berdasarikan alasan-alasan yang
diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa pu-
tusan lﬁﬂéﬂﬁgizii dalam perkara ini bertentangan de-
ngan hukum dan/atay Undang-undang, maka permohonan ka-

gasi tersebut harus ditolak 3

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan  kasasi

TN ditolak, maka Para Pemchorn kasasi/Para Terdakwa dihu-
P
focs \ m untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kagasi
SR
Ll N | 5|‘
h ko . Memperhatikan ndang-undang No.4 Tahun 2004,

Jd;dang-undanq No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14
Tahun 1985 Jo. Undang-undang No.5 Tahun 2004, serta n
dang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI - -

Menolak permchonan kasasi dari Para Pemohon ka-
sagif/Para Terdakwa : T. ABRAHAM TARTOLA alias ABRAIAM
PELAUW alias HAMPI, 11. ANDREAS POLHAUPESSY alias
ANDRE, tersebut ;

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biava
perkara dalam tingkat kasasi ini sebespar Rp 2.500,00
fdua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permisyawa-
ratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 30 Ma
ret 2004, oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Maje-
lis, Prof. DR. H. Kaimuddin Salie, S.H.,M.H. dan Ny.

Prof. DR. Valerine J.L Kriekhoff, S.H, M.A., Hakim-
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Hakim Anggota, dan diucapkan dalam Sidang verbula o)

tuk umum pada hari itu Juga, oleh Kertua Majelis dowygan
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